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KATA PENGANTAR
Kami mengucap alhamdulillah karena penelitian ini
telah dapat diselesaikan sesuai rencana. Pemi.lihan tema
penelitian mengenai Pos Bantuan Hukum GOSBAKUM)
di Pengadilan Agama di Jawa Tengah memiliki relevansi
pembahasan terkait dengan konteks saat ini.
Kebijakan negara dalam pembangunan hukum
memberi penekanan pada semakin pentingmya akses ke
pengadilan bagi masyarakat miskin dan termatiinalkan.
Negara iuga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan
hukum sebagai strategi pencapaian akses tethadap
pengadilan tersebut.
Corcern pembtngonan hukum yang berorientasi pzda
pemerataan keadilan tetsebut ditegaskan oleh Undang-
Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1) yang menyatakan bahwa
setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, pedindungan
dan kepastian hukum yang adil serta pedakuan yang sama
di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan
dalam betbagai UU dan peraturan y^ng berkaitan dengan
akses masl'arakat terhadap hukum dan keadilan.
Masyatakat yang tidak marnpu dan arvam hukum
dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan setiflg kali
dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum 1'ang kadang
terkesan kaku dan ptosedural. Baik dalam tahapan litigasi
maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan
aturan hukum itu sendiri atau iika tidak permohonan atau
gugatzn yang diaiukan akan ditolak pengadilan padahal bisa
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jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.
Dalam konteks inilah pedoman pemberian bantuan
hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/
permohonarL p etkxa, pmdeo serta sidang keliling diperlukan
sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang dan
rujukan dalam menjamin optimaliiasi akses maslarakat
miskin dan termarjinalkan terhadap pengadilan.
Kami menvadari bahwa kaiian dalam penelitian ini
belum sepenuhnya sempuma, terutama diakibatkan oleh
jangka wzktu penelitian yalg p2sih kuraog. Karena itu kami
mengharapkan l<ritik konsruktif untuk pembenahan hasil
penelitian ioi.
Tidak lupa pula kami mengucapkan beribu terima
kasih kepada para pihak yang telah membantu terlaksananya
penelitian ini anare latn:
1. Kemenag RI Pusat
2. Pengadilan Agama Semarang
3. Pengadilan Agama Brebes
4. LPKBHI
5. Irmbaga Bantuan Hukum Brebes
6. Semua pihak terkait yang tidak bisa kami sebutkan
satu-Petsatu
Pada akhirnya kami berharap agar hasil penelitian ini
dapat memberi kontribusi dalam penegakan hukum pada
umumoy4 dan peningkatan pelayanan bantuan hukum di
pengadilan.
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3. Tujuan Bantuan Hukum
G. Metode Penelitian
H. Desain Penelitian




A, Pengertian dan Dasar Bantuan Hukum
B. Bantuan Hukum di Indonesia ........
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A. Profil SDM Pelaksana
Jasa l-.zyarzrrr POSBAKUM ......
1. Pengadilan Agama Semarang 89
2. Pengadilan Agama Brebes 109
B. Porsi dan Cakupan Layanan POSBAKUM ...'.. I 15
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Sebagai salah satu negara hukurrL Indooesia tentu
memiliki komitrnen uonrk menjamin hak konstitusional
setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
pedakuan yang sama di ha&pan hukum sebagai sarana
perlindungan hak asasi manusia. Dalam hal ini negara
bertanggung-f awab tethadap pemberian bantuan
hukum bagi orang miskin sebagai perwuiudan akses
terhadap keadilan. Negara iuga betkewajiban untuk
mengafi.r agar bantuan hukum yang diselenggarakan
oleh negata' bisa berotientasi pada terwuiudnya petu-
bahan sosial yang berkeadilan.
Mulai awal tahun 2011 Mahkamah Agung
menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum (POSBA-
KUM) di seluruh Indonesia. Termasuk iuga di
Pengadilan Agama se Jawa Tengah yang tedetak di 4
(empat) tempat 1'aigu; Pengadilan Agama Semarang
Purwodadi, Brebes dan rWonosobo. POSBAKUM
disediakan untuk setiap orang yarrg tidak mampu
membayar jasa advokar Mereka berhak mendapatkan
bantuan hukum secara adil dao ti dzk memi}rak fair and
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inPanial cotA. Hak ini merupakan hak dasar setiap
manusia. Hak ini bersifat universal bedaku di manapun,
kapanpun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi.
Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewa)iban
negara. Setiap warg negara tanpa memandang suku,
wama kulig status sosial, kepercayaan dan pandangan
politik berhak mendapatkan akses tethadap keadilan.
Indonesia sebagai negara hukum menjamin
kesetaraan bagi warga negara nya di hadapan hukum
dalam dasar negara dan konstitusinya. Sila kedua
Pancasila "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan sila
kelima Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia" mengakui dan menghormati hak warga
negara Indonesia untuk keadilan ini. UUD 1945
meoegaskan bahwa setiap otang bethak atas pengaku4n,
iaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama di depan hukum dan setiap
wzjgl neg,tra berhak memperoleh kesempatan yang
sama dalam.pemerintahan. UUD 1945 iuga mengakui
hak kebebasan setiap omng.
Pedakuan yang betsifat diskriminatif atas dasar
apa pun tidak dibenarkan dan mereka berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan itu.
Tanggungjawab negata ini harus dapat diimplemen-
tasikan melalui ikhtiar-ikhtiar ketatanegaraan pada tanah
legislasi, yudikasi dan eksekutotial. Kedudukan yang
lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh
menghalangi otang tersebut mendapatkan keadilan.
Tentu, pendampingan hukum dan atau bantuan
h,tkwlr: (bgal npmentation) kepada setiap otang tanpa
disktiminasi itu metupakan perwuiudan dari
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perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan
hukum tersebut Tanpa adanya pendampingan hukum
maka kesetaraan di hadapan hukum sebagaimana
diamanatkan konstitusi dao nilai-nilai universal hak asasi
manusia tersebut tidak akan pemah terpenuhi.
Bantuan hukum adalah media bagi v/arga negara
yang tidak mampu untuk memiliki akses terhadap
keadilan sebagai manifesasi jaminan hak-haknya secara
konstitusional. Masalah bantuan hukum meliputi
masalah hak watga negara secara konstitusional yang
tidak mampu, masalah pembetdayaan warga negara
yang tidak mampu dalam akses tethadap keadilan, dan
masalah hukum faktual yang dialami w^rg r,ega:ayang
tidak mampu menghadapi kekuatan neg ra sec rZ
sttuktutal.
Disamping itu., pemberian banruan hukum juga
harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari
kewajiban warga neg r^ lain yang mempunyai
kemampuan dan kompetensi dalam membetikan
bantuan hukum bagi waga negara yaog tidak mampu.
Pemberian bantuan hukum mempurryai manfaat besar
bagi petkembangan pendidikan penyadatan hak-hak
wafga negafa .yang tidak mampu khususnya secara
ekonomi, dalam akses terhadap keadilan, serta
perubahan sosial masyatakat ke atah peningkatao
kesejahteraan hidup dalam semua bidang kehidupan
berdasatkan keadi-lan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia-
Pada asasnya, mencari keadilan di pengadilan
dibunrhkan biaya, sehingga seringkali masyatakat yang
tidak mampu secara ekonomi mengalami kendala untuk
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mendapatkan keadilan, belum lagi fika dihadapkan
dengatb)aya yangharus dikeluarkan untuk membayar
iasa advokat, sehingga nyaris mereka tidak dapat
mendapatkan keadilan dalam persoalan yang mereka
hadapi.
POSBAKUM yang mengemban tugas mem-
beriken pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak
mampu membayar iasa advokat tersebut mulai ada
seiak awal ahun 2011. Dalam rangLz inilah Pos Bantuan
Hukum pedu disediakan
Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang
disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama bagi
pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan
bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum,
dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum dan
bantuan pembuatan surat gugztao/permohonan.
Pemohon bantuan hukum adalah pencari
keadilan yang terdiri dati petseorangan atau sekelompok
orang yrng secara ekonomis tidak mampu membayar
iasa Advokat sebagaimana diatut dalam Lampiran B
SEMA No.10/2010 tentang Pedolman Pembedan
Bantuan Hukum, yang memedukan bantuao untuk
menangani dan menyelesaikan petkata hukum di
Pengadilan Agama. Sedangkan Lembaga Penyedia
Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan dan
Konsultasi Hukum dari unsut organisasi profesi
Advokat, Petguruan Tinggi, dan I-rmbagz Swadaya
Masyarakat yang tet&ftar di Kemenhukham.
POSBAKUM bertuiuan untuk memberikan
pelayanan hukum di Pengadilan Agama sebagai bagian
dari penyeleog guzzr. d.a,tt Penggunaan ^ngg t^fi
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bantuan hukum di lingkungan peradilan Agama, yang
beranggungiawab, betkualitas dan t .koordirr"si, d..ri
sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
Dalam menjalankan pemberian pelayanan
didasarkan pada prinsip keadilan, non diskriminasi,
keterbukaan, akuntabilitas, kepekaan gender,
perlindungan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan, dan perlindungan khusus bagi kelompok
penyandang disabilias, dan pedindungan anak.
Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada pengadilan
Agama adalah p elayan*nyangdtsediakan oleh pembed
Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pcngisian
formulir permohonan bantuan hukum, baituan
pembuaan surat gugatan/permohonan, pemberian
Advis dan konsultasi hukum. Untuk tugas yang
demikian maka POSBAKUM berialan-de"g"i
ketentuan:
a. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari
dan jam kerfa yang telah ditentukan.
b. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum
untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan
sesuai dengan jam ketia.
c. Meneltuken lumlah pembed bantuan hukum yang
akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
d. Membuat daftat petugas pembed bantuan hukum
dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi
bantuan hukum, serta mengajukal ke Ketua
Pengadilan Agama.
e. Berhak mendapatlan satana prasarana sera imbalan
irst
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f. Membuat lapotan bulanan terkait pelaksanaan tugas
pelayarun hukum dan melaporkannya kepada Ketua
Pengadilan Agama.
g. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaLsanaan
tugas
Petugas pemberi bantuan hukum memil.iki
persyatatan sebagai berikut:
a. Advokat atau Srjana Syari'ah atau Sarjana Hukum
yang menguasai Hukum Islam
b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) ahun dalam
pembetian bantuan hukum.
c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu
Pengadilan Agama untuk mewuiudkan pelayanan
prima pengadilan.
d. Menguasai tata. cltzbetacat^ di pengadilan agama.
Sedangkan ptosedur pelayarrin yang dilakukan
setelah formulir diisi permohonan bantuan hukum,
maka disetai dengan melampirkan:
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTA4) yang
dikeluarkan oleh Lurah atau kepala Desa; atau
b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainya seperti
Kartu Keluarga Miskin (KI0Q, Kartu Jaminan
Kesehatan Masyatakat (arnkesmas) 
, 
Kartu Prograrn
Keluarga Harzpztt @K$, dan Karn: Bantuan
Langsung Tunai @lX); aau
c. Surat pernyata:ro tidak mampu membayar iasa
advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh
pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua
Pengadilan Agama.
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Standar pelayanan yang harus diberikan oleh
petugas pemberi hukum adalah sebagi berikut:
a. Pelayanzn yang diberikan memperhatikan pdnsip-
pdnsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar
belakang pemohon bantuan hukum.
b. Pelayanan dilakukan secara cepag efekti( efisien, dan
penuh tanggung iawab sesuai dengan kebutuhan
pemohon.
Sedangkan indikator kineja petugas pemberi
bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai bedkut
a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum
terhadap pelayanan yang diberiLan.
b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
c. Perbandingair jumlah pemohon bantuan hukum
yang dibantu dengan jumlah petkara yang masuk ke
Pengadilan Agama setiap bulan.
Dalam melaksanakan bantuan hukum, petugas
pembed bantuan hukum wafib mematuhi kode etik
pelayanan sebagai berikut
a- Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenad<an
memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada
Penggugat dan tergugat atau pemohon dan
tetmohon dalam perkara r.ang sama.
b. Petugas pembed bantuan hukum dalam menlalankan
tugasnya harus bersifat sopan dan ramah sertz
meoiunjung nilai=nilai moralitas
c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenat*an
memberi keterangan, sararq dan atau pendampingan
yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum
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dalam menyeles aikan p etkar zny a di pengadilan.
d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenad<an
memungut dan menerima biaya/imbalan apapun
dari pemohon bantuao hukum.
e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang
mengarahkan pemohonan bantuan hukum untuk
menggunakan iasa advokat tertentu dan kantor
hukum tertentu.
f. Petugas pembed hukum bantuan tidak dibenad<an
melakukan peke$aan lain selama menialankan tugas
pelayanao bantuan hukum di POSBAKLIIvI, selain
yang rclah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini.
g. Pembedan bantuan hukum dilarang melakukan
perbuatan yang bisa merugikan cita dan martabat
pengadilan.
tr. Petugas pembed bantua.n hukum tidak dibenad<an
menyalah guoakzn ruangan Pos Bantuan Hukum
unruk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan
dalam peirjaniian keriasama ini.
i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum
di Pos Bantuan Hukum, harus dilairdasi dengan sifat
saliog menghormati, saling menghaqgai dan saling
mempercayai.
i. Petugas pembeti bantuan hukum harus memberi
perhatian yang sama kepada semua pemohon
bantuan hukum deogan sepenuh hati dan tanggung
jawab.
k Petugzs pembed bantuan hukum lilarang mengatas
oamakan dirinya sebagi bagiaa/petugas Pengadilan.
l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab
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untuk memberi informasi lang sebenam,lz terkait
dengan pelaksanaan rugasnya di Pos Bantuan
Hukum.
Mengingat POSBAKUM ini merupakan
prognm baru, maka ada kebutuhan untuk melihat
sejauhmana aspek-aspek ideal dari proses pelayanan
POSBAI(UM sebagimana dituangkan secata normatif
dalam ketentuan tersebut bisa diimplemenasikan secara
baik di lapangan. Berdasar hal tersebut, maka
dipandang pedu kiranya untuk dilaksanakan penelitian
denpn judul "STUDI EVALUATIF PEI-{KSANA-
AN POS BANTUAN HUKUM ("OSBAKULO DI
PENGADILAN AGAMA DI - JAVA TENGAH".
B. Permasalahan
Adapun yang menjadi petmasalahan pokok
dalam penelitian ini adalah 'Bagaimena pelaksanaan
POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah".
Permasalahan pokok tersebut dirinci dalam beberapa
sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang
dimiliki oleh POSBAKUM di Pengadilan Agama di
Jawa Tengah
2. Bagaknaru, porsi dan cakupan layanan POSBA-
KUM di Pengadilan Agama diJas,a Tengah
3. Bagallr:zna sebaran perkara yang dilayani melalui
POSBAI<UM di Pengadilan Agama diJawa Tengah
4. Bzgaknana kontribusi layanm POSBAKUM di
Pengadilan Agama di Jawa Tengah terhadap
pembangunan hukum
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5. Apa saia problem-problem yang muncul dalam
Iayanan POSBAKUM di Pengadilan Agama diJawa
Tengah
C. Tuiuan
Tujuan pokok penelirian ini adalah untuk
-.mlsrikzn deskripsi empiris mengenai pelaksanaan
POSBAKUM di Pengadilan Agama di Jawa Tengah".
Tuiuan ini dielaborasi dalam beberapa tujuan sebagai
berikut
1. Untuk mengeahui pro6l Sumber Daya Manusia
(SDM) yang dimiliki oleh POSBAKUM di
Pengadilan Agama di Jawa Tengah
2. Untuk mengetahui porsi dan cakupan layanar,
POSBAKUM di Pengdilan Agama diJawa Tengah
3. Untuk mengetahui sebaran perkara yang dilayani
melalui POSBAKUM di Pengadilan Agama diJawa
Tengah
4. Untuk mengeahui kontdbusi layanao POSBAKIIM
di Penga'dilan Agama di Jawa Tengah terhadap
pembangunan hukum
5. Untuk mengetahui ptoblem-problem yang muncul
dalarr layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama
diJawaTengah
D. Signitrkansi Penelitian
Kaiian dalam penelitian ini dihatapkan dapat
memberikan tiga macam kontdbusi, yaitu konttibusi
empiris, teoritis dan kebijakan:
1. Kontribusi empiris, yaitu anolisis terhadap ptogtam
pelaLsanaan POSBAKUI\I secara profesional dan
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sesuai dengan kebutuhan para pencari keadilan.




POSBAKUIU, sehingga masyatakat semakin
termotivasi {alam memanfaatkan POSBAKUM
dalam mencari keadilan.
2. Kontribusi teoritiq yaitu dengan meneliti model
pelaksanaan POSBAKUM, sehingga dengan
penelitian ini diharapkan dapat memberikan model
pelaksanaan POSBAKUM yang efektif dalam
memfasilitasi bantuan hukum bagi para pencari
keadilan yang tidak mampu.
3. Kontribusi kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan masukan kepada otoritas yang
berwenang dalam merumuskan bentuk POSBA-
KUM bagi masyarakat tidak mampu secata lebih
efektif .
E. Telaah Pustaka
Kajian mengenai pemberian bantuan hukum di
pengadilan telah bebetapa kali dilakukarl baik yang
berupa penelitian, buku, dan makalah. Masing-masing
memiliki sudut perspektif yang betbeda dalam melihat
petsoalan ini. Kaiian tentang bantuan hukum tersebut
a'rtatzlun
P ertam a, p erdttian mengenar "A*.s esi b i litas Pn cari
Keadilan Mitkh Uttn,4, Medapatkm Bafiran Htksm di
Mrka Pengadilan" pada tahun 2011.1 Penelitian ini
dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangao
I btE:/ / *aa,pt-pab4*ztolatct
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Hukum dan Peradilan (PUSLITBANGKUMDIL)
Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI).
Penelitian memfokuskan kaiian pelaksanaan banruan
hukum di pengadilan Palangkataya Kalimanran Ti:ngah.
Hasil peoelitian menunjuktan bahwa dalam pembedan
bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama yang
mengambil sampel di PaJangkaraya, perlu dioptimali-
sasikan. Hal ini dikarenak^n, p^ra pencari keadilan
memiliki hak untuk mendapatlan bantuan hukum.
I(edta, tesis 52 yang dinrlis oleh Hen&a Andy
Satya Guming dari Universitas Indonesia mengenai
*K@iar H*un Atas Pebksauar S*tem Bafitsafi Hrak lm
Tinbal Balk (Iv[*ilal l-egal Ass*tance) Afiamegara di
hdonesid'.2 Tesisini menunjukkan bahwz sistem bantuan
timbal balik dalam masalah pidana (Mfiual I-,egal
Assittarce) atau sering disingkat dengan MLA
merupakan sistem keriasama intetnasional dalam
bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan
khususnya terhadap kejahatan lintas negara
(tranmasiorul crine).
Sistem ini lahir dari kzidah-kaidxh hubungan anw
negara yang telah diterapkan oleh Indonesia baik dengan
perjaniian maupun tidak. Pada awal tahun 2006,
Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan
Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-
Undang Nomot 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal
Batik dalam Masalah Pidana, yang meniadikan palung
hukum dalam peneepan sistem ini di Indonesia- Terkait
kasus penydahgunaan Bantuan Ukuiditas Bank Indo-
2 bnp:/ / tt*'.digilihti.at id
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nesia @LBl),Pemednah Indonesia sangat serius dalam
menerapkan sistem ini dengan tujuan utama adalah
dalam mencari, mengeiat, dan menyita, serta
mengembalikan aset-aset hasil korupsi di Indonesia.
Dalam tesis ini, dikaji pelaksanaan sistem bantuan
timbal balik 
^otatnegar^ 
di Indonesia dari 4 (empat)
aspek yaitu: Pertama, sistem bantuan timbal balik
sebaga.i sistem yang mendukung proses penegakan
h,;J<um; Kedua,'sistem bantuan timbal balik sebagai
sistem yang lahit dari hubungn antar negata yang lebih
menekankan kepada prinsip ketiasam4 Ketiga,
Hubuogan antar kewenangan penegakan hukum harus
lebih sistematis dan terpadu untuk menerapkan sistem
bantuan timbal balik sebagai upaya pembetantasan
kejahatan yang luat bitsa (extraordindry crine); dar:
kmpat, adalzhbentuk sistem bantuan timbal balik yang
menekankan pelaksanaannva pada perjaniian dan
tesiprositas sebagai perwu j udan G o o d G o tt e rn a n ce.
Pelaksanaan sistem bantuao timbal balik mend4pat
prediksi masalah yang akan muocul, mengingat sistem
ini merupakan hal baru dalam mendukung Hukum
Acara Pidana di Indonesia maka dipetlukan kajian
tentang bagumar:* pelaksanaan sistem ini dapat
menyesuaikan dengan pelaksanaan kervenangan
masing-masing lembaga penegak hukum di Indonesia
sehingga dapat dicapai suatu kesempurnaan ddam
pelaksanaan sistem ini.
Ketiga, stl;,dt yangbe4udd"Bantutt Hrfurn: Arti
dat Peranannll', 1'ang ditulis Erman Supatman dan
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Todung Mulya Lubis.3 BagT oegara berkembang,
konsepsi dan peranan dari suatu lembaga bantuan
hukum pasti tidak sama dengan konsepsi dan peranan
lembaga bantuan hukum di negara maju, tempat
lembaga ini lahir dan dibesarkan. juga kadar campur
tangan &ri pemedntah terhadap eksistensi lembaga ini
akan jelas sekali perbedaannya, suatu hal yang erat
hubungannya dengan tingkat pern-rmbuhan ekonomi
dan tingkat pendidikan masyarakat setempaL Kzlau ini
benar, maka timbul pertanyaan: sampai sejauh mana
sistem kekuasaan di negara berkembang memungkin-
kan berkembangnya ide bantuan hukum. Sampai di
mana maslarakat setempat membutuhkan bantuan
hukum yang berlaku. Dalam nrlisan ini, penulis akan
memulai pembahasan dai pertznyzm yang terakhir
sepaniang menyangkut peranan bantuan hukum dan
seberapa dapat, mencoba menyinggung pefi;.nya n
Pertama.
Persodlannya memang bdtu gawa! meny2qglsgl
banyak zspek. Tidak saja dalam proses peradilan, tetapi
justru suatu proses pendidikan hakum Qegal efucatiott):
bagaimana menumbuhkan suatu kesadaran hukum (&-
gal eonciolsmss) agar masyxakzt mengerti akan hak-hak
dan kewajibannya daiam pergaulan hukum di
masyarakat Ptoses pendidikan hukum ini bisa diartikan
sebagai usaha untuk menginuodusit rlilai-nilai baru
yang betguna tidak saia secara hukum, tetapi
menyangkut banyak segi la"in, lebih-lebih aspek
' Jrnal PritaNomor 6 Tahun II, Desembet 1973.
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ekonomis, terutarna kalau kita hubungkan dengan
kenyataan-kenyaaan sosial, bahwa kita memang sedang
menuiu ke arah pertumbuhan ekonomi yang sejalan
dengan pembagian pendapatan yang merata sesuai
dengan sila keadilan sosial.
Dari skema pembahasan di atas, belum ada
penelitian yang memfokuskan pada kajian mengenai
pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama di
Jawa Tengah yang menyelenggarakan progtam Pos
Bantuan Hukum (?OSBAKU\,!. Dengan demikian,
dalam konteks efekifitas pelaksanaan POSBAKUM di
Pengadilan Agama belum banyak dikaii, karenanya
menjadi relevan untuk ditelid.
F. Kerangka Teoritik
l. Pengertian
Bantuan hrk'om (legal aiQ bel,asal dari kata
"bantuan" yang betati pertolongan dengan tanpa
menghadapkan imbalan dan kata "hukum" yang
mengandung pengertian keseluuhan kaidah (norma)
nilai mengenai suatu segi kehidupan masyamkat dengan
maksud untuk menciptakan kedamaian.
Undang-Un&ngNomot lSTahun 2C(.3 tenttng
Advokat ddam Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian
bantuan hukum adalah fasa hukum yang dibetikan oleh
Advokat secara cuma-cruna kepada klien yang tidak
mampu.
Bantuan hukum adalah iasa memberi bantuan
dengan bertindak sebagai pembela dari seseorang yang
tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa
dalam petkata p erdata atau tttz usaha negara di muka
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pengadilan Qitigation) dan atau memberi nasehat di luar
pengadilan (non ttigatio$.
Unsur-unsur .l- ri bantuan hukum adalah sebagai
berikuc
1) Adanya jasa hukum;
Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan
hukum berupa pembelaan-pembelaan yang
dilakukan sebagai pembela/penasehat hukum dalam
perkara pidana yang dilakukan .mulai dari tingkat
kepolisiarl kejaksaan maupun peirgadilan
Tindakan yang dilakukan oleh pemberi bantuan
hukum dalam penanganan perkara perdzaf tzta.
usaha negata untuk menjadi kuasa guna mewakili,
bertindak untuk dan atas nama serta guna
kepentingan oraog yang membutuhkan bantuan
hukum baik di dalam maupun di pengadilan
2) Tindakan untuk meniadi pembela/kuasa di luar
maupun di dalam pengadilan;
Pemberian bantuan diberikan dalam ruang lingkup
permasaLhan hukum yang dialami oleh orzng yang
membutuhkan bantuan karena ketedibatannya dalam
masalah hukum sedangkan otang tersebut kurang
mengerti hukum atau kurang mengeahui hukm dan
termasuk or^$g y^ng tidak ma"mpu dalam segi
keuangan
3) Adanya nasehat-nasehat hukum/konsultan hukum.
Memberikan nasehag pertimbangan, pengertian dan
pengetahuan hukum kepada orangyaog membutuh-
kan bantuan hukum terhadap permzsalahan-
permasalahan hukum lang sedang dihadapi.
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Bantuan hukum diberikan kepada orang yang
tidak mampu tetapi iangan diartjkan hanya sebagai
bentuk belas kasihan kepada yang lemah semata.
Seharusnya selain membantu orang miskin, bantuan
hukum |uga merupakan gerakan moral yang
memperjuangkan hak asasi manusia iuga untuk
mewujudkan cia-cita negara keseiahtetaan (welfan tate)
dan keadilan sosial.
2.DasatHukunt
a. Undang-Undang Dasat Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
PasaJ2T ayat (1), menyeburkzn "Sctiap wrga nqara
sama keddtkatga dalan bnkary danpemerfutahat seia
wajib nmjnjmg bakm dan peneintalt knebr/t tatt?a
tcrkeauli."
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang
sama di depan hukum taopa tetkecuali yang meliputi
hak untuk dibela (acat to hgal coruell, dipetlakukao
sama di depan hukum Qqaalig b{or the ba),keadtlxr
unt* setnua Qt:ticeJor all1.
b. Undang-UndangNomor 39Tahun 1999 teoangHak
Asasi Manusia
Pasal 4 menyebttktn: "Hak ntttuk bi&tp, baA sntsk
tidak disiksa, hak kcbebasan pibadi, pikiru dat bai
wraxi, bak bemgama, bak antuk tidak dipaiudak, bak
rrtuk diakti sebagai pibadi dan persanam di ltadapan
hrkrn, dan bak uttk tidak dituttlt. . . . . ..."
c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat
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Pasd,22 ay^t (1) 'Adokat w@ib nenbeikar bantnar
htktm secara c md-e rrla kEada peacari keadihn yng
tidzk nanpt."
d. Undang-Undang Nomor 48 Tahr:n 2009 tentang
Kekuasaao Kehakiman.
Pasal56 menyebutLo tt:
(1) Sc@ oranglangtermngkfiperfum befiak ne@aobh
barhtar lttkm.
(2) Negara nnatgmg biEa perktra bagi pencai badilan
lattgtidak nanpl.
Pasd 57 menyebutlan:
(1) Pada setiap ?engadilat rqei dibetttuk pos battzatt
hukan kepada pencai keadilar lang tidak nanpt
dalan ncnperolth bafitr4an b ktm.
(2) Bantrut hnkm nbagaiuaru dinaksud pada ayt
(1 ), dibeikat *cara oma-uma pada nmta tingkat
peradilar ran?ai P,ltsrdn terbad@ perkara ternb$
telab nenpembb kekrutan brktn htap.
Q) Bafiun brbtn dar pot bantzan hufun
dinalend pada ayt (1) dilaksattaktr *srci detgan
ke te z t* a n p e ra tuatt p cru t dang- udahgan.
e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Jndzng-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
Pasal 54 meoyebuttan:
"Gma kepentitgaa pembehan, termrtgka atatt terdaknta
berhak mcndapat battnatt hrkam dai seseorangatat bbih
penasehat btfum sehna dalau pakttt dan pada sen@
tittgkat peneiksaafl, menlftr1t tata caru Jang ditefiukatt
dala n nda ng- w dang i ni."
Pasal55 menyebutkr.,:
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'Unuk aeilapatkar perunbat hskgn tersebut dalam
paral 54, terangka atau terdakua berhak aenilib scndii
pnasehat hlkm."
Pasal 56 ayat 1 menyebutJ<an:
*Dalan bal tersangka atat terdakua disargka atan
didakpa nelakskm tiilak pidanalang diarcam dergan
pidara mati ataa ancamar pidata lina belar tahm atau
hbih atas bagt nenkalarg tidak nampr lang diancam
dergarpidaru laa tahm ata* lcbihlargtidak nenpnlai
pmasebat ltrfum endii, p/abatyng bersangkttat pada
senu tingkat perzerikaan dakn pmret peradilan wajib
nmulrkpenarebat b*tn bagi nmka."
3. Tuiuan Bantaan lIukurn
Tujuan bantuan hukum pada r..egata-negalz
berkembang pa& dasamya mengadopsi tujuan bantuan
hukum di negara-negara batag yaitu:
a. Untuk menjalankan fungsi dan integritas peradilan
yang baik.
b. Bantuan hukum merupakan tuntutan perikema-
nusiaan-
c. Untuk membangun satu kesatuan sistem hukum
nasional.
d. Untuk melaksanakan secara efektiif peraturan-
per:rturan keseiahteraan sosial untuk kepentingan
warga tidak mampu atau miskin.
e. Untuk menumbuhkan rasa tanggung iawab yang
lebih besar dari pejabat-peiabat pemerintahan atau
birokrasi kepada masyarakar
f. Untuk mempetkuat profesi hukum.
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Di Indonesia, berdasarkan pada anggaran dasar
Irmbaga Bantuan Hukun, bantuan hukum merrpunyai
tiga tujuan yang hendak dicapai oleh kmbaga Bantuan
Hukum yang semuanya merupakan satu kesatuan yang
bulat yang tidak dapat dipisah-pisahkan karena masing-
masing adalah merupakan aspek-aspek problema
hukum yang besat yang dihadapi oleh bangsa dan
negata. Tujuan bantuan hukum tenebut adalah:
1. Untuk memberikan pelayanan hukum kepada
masyarakat yang membutuhkan;
2. Untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-
luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina
kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
3. Untuk turut serta mengadak fl pembaharuan hukum
dan perbaikan pelaksanaan hukum di sqda bidang.
Adapun tu)uan dari bantuan hukum ini adalah
meringankan biaya yr.'g harus ditanggung oleh warga
tak mampu di pengadilan serta menrberikan kesempatan
y^ng meratz kepada warga tak mampu untuk
memperoleh pembelaan dan pedindungan hukum
ketika berhadapan dengan proses hukum di
pengadilan.
Pzsal 20 Sema Nomor 10 / 2010 menyebutkan
bahwa syarat-syarat memperoleh iasa dati pos bantuan
hukum adalah masyaakat yang tidak mampu. Syarat
untuk mengajukan permohonan pemberian jasa dari
Pos Bantuan Hukum adalah dengan melamp.itkan:
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTIvt) yang
dikeluarkan oleh Kepala Desz /Lurah /Btnia.r /
Nagari/ Gampong atau





Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan,
yaitu penelitian yang mendasatkan pada data dai
masyatakat di lokasi yang diteliti.a Penelitian dil"kukan
pada lokasi/wilayah Pengadilan Agama diJawa Tengah
yang menyelen ggxakan program POSBAKUM.
Dalam penelitian ini diambil sample Pengadilan Agama
Semarang yang mewakili Pengadilan Agama di Kota
Besat, dan Pengadilan Agama Brebes lang mewakili
Pengadilan Agarna Kabupaten.
' 
Suhanimi Atikuatq Pmn&rPucltian: SuU Pndehztaa Pra*lik Jakarul
Rineka Cipt ,2006, hal &9.
s S<xd1ong McbdcParclttia: Su* Peadbiar dan Pcnctd?aqJ.k rtr: Rineka
Gpta, 1999, hal 56.
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b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti
Kartu Keluarga Miskin ((KIv!, Kartu Jaminan
kesehatan Masyarakat fl amkesmas), Kartu Program
Keluarga Harapan @KlI), dan Karhr Bantuan
Langsung Tunai @lX); atau
c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar iasa
advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh
Pemohon Bantuan Hukum dan diletahui oleh Ketua
Pengadilan Agama-
2. Metode Pendekatan Masalah
Berpilak pada ruang lingkup masalah di atag
maka metode penelitian dilakukan dengan pendekaan
sec t^ dlktrifial y^ngdilengkapi dengan petdekatan non
doktirul.s Kedua pendekatan tersebut metupakan
Pffidahulsan
pendekaao kombinasi agar dapat berfungsi saling
menunjang dan melengkapi ftomplementaritas).6
Pengguoaan pendekatan ini diharapkan mampu
menjelaskan secara objektif segala permasalalun dalam
penelitian.
Kedua pendekatan ini digunakan untuk
merruhami ketentr:an normatif tenang bantuan hukum.
Di samping itu, pendekatan ini diperlukan untuk
mengungkap makna dibalik tindakan yang dilakukan
oleh tesponden mengenai; bag mana meteka
memahami keteotuan bantua[ hukurrl dan bagaimana
implementasinya dalam tindakan. Dengan kedua
pendekatan tetsebut diharapkan mampu menjelaskan
secara objektiF atas segala permxalahan yang diangkat
dalam penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Daa
a- Warrancara
Metode yang dipakai adalah wawancara
mendalam secata bebas te{pimpin beipedoman
pada kuesioner terbuka. Penelitian ini menggali
&ta dari pengelola POSBAKUM,
b. Srudi Dokumentasi
Studi dokumentasi dilakukan dengan penelaahan
mendalam pada permasalahan, khususnya yang
berkaial d6g211 hukum dan pengelojaan bantuan
hukum. Di samping itu, kajian mengenai
6 Pemah"-o' pendckatan noodoktrinal dao dokttioal dalam metode
peaelitien hutum idcotik dengan petdekztztrltidt sosiologb &t yridir
xontta*lf. loltaBaoaen, Menad* Mcbdt Pnelitia4Yogyaketa: Pustakz pelajar,
1997 ,hal. 20.
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pelaksanaan bafltuan hukum iuga meniadi kunci
untuk mempertajam andisa. Dokumendokumen
yang ditelaah berupa peraturan perundang-
undangan, maupun literatur-literatur terkait yang
kesemuanya merupakan daa sekunder.
c. Teknik Keabsahan Daa
Selama ptoses pengumpulan data pdmer dan
sekunder diupayakan pula peniagaan serta
pemeriksaan keabsahan data- TerdaPat emPat tiPe
standar yang dapat dilakukan untuk meniamin
kesahihan (validitas) dan keandalan (teliabilitas)
hasil penelitian seperti dikemukakan oleh Yvonna
S. Lincoln dan Egon G.Guba yaitu standar
kredibi.litaq transferabilitas, dependabilitas dan
konfirmabilitas.T
d. Metode Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatil
dimana kegiatan menganalisis data kualitatif
dilakukan secaia intetaktif dan terus-menerus
secaJa tuntes Sedangkan aktifitas dalam analisa
data meliputi:8
- Reduksi data, yang berarti metangkum,
memilah-milah, memusatkan pada hal yang
penting, mencari Pola dan tema.
- Penpiian &ta disajikan dengan cara menJusun-
nya secara rapi dan sistematis dalam bentuk
uraian naratif Tujuaonya agar dapat dipzhami
7 Nocng Muhadjir, Maru& Paultiat KulitattfYogyakanz: Rakc Satasio,
1998,haL26-30.
3 Milcs dan Huberm,dJ,pul'itdtl, Ddtd Azaf'r,Jakarta, Univcrsias In-
doncsia Prcss, 199d hd.2.




y^trg terjadi, dan dapat
merencakan keria selaniumya berdasarkan apa
yang telah dipahami.
- Kesimpulan atau veri8kasi, yaitu penarikan
kesimpulzn sernentara kemudian dilengkapi
dengan data-daa pendukung sehingga dapat
meocapai target peneliria n .
Adapun metode penelitian yang dipakai adalah
Deskriptif Analitiq yaitu suatu penelitian png meliputi
Proses PengumPulan data., penyusunan, dan penjelasan
a;tas data,e Detz yang terkumpul kemudian akan
dianalisis menggunakan konsep bantuao hukum.
Dengan penggunaan metode ini maka petrnasalahan
penelitian ini akan dapat diungkap secara tepal
H. Desain Penelitian
Penelitian ini dilahkan secaa-sistematis dengan
langkah-laogkah yang didesain sebagi betikur
l. Tahap PtaPenditian
a. Pembuatan rancangan penelitian
b. Peogumpulan bahan-batran penelitian
2. Tahap Penelitian l-,qzngan
a. Melengkapi bahao penelitian dengan bahan
pendukung
b. Andisa daa
'W-roamo Surakhoad, Daut fuaTekaihRseatd, Baaduog: Tarsitq 1978,
b^L732.
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I. Jadwal Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan pada Bulan
September sampai Desember 2011., dengan tahapan-
tahapan sebagai berikut:
Dengan penjadwalan di atas, dihampkan kegiatao
penelitian ini dapat berialan secara sistematis dan
terstruktur, sehingga target penelitian dapat diselesaikan
dalam waktu yang direncanakan.





Edit dao Klasifikasi Data
Veri6kasi data6
Perq'usunen draft laporan
8 Diskusi dan konsulasi
9


























.d Pengertian dan Dasat Bantuan Hukum
Sebelum membahas mengenai urgensi bantuan
hukum, sera berbagai dimensi lain yang relevan dengan
persoalan tersebut, perlu dilakukan pendefinisian
mengenai pengertian bantuan hukum. Dalam kaiannya
dengan praktek pemberian bantuan hukum, maka
pengertian bantuan hukum dapat dibagi menjadi tiga
macam yaitu:
1 . Bantuan hukum yang diidentikkan dengn legl senices
Bantuan'hukum dalam pengertian legal nrvices
dimaknai dengan konsultasi hukum dan penyrluhan
hukum 1,ang diberikan kepada anggota masyarakat
mampu dan tidak mampu. Pengettian tersebut apabila
dihubungkan dengan penyelesaian perkata secara
litigasi, maka pengerian tersebut tidak menggambar-
kan pengertian bantuan hukum, pengertian ini dapat
diterima sebagai pelayanan hukum.
Menurrit Yahya Harahtp,r selain untuk
menegakkan hukuo dan penghormatan kepada hak
yang dibedkan hukum untuk setiap orang, legal nrvicu
dan opetasionalnya, lebih cenderung untuk
t M. Yahya Harahap, Pcmbabataa Pumatalalat dat Peaerean KIJIJAP,
Pnlidik dar Pmntrt Jakara: Sinat Grafik, AOO3,h^L344.
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menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan
menempuh cara perdamaian.
2. Bantuan hukum yang disebut seb agai. lcgal assistance
Menurut Todung Mulya Lubis, hgal assistance
biasanya dikoootasikan dengan pelayanan hukum atau
jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada
masyarakat yang mampu maupun tidak mampu.'?
Pengetdan legal astistarea lebih luas d, .iF ada legal
aid,karenz ajvrmereka memberi jasa bantuan hukum
dituiukan bukan saia kepada orang yang marnpr\ namun
juga ditujukan kepada maupun otang yang tidak
mampu.
3. Bantuan hukum yangdtkzitkalr dengnlcgal aid
Menurut Black's L,aw Dictiooary dirumuskan
bahwa:
*Cotntryvidt gsten adzinistend 1"r", b vbifi bgal
scnicar an rndoed a iln* and fruncial nud and ulo unnot
aford piiate ntnut
Sementara menurut advokat senior Adnan
Buyung Nasution bantuan hukum dimalsudkan sebagai
bantuan hukum yang khusus diberikan kepada golongan
masyarakat yang miskin.3 Hal ini senada dengan
'zTodung Mulya Lnbrq Bantat Htfun dza Keabkiaar Stakmral,Jtkatat
LP3ES, 1 986, h2L 3.
3 Adruo BuyungNrution, "Hukum den Kendala Pcmcratean Keadilan",
dalam Attiio Alkosan cd4td.,Petbzngraaa Htfua Dalao Pru1xkt{Potitf
Htfun Nasiorul}akaru: Reiawdi, hal. 193-196.
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pemyataan Oemar Seno Adji,a yang mendefinisikan
bantuan hukum sebagai suatu upaya pembebasan
masyankat miskin yang tertindas. Bagi Oemar Seno
Adj! bantuan hukum harus diarahkan secara sadar untuk
mengubah dasar pandangan masyarakat 1'ang telah lama
terbenam dalam alam feodalisme dan patemalisme yang
menindas. Sebagai suatu gerakan untuk menyadarkan
golongan masyatakat miskin yang tertindas hak-haknya,
maka bantuan hukum metupakan aksi kultural untuk
memetdekakan masyarakat yang selama ini termarginal-
kan. Dengan demikian menurut Oemar Seno Adii,
bantuan hukum merupakan ptoses pembebasan dad
belenggu struktut kekuasaan politi! ekonomi dan sosial
yang menindas
Dati pengertian dt atas legal aidberarti pemberian
jasa di bidang hukum kepada seorang 1'ang terlibat
dalam suatu kasus aau perkara yang ditujukan kepada
meteka yang tidak mampu dan tidak mempunyai
pengacara sendiri. Pemberian bantuan hukum menurut
konsep hgal aid dtbedkan secara curna-cuma.
Dad bebeiapa pengertian bantuan hukum di atas
dapat disimpulkan bahwa istilah bantuan hukum
digunakan sebagai teriemahan dari dua istilah vang
berbeda yaiu " bgal ail' dar. " hgal assistaned'. Istilah
hgal aid umumnya digunakan untuk menunjukkan
pengertian bantuan_ hukum dalam arti sempit berupa
pembedan jasa di bidang hukum kepada seseorang
yang tedibat dalam suatu perkara secara curna-cuma,
aOcmatSeno Ad1i, Pcradilar B&ar Ngzra Hrkan,)akarta Erlangga, 1985,
hal. 49
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B. Bantuan Hukum di Indonesia
Para forrding fatberc Negata Indonesia telah
bertekad uotuk membentuk Negara Republik Indonesia
yang berdasarkan ht*ium (ncltxstaatl dan bukan negara
kelcaasaan (nacbtsstaa). Dalam negara hukum, individu
dan negara betdi; 5s1^1ar. Kekuasaan negata dibatasi
konstitusi dan diatur undang-undang Individu harus
dapat menuntut negara. Kalau negara melakukan
kesdaharq maka dapat dihukum oleh pengadilan dan
dituntut ganti rugi. Hal ini didasarkan pada pemikiran
bahwa negara diwakili orang c.q. pemednah. Katena
orang tidallah sempuma dan dapat membuat kesalahar!
negara hatus dapat dituntut di muka pengadilan.
Menurut Pembukaan UUD 1945, iregara harus
melindungi segenap tanah tumpah darah.
Dalam negata hukum, individu dan negara
berdiri sejajar Kekuasaan negara dibatasi konstitusi dan
diatut undang-undang. Penjabaran dad ketentuan
tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan
mdindungi hak asasi manusia setiap individu.
D alan bvlca P mgeniar tcn btgN egara H*zn,Moh.
Yamin meodefnisikan negara hr:/r<om (ncbtstaat) atat
gowxmnt of lau sebagai berikuc
s Abdurrahmao,,4ryl -hpek Baaua H*nz di ldoaaiq Yogyatara:
Ccndeoa Prcss, 1983, hzl 17-18.
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khususnya bagi mereka yang kurang mampu.
Sedangkan pengerian bgal assistanre digunakan unuk
menuniukkan pengertian bantuan hukum oleh para
advokat dengan memberikan honorarium atas iasa
hukum yang diberikannya.s
Konsepsi Baxtaan Htfutn di hdonuia
'Kekrasaar larg dilaksku oleh pemeifiah banla
betdasarkar dal berasal dai udang-tmdang dat ykali-/<ali
tidak fudasarkm ktkranan saiafu kekwsaatt sa-autg-
perrdfi& atdt kprrqdan babxa ,bkutat badanlabyng
boleh ne uh/rkdn sgakpetikaiar dahn wgara."6
Dari de6nisi mengenai negara hukum di ataq
dapat dikongklusikan bahwa pemerintah di dalam
menyelenggarakan kekuasaannya diatur undang-undang
Jrdi, yr"g memerintah dalam nqara hukum adalah
undang-undang dan bukan otang. Tuntutan akan
perlindungan yang lebih besar telah menciptakan
konstitusi yang melindungi kepentingan individu dan
pembatasan kekuasaan negan.
Di dalam negata hukum, semua orang
dipandang memiliki kedudukan yang sama dihadapan
h:;r:lrrn (eqt4aiy b{oft the lau), dar, suntnorarg harus dapat
menunjuk advokat atau penasihat hukum (access to legal
colttell :ur:,t-:Jr. dibela kepentingannya. Pernyataan ini
menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak
pedindungan hukum. Penamaan dihadapan hukum
diiamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 7945 yang
betbunyi:
"Setiap warga negata bersamaao kedudukannl'a di
dalam hukum dan pemerintahan dan waiib
menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya."
6 Stdztgo Garuram4 Pczgatia Tca taag Ncgara H u kam,Baldung Pcnerbit
Alumni, 1983, ha.l. 22.
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Prinsip persamaan di mata hukum juga
merupakan pengeiawantahan aanan demokratis yang
dianut oleh negara Indonesia. Karena dalam negara yang
mengimplemenasikan prinsip-pri n sip demokrasi, maka
salah satu pr^syar^tly^ adalah penerapan terhadap
persamaaan hak di depan hukum.
Pdnsip kesetaraan di depan hukum harus
diimbangi dengan persamaan pedakuan {equl mann)
di depan hukum. Maksudnya, tidzk boleh ada
diskriminasi dalam negara hukum yang mengabaitan
hrk-hak individuzl maupun kolekif, uotuk memperoleh
pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum
dengan tidak memperhitungkan petbedaan latar-
belakangnya baik perbedaan aas dasar agama, etnis,
gender, politi\ dan sosial. Petsamaan pedakuan di
depao hukum termanifestasi dalam bentuk pembedan
hak memperoleh bantuan hukum. ps66alen 6engenai
bantuan hukum merupakan rcma yang menarik untuk
dip.Li*i kartmnya dengan penegakathnbxn Qak of
laz) maupun penghorrnatan terhadap hak asasi manusia-
Pemberian bantuan hukum adalah penoalan
yang sangat urgen dalam sebuah negara hukum. Bahva
ada jabatan penga.czt^, yang dengan bebas dapat
menjalanlan tugas kewajibannya, yang peogawasannya
dilakukan oleh pengadilan, dan syarat-syatat untuk
diengkat 56!agai pengacara dirumuskan dalam undang-
undang
Bantuan hukum di negata Indonesia diartikan
sebagai bantuao yang dibedkan oleh seorang advokat
terha&p kliennya baik rlala ryr perkara perdata maupun
dalam petkara pidana di muka petsidangan. Di
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Indonesia, istilah bantuan hukum baru dipopulerkan
sekitat tahun 1 964 sejak dikeluatkannya UU Nomor 1 9/
7964 yang secara tegas mengatur tentang bantuan
hukum.
Plnsip eqtatq befon the lawyangmengjsyaratkan
perlindungan bagi hak-hak asasi dalam suatu proses
hukum merupakan cita-cita yang dijuniung tinggi dalam
negarz hukum. Namun menurut Oemar Seno Adii,7
dalam mendapa*zn equlq befon the lavsenngterdapat
ironi bahwz merupakan suatu kenyaaan bahrm hak-hak
asasi manusia hanya dapat dinikmati oleh lingkungan
brang terbatas, yaitu mereka yang mampu membial,ai
legal aduice. Sementara bagi temrduh yang tidak mampu,
hak asasi itu merupakan impian yang suka dicapai.
Ternrduh png tidak mampu tetpaksa menghadapi suatu
proses tanpa bantuan hukum. Oleh karena itu, perlu
dipikirkan dalam negara Indonesia sebagai negata
hukum, suatu asas, yang memungkinkan oraflg yang
tidak mampu untuk mendapat bantuan hukum yang
waiar dari sdrjana-sa{ana hukum yang belpeogalaman.
Di samping itu, negara dan masyarakat betkewaiiban
agar bantuan hukum dapat diberikan dan dilaksanakan
oleh para sariana tersebut dengan tasa tanggung jawab.
Karena itu, pengakuan terhadap asas tersebut
tidak bertentangan dengan ptinsip-prinsip vang dianut
dalam negara hukum, melainkan hal itu merupakan asas
yang dikehendakiriya. Kecuali dalam hal-hal yang
eksepsional tiap putusan harus dapat dilakukan band-
ing pada pengadilan 1'ang lebih tinggi.
Dalam perkata pidana dalam negara
7 Ocmar Seno Adji, I-or. C.ll
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hukum seorang tern:duh mempunyai kesempatan yang
ddcqsah tnerr,adri) untuk mengadakan pembelaarL yang
berarti bahwa:
1. Bahwa ia setiap waktu akan dapat bantuan hukum
dan dapat selalu mengadakan hubungan dengan
pembela.
2. Bahva ia diberiahu dan mengeahui tentang tuduhan
yang dihadapkan kepadanya.
3. Tettuduh dapat mengaiukan saksi-saksi atau
kssslangan-keteraogan laio untuk kepentingan
pembelaannya-
4. Tidak satu orang pun dapat dipaksa untuk
memberatkan diri dalam suatu proses pidana.
Tekanan 6sik maupun psikis tidak boleh dilakukan
terha&p seotang temrduh j
Hal demikian pedu dikemukakan dan ditegaskan
karena khususnya mengenai hubungan antara seorang
tertuduh dalam fase pendahuluan, dengan membedkan
kesempatan pada seorang tertuduh untuk mengadakan
kontak dengan pembelanya, sehingga tindakan
sewerang-v/enzr^g dari seorang pejabat dapat
diminimalisit
Hak-hak asasi dati seorang tertuduh dalam
suanr proses pidana harus dihormati. HaI demikian
merupakan suatu keniscayaan dalam negara hukum.e
3ba.
,Ibid.,h 42.
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Perlindungan terhadap seseorang tertuduh dalam
proses pidana perlu diadakan. Hal demikian
metupakan syarat dalam suatu negara hukum.
Pedindungan hukum merupakan prinsip 1,ang diakui
akan pentingnva oleh hukum intemasional, bahkan
merupakan bagran da:i hak dasat yang secata asasi
melekat pada setiap manusia Bedkut ini akan dijelaskan
mengenai hubungan bantuan hukum sebagai hak asasi
manusia.
C. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Hak asasi manusia adalah hak yang paling
mendasar bagi maousia. Selama ini, penghotmatan
terhadap eksistensi hak asasi manusia, termasuk di
dalamnya adalah penghormaan terhadap hak terangka
masih kutang mendapatkan perhatian dari sistem
hukum pidana Indonesia, terutama pada waktu
berlakunya HetTiene Inlardsch Rghnenl ({.I.R) hingga
tahun 1981. Masyatakat hukum Indonesia telah
memperjuangkan suatu hukum acaa pidana nasional
yang lebih manusiarri dan lebih memperhatikan hak-
hak tetsangka. Pada sisi lain banyak insiden pedakuan
tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia,
terutama orang miskin lang tidak mampu mengakses
iasa hukum dan pembelaan seorang advokat. Ddam
kondisi ini bantuan hukum dipetlukan untuk membela
fakit miskin.
kmbaga bantuan hukum sebagai salah satu sub
sistem dari sistem peradilan pidana (crinirulj*ice y$er)
dapat memegang peranan yang penting dalam membela
dao melindungi hak-hak tersangka. Untuk itu,
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diperlukan suatu proses hukum yang adil (&te proas of
law) melaJut suatu hukum acara pidata nasional yang
lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak
tersangka.
Perjuangan masyarakat hukum Indonesia untuk
menFrsrrn suatu hukum zcata pidane nasional dapat
dikatakan dimulai sejak tahun 1968 ketika
diselenggatakan Seminar Hukum Nasional II.
Sebenamya dalam seminar Hukum Nasional I ahun
1963 keinginan untuk mengganti H.I.R dengan hukum
^caaapi4^n 
n^sional sudah pemah dikemukakan. Pa&
tahun 1963 suasana nasionalisme yang tinggi telah
mendotong keinginan masyarakat hukum Indonesia
untuk mengganti semua hukum kolomal dengan hukum
nasional.l0 Dan, pada tahun 1961 telah didirikan
Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHI\Q.
Masyarakat hukum Indonesia bertekad
menggantikan hukum kolomzl, yar.g ditasakan
menindas hak warp negam Indonesia demi kepentingan
pemedntah kolorial Hindia-Belanda- Akan tetapi, upaya
mengganti H.I.R. yang diundaogkan tahun 1848 lzng
kemudian diganti dengan tels baru tahtn 1,926 dan 194'l
tidak tercapai selama pemerintahao orde lama selama
H.I.R bedaku, banyak terjadi kesewenangan, iuga
perlakuan tidak manusiawi dan tidak adil 1,ang dialami
para tersangka. Penangkapan dan penahanan tidak
memperhatikan hak-hak tetsangka. Masyarakat hukum
Indonesia tidak dapat berbuat banyak menghadapi
10 Mardjooo Rcksodiputro, Hz* Avsi Mat*tia dahu Si*n Pcradilzt
Pidzna lQaprbt Kzraagat B&s lGtigal.k^tt* Pusat Pelapoao Kcadilan
den Pengebdian Hulorn, 1997, hal 18.
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suasana tidak adil tersebut, hanya beberapa advokat
(penasihat hukum) yang berusaha meringankan pen-
deriaan para tersangka atau berupaya agat tersangka
diadili melalui upaya-upaya hukum di pengadilan.
Pada waktu H.I.R diundangkan tahun 1941 (S.
194144), hal ini dianggap sebagai suatu pembaruan
penting untuk taa cara penyidikan kasus kdminal bagi
golongan Bumi Putera Q.{on-Etopa) di Indonesia.
Untuk golongan Eropa taa cara penyidikan diatut
ddam peaturan lain, yang jaminan-iaminannya bagi
tersangka (dan tetdakwa) 
f auh lebih baik. H.I.R. ini
merupakan pembaruan dari petaturan sebelumnya,
yaitu I.R (nlandcsh reglement) yang berlaku seiak ahun
1846 (<emudian dipetbarui dengan S. 1926-559). Nasao
pemetinah kolonial Belanda mengubah LR tahun 1926
menjadi H.I.R p adz tahrur:, 7941., adalah menurut komisi
1928yang menangani pembaruan itu, "...keluhan yang
bertahun-tahun mengenai keadaan yang betlaku,
dituiukan pada satu pihak terhadap organisasi yang
bemrgas melakukan penuntutan pidana, yang tidak
dapat memberikan jaminan adanya pendidikan yang
objektifdan atrli, dan pada pihak lain ditujukan kepada
Penggunaan yang tidak betat at2J't tedalu fauh dari
kewenangan perundang-undangan... termasuk upaya
penangkapan, penggeledahan rumah dan peoahaan
sementara-" Penggunaan kewenangan secara salah yang
bagaimana yang diniaksud oleh Komisi yang berrugas
mempetbaiki kembali I.R. yang baru dua tahuo
disempumakan itu ?
Rupanya terhadap H.I.R. tahun 1846 (sebelum
diubah dalam ahun 1926) tetdapat kritik-krfuik pedas
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dari kalangan s^ti^n^ hukum Belanda. Hal ini
menghasilLan suatu peratuan baru delngan S. 1919-689,
yang mengatur kembali hal-hal yang berhubungan
dengan penangkapan dan penahanan sementara,
pemeriksaan rumah dan dokumerl prosedur sumig dan
pembebasan dengan iaminan. Tetapi, peraturan yang
lebih maju ini (unok zaman itu) yang bermaksud lebih
melindungi hak-hak tetsangka orang Bumiputera
terbadap kesewenang-wenangan aparat penegak hulnrm,
temyata tidak dibedalnrkan secara peouh dan kemudian
ditunda dengan 5.1920-325. sejak tahun 1906, segala
rancangzn yang bern:iuan memperbaiki I.R. 1.846 agar
dapat setara dengan hukum acara pidana yang bedaku
untuk golongan Etopa selalu meogalami kegagalan.
Karena itulah rupanya pembaruan melalui I.R 1926
belum dianggap cukup hingga pedu dibentuk kembali
komisi tahun 1928, yang menghasilkan H.I.R. dalam
tahun 1941.1r
Walaupun H.I.R. sudah dibentuk dengao
perbaikan-petbaikan dalam proses peradilan pidana,
tetapi belum sempat dipraktikkan katena tentara
Jepang masuk dan selama itu H.I.R. masih diterapkan
dengan semangat sebagaimana I.R. dulu karena tidak
ada kesempatan bzgi pxa penegak hukum untuk
mendalarni H.I.R selama masa penjaiahan Jepang
(1942-1945). Selain itu meteka iuga dipengaruhi
kekeiun^\ I<errPeitai (polisi militerJep an$ yangt'a: cis tis,
sehingga pada masa revolusi sampai dengan I(UHAP
tahun 1981 H.I.R. diterapkan dengan semangat I.R.
38
11 lbid.,t:al.21-22.
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stk^p Kenpeitai ihr pun tercermin dalam sikap polisi
Indonesia-
Sebenarnya 1'ang harus dikritik para ahli hukum
bukanlah H.I.R itu sendiri, tetapi kenapa para ahli
hukum, termasuk para foltditg fathers, u,dak
memberlakukan R.Y. (Regknert op de Strarordering S.
184740) saja yang bedaku bagi golongan Etopa. Kalau
itu diberlakukan maka tidak akan sampai teriadi begiru
banyak pelanggatan terhadap hak asasi manusia.
Karena di dalam R.V (R4lenelt op de Strajlrdeing
5.1847-40) di jumpai jaminan dibela oleh advokat yanp;
dapat mencegah pelanggaran hak asasi manusia
tethadap si tersangka aau terdakwa. Sewaktu KUFIAP
mulai dibetlakukan, masih terdapat semangat H.I.R.
yang dijiwai I.R. dan Kerpeitai (legal Eiit), sehingga
terjrdilah pelanggaran tethadap hak asasi manusia.
Dalam Seminat Hukum Nasional II yang
diselenggatakan oleh LPHN di Univetsitas Dipo-
regoro 27-30 Desember 1968 yang bertemakan
'?elaksanaan Nqara Hukum Berdasatkan Demokrasi
Paocasila" antara laifl membahas hukum acara pidana
dan hak asasi manusia dicapai suatu kesimpulan
bahwa keadaan menjadi parah katena pelanggaran hak
asasi manusia pada masa Orde Lama dan dipedukan,
upaya untuk mengubah hukum acara pidana kolonial
(I{.LR.). Nantinya temyata pembentukan hukum acara
pidana nasional (Kiab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana/KUHAP) tidak banyak menolong upaya
mengurangi pelanggatan hak asasi manusia tethadap
tersangka dan tetdakq/a.
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Diundangkannya hukum acaru pidana nasional
(KUHAP) pada tahun 1981 temyata tidak membawa
perubahan atas pedakuan tidak manusiawi dan tidak
adil terhadap pata tetsangka dan tetdakwa- Tetnyzta
KUHAP yang dinyatakan sebagai karya besar bangsa
Indonesia dalam bidang hukum, memiliki beberapa
helemahan fundamental, sepeti tidak adanya sanksi
tetha&p penyidik yang memeriksa tersangka deogan
mengabaikan haknya untuk didampingi advokat
(penasihat hukum) dan tidak adanya kekuasaan
pengadilan untuk menolak benta zcxz pemeriksaan
tersangka yang tldak sesuai dengan prosedur due pro-
cess of lau
Secara umum fungsi undang-undang acara
pidaoa adalah untuk membaasi kekr:asaan negara dalam
bemindak terhadap w^rg m syar^kat yang terlibat
dalem p1956s peradilan pidana. I(etentuan-ketentuan
dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka
dan terdal:rva terhadap tindakan aparat penegak hukum
dan pengadilan yaog melanggar hukum tersebut.
Sebaliknya hukum yang sama juga membetikan
kewenangan tertentu kepada aparat penegak hukum
untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat
melanggar hak asasi w tg l:y^. Hukum ac t pidana
meogatur kewenangan polisi iaksa, hakim, dan advokat
(penasihat hukum).
Komisi III dari Seminat Hukum Nasional II
membedkan petunjuk apa 1,ang telah disepakati untuk
pembentukan hukum acara pidana nasional yang akao
dataog. Kesepakaan ini disuatakan wakil-wakil dari
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berbagai pihak dalam proses peradilan pidana dan
pembentukan hukum acara pidana yang lebih
manusiawi. Mereka adalah, antara lain,J.F. Katidjan
Q(etua Komisi dari partai politik), Prof. Oemar Seno
Adji (Ir,Ienteri Kehakiman), Rusminah (Sekretaris
Komisi, Direktur Perundang-undangan Departemen
Kehakiman), Suriadi (Hakim Mahkamah Ag""g),
Kadurasman faksa Agung), Nanny Razak (pembawa
makalah utama: Advokat), Soemarno P. Wirjanto
(I\tfantan hakim; dan tetakhir berprofesi sebagai
advokat) A. Zainal Abidin (dosen Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara (JSfI). Kesimpulan umum
yang diperoleh adalah penegasan bebetapa prinsip dan
hak penting yang ditegakkan dalam proses peadilan
pidana Indonesi4 yaitu:
1. Asas legalitas;
2. Asas pnduga tak benalah;
3. Hak-hak dalam penangkapan dan pendakwaan;
4. Hak-hak dalam penahanan sementara;
5. Hak minimal tersangka/tetdakwa dalam memper-
siapkan pembelaan;
6. Hak-hak dalam pemeriksaan pendahuluan dan
pemeriksaan di sidang
7. Perlunya pingadilan yang bebas dan cara
menyelenggarakan petadilan di muka umum; dan
8. Banding dar kasasi terhadap putusan pengadilan.
Prinsip dan hak-hak ilmiah yang merupakan
pesan awal Otde Baru untuk dilaksanakan oleh
pemerintah melalui praktik peradilan pidana yang lebih
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manusiawi baik pada masa H.I.R (1968-1981), apalag
setelah berlakunya KUHAP (sejak 1982).1'z
Sebagai salah satu sub sistem.lari sistem peradilen
pidna, (crininal l*ice ysterrl) b^rrt:u n hukum dapat
memberikan kontribusi dalam mencapai "proses
hukum yang adil" atau "drc process oJ law".I-awaa darr
"fue pncu: oJ laa" adalah'arbitrary procxs" atau "proses
hukum yang sewenang-wenang". Tobias dan Petersen
dalam bukunya A urrq of A Constitutional Nghts
menyatakan bahuta. dw procer of law 
-itt (yang berasal
dari Inggris, dokumen Magna Charta 1 21 5) merupakan
"constitntioral guarantee.... Tbat no penon will h depiaed of
ffq fbay orpnpnyfor reasons tbat an afuitalpntecx the citiryn
againrt arbitary adions of tbe gotenmmll Oleh katena iru,
menwut mereka, unsur-unsur minimal &tt *dae pncer"
itu adalah: *beaing ntnsel drferuq etidence, and a Jair and
inpartial cotrt" (mendengat tersangka dan terdakwa,
penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dari
pengadilan yang adil dan tidak memihak).13
Due procer of law 'tr;,i harus diartikan sebagai
pedindungan atas kemerdekaan seorang warga negara
yang dihadiahkan tersangka dan terdakwa, di mana
status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau
diahan, tetapi hak-haLnya sebagai warga negara tidak
hilang. lValaupuo kemetdekaannya dibatasi oleh hukum
dan mengalami degradasi morat bukan berarti hak-
haknya sebagai tersangka atau terdakwa menjadi hilang.
Hak unok dideogat, didampingi advokat (penasihat
hukum), hak mengaiukan pembelaan, hak untuk
t2 lbid-,h .26-27.
n lbid,lr l.27-28.
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mengumpulkan bukti dan menemui saksi, diadili oleh
pengadilan yar,g zdtl, iuiur, dan tidak memihak, dan
dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan adalah hak-
hak yang harus dihormati dan dijamin.
Jaminan atas hak-hak seorang tersangka atau
terdakwa dapat dilihat dalam dokumen Magna Charta
(1215) di Inggris dar"Duhratior dcs dmits dt I'ltonme * dt
citqefl" ('1789) dtPtancis, sedangkan di Amerika Serikat
"Bill of Nght' (1971) dzn amandemen keempat,
kelim4 dan keenam konstitusi Amedka Serikat Semua
dokumen tersebut memperhatikan dan melindungi hak
tersangka dan hak terdakwa dalam ptoses peradilan,
tenrtama hak hidup Qigb n ln, rnillk @gbt to prypa!), dan
kemerdekaan Qigh n libeOD. Hak-hak warga negara
tersebut paling terancam ketika ia menjadi tersangka
atau terdakwa dalam ptoses petadilan pidana dan ada
kemunglinan penyalahgun aznwantanang (ahs de Ptilnil.
Oleh katena iq "fue pnces of hw" atau "ptoses hukum
yang adil" hatus mendapatkan pethatian dan dipahami
polisi, jaksa, hakim, dan advokat (penasihat hukum)
dari sistem petadilan pidana (critzirul jutiu y$en)
sebagai perlindugan terhadap hak kemerdekaan setiap
warga negata dalam negara hukum,
Menurut Montesquieu (1689-1755) dalam buku
XII mengenai 'De llpifi dc lois" (dilanp dari A.A.G.
Peters): 'Apabila w^tga flegzt^ tidak mempunyai
perlindungan untuk-membela did dalam kesalahannya
maka dia tidak mempunyai pedindungan pula dalam
memperahankan kemetdekaannya-"r a
r' Merdiono Reksodiputro, Hak Asati Mauia daha Si*a Paadilaa
Pidaa Bvlrlo Kenga' hal. 29-30.
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Periuangan menielang Revolusi Prancis (1789)
telah menghasilkan seiumlah tuntut4n untuk mengubah
hukum acara pidana pada waktu itu, yaitu:
1. Keterbukaan proses;
2. Bantuan advokat atau penasihat hukum;
3. Penghapusan memrLsa te$angka bersumpah;
4. Persamaan posisi dari para pihak (penuntut/
pendakwa dan tetsangka/ terdakwa);
5. Pembatasan kekuasaan hakim komisaris;
6. Motivasi yaog jelas dalam putusan hakim;
7. Penghapusan untuk selama-lamanya pemeriksaan
dengan penyiksaan;
8. Penghapusan petadilan pidana dengan bentuk
khusus;
9. Pengaiuan ke muka pengadilan 24 iam setelah
penangkapan dan dalam hal delik yang tidak serius
pembebasan tetsangka dengan jaminan;
10. Kemungkinan untuk pata saksi dalam hal
dikoofrontasi (dengan tersangkaf tetdakwa)
menarik kembali keterangan yang diberikan
sebelumnya t^npa lflc^tna'n pidana karena
memberikao keterangan palsu-rs
Negara hukum (Rechtsstaat)batutetcapai kalau
ada pengakuan terhadap demokrisi dan hak asasi
manusia. Oleh karena itq YLBHI (Yayasan kmbaga
Bantuan Hukum Indonesia) seiak didirikan di LBH
Jakarta tahun 1 97 1 , hingga sekarang telah mempunyai
1 3 kantor I-BH di seluruh Nusantaa: Jakarta, Bandung
Semarang Yogyakart4 Surabay4 Bali, Ujuog Pandaog
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Manadq Medan, Jayapura, Padang Palembang dan
Lampung-terus mempetjuangkan dan telah
mempunyai andil besar terhadap pendidikan rakyat
untuk mengenal hak-haknya, terutama hak asasi
manusie. Dalam program empat tahunnya (fotr yarc
pngrann) 799+1998 YLBHI mempunyai dua tu-iuan,
yzirtu darurairfotut in:oa$ danbpdan Inmzsingfi detto-crartc
ystem of goaernment emerges.
Kemudian, program empat tahun 1998-2001
berkembang meniadi tiga tuiuan, yaitu:
1. a denorratic lqal gsten da.v/@;
2. peEh orgatitation atd tbeir netanrk deuelE; dan
3. peoplel hunan ighx awarttus daebp.
Progtam empat tahun 1998-2001 diletakkan
bahwa sasaran-sasatat (goah) yang sama deryan Acion
P rogran. Tujuan Acti o n P rogra m adzlah'hegaa hukum"
dan "negara yang demokratis". Dua unsur tersebut
saling melengkapi. Negara hukum tanpa dilengkapi
dengan prinsip-prinsip demokrasi justru akan
membawa pada upaya ins$umenisasi hukum oleh
negata untuk meteptesi rakyamya-
Ada empat elemen pokok yang dapat menuniuk-
kan tercapainya tufuan ini, Pettatta, adanya sistem-
sistem ketaanegmazn y^ng efektif dan demokratis.
Sistem ketatanegaraan semacam ini tercermin dari
menguamla betbagai mekanisme poiltik demokratis,
yang pada gilirannya dapat meniamin adanya kontrol
politik dan sos.ial yang efektif dari rakyat terhadap
negafa.
Sudi. EtahatiJ Pelaksanaan POSBAKLIM 45
Konsepi Banttran Htktm di Indoneia
I{ouepsi Bafiiu Huk n d; Indofluia
Kedru, negara hukum yang demokratis hanya
mungkin dapat dicapa.i apabtTa rzkyat memiliki
kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Dengan
demikian penguatan institusi-institusi masyarekat sipil
harus berkembang dan rakyat memiliki untuk
mengorganisasi dirinya secara independen.
IQtiga, betkemb^tg y^ neg r hukum yang
demokratis iuga dilandasi oleh semaLin menguat dan
mandirinya lembaga peradilan serta semakin
berkembangnya hukum sebagai alat kontrol ralryat
tethadap praktik pemerintahan.
Keempat, indikator pentiog dalam sistem
demokratis adalah dapat diterimanya norma petgaulan
yarg menuniuk pada peng-hormaan hak asasi manusia"
baik oleh negiua maupun ralryat Dengan demikian,
uoiversalitas hak asasi manusia tidak saja meniadi bagian
dari aktivitas pelayanan negara dan inteqptetasi oleh
negata, tetapi meniadi bagian dari kesadaran rakyat
l7alaupun YLBHI mempunyai aodil besar dalam
pengenalan dan pembelaan hak aiasi manusia dan
pembelaan hak ralryat, dengan segala ketetbatasannya
YLBHI tidak mampu menahan len:ntuhan wibawa
hukum dan wibarva pengadilan selama berkiptah lebih
dari 25 tahun sejak berdirinya tahun 1971. Mengapa
demikian? Ini disebabkan sistem hukum yang macet
kareru tidak ditunjang oleh kebebasan dan kemandirian
pengadilan dan faktor-faktor lain yang akan diutaikan
dalam bab-bab berikut ini. Campur tangan pemerinah
terhadap lembaga peradilan t.lah menjadikan
pengadilan sebagai kepaniangan tangan dan pemetintah.
Yang menyedihkan adalah, upaya untuk membebaskan
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lembaga peradilan tidak didukung dan datang dan para
hakim sendiri tetapi justru dari para advokat (penasihat
hukum), baik itu secara sporadis dan individual maupun
seiak zaman PERADIN sampai IKADIN Padahal,
tanpa upaya dan inisiatif lembaga peradilan itu sendiri,
mustahil keadaan dapat membaik dan kebebasan serta
impatsialitas lembaga peradilan dapat dikembalikan
sebagaimana cita-cita negara hukam Qecbtsstaal.
D. Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Indonesia sebagai negata hukum hatus dapat
meniarnn adanyafair trial drrfair adnixistratior ofj astia.
Ini merupakan suatu kenyataan yang tidak mungkin
disangkal.t6
Prinsip negara hukum 1,ang m.-rrr4* t.-rr"
orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan
hukurr! mernhawa konsekwensi bahwa sernua oranguntuk
menunjuk penasihat hukum untuk dibela kepentingan-
nya, tanpa memperhatikan satus sosia.lq,a.
Bantuan hukum terkadang diasosiasikan oleh
masyarakat sebagai bentuk belas kasihan bagi fakir
miskin. Seharusnya, bantuao hukum iangan hanya dilihat
dalam arti yang sempit tetapi iuga dalam arti yang luas.
Selain membantu oraog miskin bantuan hukum juga
merupakan gemkan moml 1,ang memperjuangkan hak
asai manusia.rT Padahal, hak untuk dibela oleh a&okat
atau penasehat htkfur. (accus to legal cousell daltm dan
dipedakukan sama di hadapan hukum (eryatiy befon tlte
law) daltm otgkamemperoleh keadilan ljutic) zdalah
t6lbi4hal43.
17 Abdurnohmaq Q. Cit,haL 141
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suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir
mishin ata,a jastice for all. Dalarn masyarakat Indonesia
ada anggapan bahwa fakir miskin adalah unggung jawab
dari orang yang lebih mampu.
Menurut Oemar Seno Adjit8 bantuan hukum
adalah suatu upa,% pembebasan masyarakat miskin yang
tertindas. Bantuan hukum harus diatahkan secata sadar
untuk mengubah dasar pandangan masyarakat yang
telah lama terbenam dalam alam feodalisme dan
patemalisme yang menindas Sebagai suatu getakan
untuk menyadatkan golongan masyarakat miskin yang
tenindas hak-haknya, maka bantu:n hukum merupakan
aksi kultural untuk memerdekakan masyatakat yang
selama ini termatginalkan. Dengan demikian menutut
Oemat Seno Adji, Bantuan hukum merupakan proses
pembebasan .lri belenggu struktur kekuasaan politi\
ekonomi dan sosial yang menindas
Sementaraitu menututAdnan BuyungNasution )e
pequangan.dalam memberike'r banluan hukun selalu
dituntut adanya tekayasa untuk memihak kepada ra$,at
miskin yang lemah dan buta hukum. I(emiskinan itu
harus dilihat sebagai masaiah struktural, arany* ada
ketidak-adilan struktural yang dipertahankan olel-r
stuktur kekuasaan. Perjuangan bantuan hukum harus
berupaya merombak pola hubungan yang tidak adil
tersebut dengan memberikan bantuan hukum secara
cuma-cuma pada masyarakat miskio dan buta hukum
rt Ocmer Seao Adii, I-ar. Cri
t' Adnan Buyung Nasution, "Hukum dan Keodala Pcmetataan
Keadilen", ddam Artijo Alkostat ed.elal., Pcnbattgtttatr Htkt n dahrn
PrupcknJPuitf H*aw Naioaal J*arul. Rzjawali, bd. 190.
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(legal smiee statiu).
Pada pdnsipnya periuangan bantuan hukum tidak
bisa dilepaskan dari keinginan menciptakan negara
hukum 1'ang demokratis sebagai realisasi dari salah satu
cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kemiskinan struk-
tural vang melilit sebagian besar masyarakar dewasa
ini terkait dengan ketidakmampuan mengetahui,
memahami, dan menggunakan hak-haknya sebagai
subvek hukum. Apalagi untuk berpetan serta sec2ra
aktif dalam proses pembaharuan hukum. Katenanya,
menjadi porsi tugas pefuang bantuan hukum uotuk
membangkitkan dan meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat, yang pada gilitannya untuk dapat
memperjuangkan hak-haknva yang d:akoi secan dej zn
oleh hukum.
Tegaknya hukum dan pemerataafl keadilan
merupakan tugas betat yang menuntut pengotbanan
serta harus diperjuangkan secala terus menerus. Di
negata-r-egara yang maju pemerataan keadilan
barangkali bukan merupakan mas alah,karena nta-tara
tingkat pendidikan meteka relatif tinggi. Paling tidak
secata elementet mereka sudah tahu akan hak-haknya,
sehingga apabila ada sikap atau perbuatan yang
merugikan kepentjngan mereka, maka secara sadat
mereka betani memperiuangkan hak-haknya tersebut
tanpa dkuh.
Namun berbeda keadaannya dengan masyarakat
di negara berkembang termasuk Indonesia, lzng
sebagian besat tidak sadar bahwa mereka mempunvai
hak-hak dan kepentingan 1'ang dijamin oleh hukum.
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Mereka tidak tahu ada lorongJorong hukum yang
memberikan ialan untuk mendapatkan dan memper-
juangkal hak-haknya. Selain itu juga ada juga masya-
takat yang sudah tahu dan mengerti akan adanla hak-
hak membela diri, tetapi mereka enggan atau tidak
mempunyai keberanian fotmil untuk memperiuangkan-
nya. Betarti dalam hal ini ada kendala sikap mental yang
dianut masyarzkat. Sebagai contoh, sikap yang
menganggap tidak sopan untuk betbicara mengenai
hak-hak karena takut timbul kesan mementingkan
dirinya sendiri. Di126!2[ lagi kuamya Feodalisme dan
kukuhnya cengktaman kekuasaan vang otoriter,
sehingga banyak orang yang takut berurusan dengan
hukum.
Lokakaryz Lembaga Bantuan Hukum Q.BH)
tahun 1982 telah merumuskan bahwa: bantuan hukum
struktural lahir at2s dasar pemahanran, hal keterbaasan
upaya hukum dalam usaha memberantas ketidakadilan
sosial, sertia atas dasat penyzdarzt yang semakin
mendalam tentar€ tujuan betrnasyatakat dan bemegxa
yang sebenarny4 ialah untuk memerdekakan seluruh
bangsa dalam arri seluas-luasnya seperti diamanatkan
dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini betarti bahwa
penegakan hukum melalui perjuangan bantuan hukum
harus selalu berorienasi meniuniung tinggi norma dan
nilai hukum serta keadilan. Dengan menghimbau,
mengajah menyetukan atau mendesak (dengan kata
dan perbuatan) kepada pihak liin untuk turut
menghormati norma dan nil,ai hikim yang hakiki. Pada
waktu yang bersamaan upaYa tefsebut menultut Peran
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kreatifpara pejuang hukum untuk tetlibat dalam upaya
peryadaran hak buruh, peani dan semua v/arga negara
lainnya akan hak-hak mereka menurut hukum yang
berlaku dan adil.a
Penegakan hukum dan pemerataan keadilan
melalui bantuan hukum yang betdimensi struktural
tersebut harus ditopang oleh keberanian dan intregitas
sikap juang yang konsisten.
Periuangan penegakan hukum yang betsifat
struktural yang-dituju bukan sekedar membela omng
perorangan dalam individual sa)a, namun tuiuan
akhimya untuk memetdekakan takyat Indonesia dari
segala bentuk kemiskinan, kesewenangan dan
keterbelakangan, supaya bisa betkembang dan maju
menjadi manusia Indonesia 1'ang terhormat, yang
mempunyai hatga diri, adil dan makmur atau
betkeadilan sosial.
Dalam membela perkara ketidak-adilan yang
diajukan oleh rakyat yang miskin dan buta hukum
tidaklah boleh hanya betgantung pada upaya hukum
formal (forneel hgalirtic), tetapi juga hatus pandai
mencati dan mengunakan jalen ataw apalz Wnnya yang
sah. Dalam rangka membela dan menangaoi persoalan
petburuhan atau masalah yang dihadapi petani-petani
di desa, iuga harus men)'adarkan mereka akan hak-
haknya yang sah (konsientisasi) serta mendotong
mereka agat mau dan berani beriuang dan betusaha
untuk membela hak-hak mereka menurut hukum dan
il lbid,h^L 192-193.
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keadilan, atau pun memperjuangkan nasibnya yang
lebih baik.'zl
Upaya memperiuangkan masyaralat miskin untuk
mengakses pembelaan hukum, pada dasarnya
merupakan salah satu bentuk dalam mewujudkan
pemerataan pencapaian keadilan hukum.
Terwuiudnya penegakan hukum secata meata
merupakafl tujuan atau aspitasi kemerdekaan bangsa
Indonesia yang menginginkan terbentuknya
pemerintahan negara demokratis atau berkedaulatan
rakyat, yal.,g menegakkan hukum serta hak asasi
manusia atau melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia., dtn yzng mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Semua aspirasi itu
tersurat dan tersfuat dalam mukadimah (pembukaan)
UUD 45. Ini berarti penegakan hukum memiliki
dimensi struktural yang bedmplikasi pada pementaan
keadilan.
Dalam kajian masalzh pembangunan, para
ilmuwan menemukan adanya masalah dasar yang
disebut Lemiskinan struktural. Struktut masyarakat
adalah susunan mzsyarakat, pola hubungan antara
unsur-unsut masyatakat. lVlenurut Selo Sumatdjan
sebagaimana dikutip oleh Adnan Buyung Nasution3
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"... kemiskinan yang dimaksud disini, bukanlah
kemiskinao yang dialarni oleh seseoraog individu oleh
karena dia terus-menenrs sakir Kemiskinan yaog
2t lbiL,h 193.
,2 lbid,hzJ- 195.
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demikian ini adalah bersifat individual, bukan
smrkural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan
yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena
struktur sosial masyatakat itu tidak dapat ikut
menggunakan sumber-sumber pendapatan lzng
sebenarnya- tersedia bagi mereka. Golongan
demikian itu misalnya terdiri dari para petani yang
tidak memiliki tanah sendiri, at^) p t^ petani yang
tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak
cukup untuk memberi makan dirinya sendiri dan
keluarganya".
Agama Islam sebagi aganz.yarrg dipeluk oleh
mayoritaspenduduk Indonesia sangat berpengaruh
dalam memberi petlakuan tethadap fakir miskin.
Dalam doktrin 
^g m^-^gzrn^ yang adz mengalarkankeuamaan pedakuan santun bagi fakir miskin. Bagi
orang yang lebih mampu seharusnya dapat memberikan
sedekoh (caifl) yangmerupakar aniuran dan dapat pula
be-r:upa zakat (obligatioz) yang merupakan kewaiiban bagi
otang yang lebih mampu.a
Sikap melayani dan melindungi kepada maslarakat
miskin senafas dengan ketentuan dalam UUD 1945.
Hal itu katena konstitusi Negara Indonesia tersebut
memang lahir dari nilai-nilai yang agamis yang sudah
.terlembaga dalam kehidupan masvarakat Indonesia.
Pada pasal 34 UUD 1945 diatut mengenai fakir miskin
dan anak tedantar yang menjadi tangung-jav'ab negara-
a Frans Hendra Winarta, Baaban Hr*r.ot di Indonuid: Hak u*k Didanpiagi
Pnatihat H*tn bagi Scmu Vatga Ncgara,Jakarta: Gtamedi4 201 1, hal- 53.
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Terkait dengan persoalan bantuan hukum, dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa bantuan tethadap
fakir miskin menjadi kewajiban negara pula. Dengan
demikian pemberian bantuan hukum yang berkaitan
dengan petsamaan di hadapan hukum (eqaaliry bgfon the
hw) dalarn peraturao nasional diiamin dalam UUD
1.945.
Petsoalan bantuan hukum juga banyak diatur
dalam betbagai instrumen peraturan intemasional
seperti diatut dzlam Uniuersal Dularation of Hunan
Blgltr. Sementara instrument intetnasional lain
mengenai pembedan bantuan hukum dapat ditemukan
juga dalam dokumen lVorld Conferexn on The Indepen-
dtnce oJ Jwiee. Selait itu, bantuan hukum diatur dalam
Eigbtb U nined Nations Cotg:ss or tlte Pnaentior oJ Cine
ard tbe Treatmefi of Oferfurs padabagian B. Otbrlutut-
neat AdEted fo tbe Angess teptmya.pzdzbtgian 3. Baric
Pircipks of L,aryerr tentar.g Accesr to l-.at1ters artd l-.egal
gnsicet.za
Berkaitan dengan hak didampingi advokat atau
penasihat hukum telah diatur dalam Uttitul Natiott Con-
gress on The Pretention of Cine and The Tnatnent of Of-
z Keteotuuo mengenti Acces a La*1crt aad l-,egal Setuicct dtpat dlthzt
pda poin 3 dar 4: (3) "Gotcnru $ztl c$,tn tb, ?rorir;on o/r,tftizntfrnditg
ard otbcr Rttotms Jor legal aoict rcarary a o$er diuluattagcd Pcnon. Pftfcr-
ioral atociztior.t oJ larycr $atl coopcrarc it tbe otgatiXarioa aad pnfuioa of
nnicet facilties aad otbcr ruomel', (4) "Gor.rnt tr$ and ?rof.lliondl anotiario,
oJ lzryer all pnorox ?mgtdrrrxrcr t inJorD, thc pfilic akt tbcit igbtt aad dati*
u&r tbc hp ard tbe irrrfund$ toL o/ laryer h pnxaiag lbcirJwdano allne
&at Special a.t a mabb tbcn to a$en riSltt atd uberc accclut7 call t?on tbc
arttarce oJ laryar." Ibid., hzL 54-
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fenderc
7 . "All pmons an ntitbd to call Eon tbe ast*tance oJ a laryr
of their choia n pnatt and atabl*h their ights atd n defnd
tbaz in all stagu of crininal pnceedingl';
2. "Gowmnett shall mrun tbat {uimtpraedtns ad nsporciue
necbanisnfr ffeaiw and equl acas to latger an pmidcd
for al?enoflt t titbiil trirminry and uljea tu lheirj,iitdictiorr,
withofi distinciior ofatg kind, wch at discrimination based ox
race, nbn, ethnb, ab.tr origil, sx, bngtage, nligiott, pottil
orotber opinia national or wial originpnpe@, birth, ecottomit
or other $afi,c."2s
Dalam peraturan petundang-undangan di
Indonesia, hak didampiogi advokat atau penasihat
hukum tem:ang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun
1981 tentang KUHA| khususnya Pasal 54 yang
menyatakan:
*Gma kpetxittgatt penbelaan, teruttgka atatr terdaksa
balak nmd4a banfinn lmksm dai seorang dtar lthih
praibat fukm nlana dahn waka dar pada sai4 nngkzt
PzerikJad6 rrerrlirn tutu cdd)arrgditu ttukan dalan ntdang-
ndatgini."
a Keteotuan mengeoai hak di&mpingi advokrt etau penasihat hukum
klrususnla ter&pat pada bagian B ter.tang: Otb.r Inrtfirrrerrt! AdEt d b tb.
cotgnr tepatryayedtbagzn 3. Batit Pircipb or Tbe Rolc ofl-a*1rrrtc*arg,
Acar to l-a*1cr aad bgal Scnicct. Unitcd Nations, Eigbtb Utited Natiotrt
Argnr ot Thc Pnwrtion o/ Ciac and Tnatae of Ofadea, OP. Ch, h .
7n.
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Indonesia sebagaimana negara berkembang
lainnya mempunyai masalah dalam penegakan hukum
pidana (lzw enforanenf, dan sistem hukum c.q. sistem
peradilan pidanz (crininaljustin gsten) Indonesia tidak
berfungsi dalam ati kaa yang seluasnya- Polisi, jaks4
pengadilan, dan petugas kemxyaraka,tzn belum bisa
bekeria sama secara terpadt Qntegrated mninallustice
gsten) unt* suatu tuiuan bersama, yaitu pencapaian
keadilan bagi masyatakat berdasatkan proses hukum
yang adil (fue process of la$. Ini karena masing-masing
subsistem (institusi) masih bekerja terkotak-kotak dan
belum terpadu.
Selain itra sub sistem polisi, iaksa, pengadilan,
dan petugas kemasyatakatan harus dipethatikan fungsi
.lari profesionalismenya agar dapat menunjang sistem
petadilan pidana (mtrirullastin ystea),sebagi bagjan
.le'i sistem peradilan. Juga, profesi advokat (penasihat
hukum) dan masyarakat merupakan faktor penunjang
yang cukup vital dalam menunjang'keberhasilan
mencapai iistem peradilan pidana. Kepercayaan
masyarakat akan sistem peradilan pidana ini penting
supaya bisa mencapai tuiuan tersebut.
Peren serta masyatakat akan berpengaruh
terhadap ke-berhasilan sistem peradilan pidara (crin in al
jrcno ynm) dalam meraih tujuan. Misalnya, laporan
tentang suatu ke,ahatan atau tindak pidana yang banyak
dipetoleh masl'atrket yang secara sukarela melapor
kepada poLisi.
Bantuan h*im (legal aid) sebagi bagian dari
profesi advokat (pe-nasihat hukum) yang dikenal sebagi
pn bou publico, atatdalam istilah sistem hukum Belanda
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sebagai pro deo, merupakan unsur penting dalam
metedakan ketegangan yang adz- dalam masyarakat.
Ketegangan yang merebak karena perbedaan kaya dan
miskin ini merupakan akibat dari paradigma
pembangunan yang tidak adil, khususnya dalam bidang
ekonomi.%'
Kerapkali mas.varakat miskin diperlakukan secara
ti&k adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan
pembelaan (accut to legal consell lang memadai dari
penasihat hukum. Insiden perlakuan tidak adil, tidak
manusiawi, penyiksaan, dan merendahkan maftabar
manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak
terekam secara akurat karena lemahnl.a kontrol pers
dan masyarakat. Kasus yang terjadi dengan Nenek
Minah (65) tak petnah menvangka petbuatannya
memetik 3 buah kakao,27 AAL yang dituduh mencuri
sandal,28 menunjukkan itoni keadilan terutama bagi
rakyat yang miskin.
ft Frans Hendra lVinatq O?. Cit,h^1,56,
' 
Nenek Minah (65) ak pemah menyargke pcrbuaannya memetik 3
buah kakao di perkcbunan milik PT Rumpun Sari Arrtarr (RSA) akan
menjadikanoya sebagai pesakitan di ruang peogadilan. Bahkan uotuk
perbuatannya itu dia diganjat 1 bulan 1 5 hari pcnian dengan masa percobaan
3 butan. Data dia&prasi d^n hfl?:/ /,t',r,",.drnkarzr.aorz diunduh pada hari
Sabq 2lJanuad 2012.
a Hal terscbut terkait dengan vonis hakim Pcngadilan Negeri Palra Sular*"esi
Tcogah yang menyaakltr AAL (1 5) bersalah mencui sandal rnilik Btiptu
Ahmad Rusdi yang dijanrhkan pada Rabu 4Jamrad 2012 malam. Kejadian
tcrsebut mcniadikan Indonesia memiliki simbol ketidak-adilan baru yang
disimbolkan dcogan ironi sandal iepit. Bcgin:lah bcrita-beria dad media
asiog Aksi pengumpulan sanda.l jcpiq batu atau lewzs mcojedi bcria yang
mcndunia- Aneka judul menghiasi media massa asing mulai media Singapura
hingga AS. Ada yang memberi judol "hdoaetizw Pmtei Vitb FIP-Fk?l',
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Sementara masyarakat yang mampu mengakses
ekonomi dan politiknya dapat mendapatkan jasa
hukum dan pembelaan dari advokat penasihat hukum
yang profesional. Untuk mengatasi problem tersebug
maka bantuan hukum merupakan konsep untuk
mewujudkan kesedetajatan di hadapan hukum. Di
samping itu bantuan hukum juga mewujudkan
pemberian iasa hukum dan pembelaan bagi semua or-
ang dalam kerangka keadilan untuk semua orang.
Profesi advokat adalah profesi yang berkaitan
erat dengan bantuan hukum sangat relevan dengan
serungat unok melakukan pembelaan hukurn, terutama
bagi otang miskin. Karena itu, profesi advokat dikenal
sebagai profesi yang mulia atats. oficim nobib karena
mewafibkan pembelaan kepada semua orang tanpa
membedakan latar belakang ras, wzrna kulig agama,
budaya, sosial-ekonomi, kaya/ miskin, keyakinan,
politilq gender, dan ideologi. Keharusan membela 6kir
miskin dalam profesi advokat seialan dengan prinsip
jtlstice for all membrat profesi hukum yang saru ini
populer di masyarakat Internasional, tetapi tidak
demikian halnya di Indonesia.
Kewajiban bagi profesi advokat untuk membela
orang miskin tidak lepas dari prinsip petsamaan di
hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat
untuk semua orang tanpa kecuali. Menurut Mardjono
Reksodiputro, ptofesi hukum hanya dapat ditujukan
"Itdooctios ba,c aat' gabol Jor injattice: wdall', "Idoneial Flip-Fbp Raoh-
tiot/', "hdottcsiant dr.t Jlb-Jlo?t at ?olia rratiol iz gnbol ofJrustratiott our
ucoca juticl', mllapura "hhw:iar fgbt il*ttitc t itb tadalJ'. Dtu dnrrl^Ui
dcrt bnp:/ / twu.dttik-acot cou dhndrh ptdz. hari Sabna 2l Jaouad 2012.
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kepada pata lulusan pendidikan tinggi (fakultas) hukum
yang menjalankan profesi dalam masyarakat' Mereka
adalah sarjana-sarjana hukum lang dianggap menialan-
kan keahliannya dengan standar tinggi, seperti advokat
atau lebih luas penasihat hukum ftonsultan hukum)
ataupun jaksa dan hakim. Tidak termasuk di dalamnya
sarfana hukum yang menfadi dosen ataupun polisi.'D
Pembelaan tethadap fakir miskin mutlak
diperlukan dalam suasana sistem hukum pidana yang
belum mencapai titik keterpaduan Qntregrakd criminal
lastice Esten). Seringkali tersangka yang miskin karena
tjdak tahu hak-haknva sebagai tersangka atau tetdakrva
disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat hakola
untuk didampingi advokat. Polisi belum bekerja
menelapk^fi dl e pn n s s n o tlc I v zttgmemperhatikan hak-
hak tersangka seiak dit:rngkap. Padahal, menurut asas
legalitas, seseorang di^t gg"P tidak bersalah sampai
nanti dibuktikan oleh putusan pengadilan yang telah
mempunyai ketetapan hukum oleh pengadilan yang
bebas dan impatsial, jujut dan terbuka.
' 
Madjono Reksodipuuo, Ha* Arati dalan Sitc,r, Pcrddildn Pidand,
Jakata: Pusat Pclayanao Kcadilan dan Pcngabdian Hukum Univctsitas In-
doncsia" 1997, hal 78.
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E. Pos Bannran Hukum (POSBAIruM)
1. Latar-belakang POSBAKUM
Dalam Pedoman Pembetian Bantuan Hukum di
Lingkungan Peradilan Agama ditekankan beberapa
prinsip dalam pemberlakukan POSBAKUM di
lingkungan Petadilan Agama, antaa lain:
Konsepsi Bantlan H ksn di Indonuia
PoliE $ebijakan) negara akan arah pemba-
ngunan semakin menegaskan pentingnya akses ke
pengadilan bagi masyarakat miskin dan termariinalkan.
Negaa iuga sernakin mengukuhkan pentingnya bantuan
hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap
pengadilan tersebut.
Menurut temuan penelitian tahun 2007,
masyatakat miskin mengha&pi harnbatan utama dalam
masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama
yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos
transportasi untuk dataog ke pengadilan. Temuan
tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung
dengan membetikan perhatian besar untuk
terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya
perkara dengan ptoses prodeo.
Prodeo dan Sidang Keliling sudah mulai
berialan di hampir seluruh Pengadilan Agama di
Indonesia. Namun demikian, bantuan hukum bagi
masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada
pemberian kedua fasilitas tersebut Masyarakat miskin
biasanya identik dengan tingkat pendidikan rendah yang
berimplikasi pada minimnya pengetahuan meteka
terhadap masalah hukum ketika harus membawa
perkaranya ke pengadilan.
Masyarakat yang tidak mampu dan awam
hukum dalam mengajukan perkztanya ke pengadilan
seting kali dihadapkan pada atuan dan bahasa hukum
yang kadang terkesan kaku dan ptosedural. Baik ddam
t^h^p^n litigasi maupun non litigasi semuanya harus
dilakukan sesuai dengan aturao hukum itu sen&i atau
jika tidak permohonan atau guga.tao yaog diajukan akan
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ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak
memenuhi aspek prosedual hukum.
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D (1)
menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak
atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adil sera perlzkuan yang sama di hadapan
hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan da12m
berbagi Un&ng-Undang dan peraturan yang betkaitan
dengan akes masyarakat terhadap hukum dan keadilan.
Pasal 56 UU Nomor 48/2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman dan dan pasal 608 UU Nomor
50 /2009 TentmgPerubahan Kedua Atas UU Nomor
7 / 1989 TenrangPetadilan Agama meryebutkan bahrva
setiap orang yang tersangkut perkata bethak
memperoleh bantuan hukum dan nqara menanggung
biaya petkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
Pasal 57 UU Nomor 48 /2009 dan Pasal 60 (c) UU
Nomor 50/2009 juga mengatur bahwa di setiap
Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum
GOSBAKUI\! untuk pencari keadilan yang tidak
mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam
ayat berikutnya disebutlan bahwa bantuan hukum
tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua
tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara
tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam konteks inilah pedoman pemberian
bantuan hukum khususnya dalam pembuatan sufat
gugatan/permohonan dan perkara jinayatr perkara
prodeo sertz sidang keliling diperlukan sebagai bentuk
pelaksanaan amanet Undang-Undang dan rujukan
dalam menlamin optimalisasi akses masyaakat miskin
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r Kepunrsao Tuada Uldir,g MA RI dan l(eputusan Scktetaris MA RI
tentang Prttnjrk Pehlcsataaa (*hk) SEMA l0/2010 berisi tentzng
Pedomao Pcmbctiaa Bantuan Hukum di Peradilaa Agama.
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dan termariinalkan terhadap Pengadilan Agema/
Mahkamah Syar'iyah.r
Dasar hukum Pedoman Penyelenggaraan dan
Penggunaan Anggarao Bantuan Hukum di Lingkungan
Petadilan Agam a adalah:
a. Uodang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Perubahan Keempat
Undang-Undang Dasar 1 945;
b. Undaog-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agun$
c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun'2009 tenang
Kekuasaan Ichakimaru
d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan lGdua UU Nomor 7 Tahun 1989 tenuog
Peradilan Agam 
^;e. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat
Islart;
f. HIR (Flezien Inlandsch Reglement) Staaablxl 1941
Nomor44 / RBG @eglementTotRegelingVan Het
Rechswezen in De Gewesten BuitenJava en Madura
Staatsbladl92T-227);
g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 7947 Tenong
psmdilan lJlangan diJawa dan Madura.
h Undang-Uodang Nomot 39 Tahun 1999 Tenrang
Hak Asasi Manusia.
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i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.
i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat.
k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentzng
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
l. Peratutan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun
2009 Tenang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan
Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada dibawahnya.
m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata, Caru
Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma,
n. Pedoman Teknis Administrasi dao Teknis Peradilan
Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah
Agung RI,2009.
Kepala Bito Perencanaan Mahkamah Agung
Dn. H. Hatiti YS.SH.MH. yakin Peradilan Agama al<an
mampu mencapai arget yang dibebankan negara untuk
membantu mzsyankzt pencati keadilan melalui Pos
Bantuan Hukum (POSBAKUN,!. Dalam tentangwaktu
10 bulan, mulai Maret hingga Desember 201 1, Peradilan
Agama dibed target 1 1.553 perkara dengan total biaya
Rp 4.182.500.000. Menuut Kepala Biro Perencanaan
Mahkamah Agung lembaga PeradilanAgama mampu
mencapai target itu. Sebagzimana diketahui, POSBA-
KUM di Petadilan Agama akan diopeasikan mulai
Maret 201 1. Untuk saat ini, belum seluruh Pengadilan
Agama atau Mahkamah Syarlyah memiliki POSBA-
KUM. MA baru menetapkan 46 don 3$ PA sebagai
prgiect pilot3l
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Agar POSBAKUM &pat betoperasi dengan
baik, Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung
menyatankan agar pihak PA bekerjasama dengan
organisasi advokat tertentu yang mewajibkan calon
advokat untr:k magang dan memberik m bantuan hukum
secara cuma-ouna- Selain organisasi advokag pihak lain
yang memungkinkan diajak kerja sama ialah Perguuan
Tinggi dan I.SM yang telah terdaftar di Kementerian
Hukum dan FIAM. Sesuai SEMA 10/2010 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, pemberi iasa
bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama harus
Sarlana Hukum atau Sariana Syariah.'
Dalam kaitan ini kerjasama antara Lembaga
Penyrrluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam
(LPKBHI) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang dengan Pengadilao Agama Semaraog untuk
menyelenggarakan POSBAI(UM, merupakan
komimren untuk mewuiudkan agar bantuan hukum di
lembaga Pqngadilan Agama dapat be{alan dengan
baik. Adapun beberapa pertimbangan yang diiakukan
oleh Pengadilan Agama Semarang urtuk menjalin
kerjasama dengan LPKBHI adalah:,
- LPKBHI dipandang sebagai otganisasi bantuan
hukum yang memiliki tenaga-tenaga advokat yang
berkompeten.
- LPI(BHI merupakan lembaga bantuan hukum yang
berbasis pada petguuan tinggi. Dengan demikian,
keriasama dalam pelalsanaan POSBAKUM &pat
tt ttztpzdenairct, Jnt'at, 16 Detcnbr20l I
e lbid.
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memiliki dimensi akademis, karena tidak dapat
terelakkan dilakukannya pengkajian-pengkajian
secara ilmiah dan evaluatif oleh LPKBHL
2. TuiuanPOSBAI(UM
Petunfuk Pelaksanaan Suklak) SEMA 10/2010
telah diterbitkan pada 21 Rbruati 201 1 . Juklak itu berisi
Keputusan Tuada Uldilag MA RI dan Keputusan
Sekrearis MA RI. Isinya berkaitan dengan hal-hal yang
berhubungan dengan teknis yustisial maupun non-teknis
lustisial.
SEMA 10/2010 mengatur hal-hal yang
mendasar dan tidak membedkan penjelasan teotang
teknis pelaksanaannya. Dengan adanya iuldak tersebug
Pengadilan Agama akan lebih mudah melakukan
kerf asama dengan lembaga bantuan hukum, karena di
dalamJuldak ini sudah diatut tentang aacara kerjasama
dengan lembaga bantuan hukum, bahkan format MoU
dalam kerjasama tersebut iuga sudah disiapkan
contohnya. JukJak tersebut juga mengatur tentang
proses berperkara secara prodeo dan sidang keliliog
secara tinci.33
Adapun tujuan Pos Bantuan Hukum
@OSBAKUN! bemriuan untuk!
a. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak
matnpu secara ekonomis dalam menfalankan proses
hukum di petrgadilan;
t3 lbid.
a Keputusaa Tuada Uldilag MA RI &n Kcputusan Sekearis MA RI
tentetg Pctrnjtk Pclaktanaatt (*L.lak) SEMA 10/ 2010 beisi rc*aog
Pcdomaa Pcmberian Bantuan Hukum di Pcradilan Agama.
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b. Meningkatkan akses terhadap keadilan;
c. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan
masyarakat tenang hukum melalui penghargaan,
pemenuhan da" perlindungan hukum terhadap hak
dan kewajibannya; dan
d. Membedkan pelayanan prima kepada masyarakat
pencari keadilan
Menurut Dirien Badilag Vahyu lWidiana
ptogram POSBAKUM merupakan 5al2[ satu bentuk
kepedulian terhadap masyatzkar miskin dan
termariinalkan.3s Berdasarkan tuiuan yang dimaksud,
menun jukkan bahwa POSBAKUM merupakan
program yang memilikit tuiuan yang sangat mulia.
Penyelenggaraan program POSBAKUM juga
menegaskan prinsip pedunya penegakan hukum yang
berorientasi pada pembedan keadilan hukum untuk
semua pihak ataujzstice/or all.
Tujuan untuk menegakkan prinsip jrrtice for all,
relevan dengan realitas bahwa mayoritas stakeholdcr-
stafu boldeiembaga Peradilan Agama adalah masyarakat
dalam stratifLasi sosial yang belpendidikan rendah.
Pada maslarakat ini terdapat dua kelemahan kapasias
dan ekonomi. Dari segi kapasitas, mereka memiliki
kemampuan yang minim atau tidak mengeti proses
beacara di pengadilan. Sedang secara ekonomi, mereka
f uga tidak mampu membayar jasa pengacara yang dapat
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Dengan demikian, adanya pelayanan
POSBAKUM dapat meniadi tumpuan harapan bagi
masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh
pelayanan pengadilan. Mempertegas hal ini, Direktur
LPKBHI Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
menyatakan bahwa pelalsanaan ptogram POSBAKUM
merupakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi
masyarakat kecil dalam bidang hukum, yang sama
pentingnya dengan JPS-JPS lain yang mensubsidi
masvarakat untuk mempetingan bebao hidup mereka.s
Selain dengan POSBAKLIM, masyarakat yang
kurang mampu juga dapat beracara secara cuma-cuma
melalui prodeo dengan syarat-syatat yang diperingan,
misalnya hanya dengan melampirkan SKTM atau lainnya-
Dengan adanya POSBAKUM dihatapkan akan
mempermudah masyatakat dalam mengakses pelayanan
pengadilan.
* Wa*zncara dcngan Drc. H. Musahedi, M-{g Dircktur I-embaga
Pcnnrluhan Konsultasi dan Bantuar Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas
Syad'ah IAIN X?alisongo Semanng pada hari Seniq 1 2 Dcsember 201 1 .
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Lembaga yang diberi amanat untuk
melaksanakan layanan POSBAKUM di Pengadilan
Agama Sematang adalah Lembaga Penyuluhan
Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (I-PI(BHI)
Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang,
sedangkao yang diberi amanat untuk melaksanakan
layanan POSBAKUM di Pengadilan Agama Btebes
adalah Lembaga bantuan Hukum (LBH) Brebes.
Kedua lembaga ini akan diuraikan dalam pembahasan
sebagai berikut:
,{. Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan
Hukumlslam (LPKBHI)
1. Seiatah Berdiri
Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan
Bantuan Hukum Islam Q,PKBHI) berdiri pada
tanggal 2 Septembet 1999. kmbaga ini didirikzn
oleh Fakultas Syari'ah dan Pengurus Alumni
Fakultas Spri'ah IAIN Walisongo Semarzng
sebagai salah satu bentuk Dharma Pergutuan Tinggi
betupa pengabdian kepada masyarakat.
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Sejak awal berdiriny'4 LPKBHI berusaha untuk
membenahi mana)emen lembaga dan menapaki
iatidirinya dengan meningkatkan SDM yang dimilikirya
serta menialin kerjasama dengan pihak lain. Dengan
langkah-langkah strategis inilah pada akhirnya
LPKBHI dikenal oleh masyarakat. Meski demikian,
usaha ini juga menemui berbagai hambatan dan
irtangan yang cukup berat. Konsolidasi dan
koordinasi selalu dilakul<an hingga LPKBHI menjadi
sebuah lembaga yang cukup eksis dan menjadi
kebanggan Fakultas Syariah. Bahkan meniadi ujung
tombak dan gatda depan dalam membidani lahirnya
APSI (Asosiasi Pengacara Syari'ah lndonesia), yang
personil Dewan Peogurus Pusat-nya juga pzra
fungsionaris LPKBHI.
Kelahiran APSI yang didzsarkan pada Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003.tentang Profesi
Advokat, metepresentasikan kedudukan yang sederaiat
antara sarjana syari'ah dengan sarjana hukum umum
dalam memperoleh kesempatan menjadi pengacara.
Dengan demikian eksistensi LPKBHI secara tidak
lengsung iuga telah membedkao kontribusi yang
signifikan secara nasional bagi kelangsungan institusi
Fakultas Sl,ari'ah m .oplur,palt^ ltat?dny .
2. Struktur Pengurus LPKBHI
DEWANPENASEHAT
1. Rektor IAIN !flalisongo
2. Dekan Fah:ltas Syariah IAIN ITALISONGO
3. Ketua Alumni Fakultas Syari'ah IAIN \flalisongo
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3. KiprahLPKBHI
Dalam usianya vang menapaki tahun ke-12,
LPKBHI telah banyak berkiprah dalam pembangunan
di bidang hukum, baik melalui penyuluhan, konsultasi
maupun petnberian bantuan hukum. Beberapa kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh LPKBHI antata lain:
a. Membuka Rubrik Konsulasi dan Bantuan Hukum
Islam. Rubdk ini merupakan bentuk kerjasama
antara LPKBHI dengan Radat SemarangJar*z Pos.
Kegiatan ioi berupa jawaban atas pertan),aan yang
diajukan oleh pembaca baik melalui srlat maupun
via telepon. Rubrik konsulasi ini tetbit setiap hai
jum at pada halaman 4 Ra&r SematangJawa pos
ini.
Hanya safa seiak bulan Agustus ahun 2005 rubrik
Konsultasi Hukum ini mengalami hambatan
penerbitan, yang disebabkan adanya perubahan
kebijakan setelah adanya pergantian Pimpinan
Redaksi Radar Sematang.
b. Konsultasi Hukum
Kegiatan konsultasi hukum ini dilakukan dengan
cara menerima klien yang datang, setta
memberikan iawaban-jawaban dan solusi atas
ptoblem yang dihadapi oleh klien. Diantara klieo
LPKBHI juga mengaiukan konsultasi hukum
adalah warga-Inggris yang ingin pindah dan
memeluk agama Islam. Kegiatan ini bersifat rutin
dan dilaksanakan pada iam kantor.
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c. Peny:luhaoHukum
Salah satu usaha peningkatan kesadaran hukum
dilakukan dengan penyele ngga;azn penyuluhan
hukum di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan
penyuluhan ini dimaksudkan untuk mempercepat
ptoses sosirlisasi materi perundang-undangan yang
berkaitan dengan kompetensi Peradilan Agama,
seperti UU Nomot 1 Tahun 1974, UU Nomor 7
Tahun 1989, KHI, UU Nomor 18Tahun2003, dan
UU Nomor 41 Tahun 2004.
d. Bantuzn Hukum
Yang dimaksud bantuan hukum disini adalah
pemberian bantuan kepada klien dalam sidang-
sidang di pengadilan.
e. Dialog Hukum Islam di Radio
Kegiatan dialog ini bersifat rutin dan dilaksanakan
setiap satu bulan sekali di RRI Semarang. Dalam
satu tahun teriadwal 10 kali (2006). Pemateti yang
sudah mEngisi adalah Pof Dr. H. Muhibbin, M-\g
(Perkawinan). dan MohA-tifirq Sfu. M.Hum (Nikah
Hamil).
f. Pembentukan Ikatan Hakim PA Alumni S)'"ri'"h
IAIN Walisongo Semarang
Kegiatao ini merupakan kerlasama arara LPKBHI
dengan Fakultas Syad'ah IAIN l7alisongo dan
dilaksanakan pada bulanJanuad 2005 dengan ketua
terpilih Drs. H. Zaenal Hakim, SH sebagai Letua.
Acara ini diikuti oleh para hakim PA Jawa Tengah
alumni Fakultas Syati'ah, dan dosen. Sebagai
narasumber pada acara tersebut adalah:
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1. Prof. Dr. A. QodriA. AzizY,MA
2.Prcf.Dr. H. Muhibbin, M.Ag
3. Drs H. Eman Sulaeman, MH.
4. Drs. Nur Khoirin, M.Ag.
g. Penerbitan Buku
Penerbitan buku merupakan uPaya sosialisasi
LPKBHI dan bentuk peny'r:luhan hukum kepada
mas,varakat. Buku yang berjudul "Htktm Islam:
S olui Permasakban l{eluargd' mentpakan kumpulan
hasil Rubrik Konsultasi dan Peryr:luhan Hukum Is-
lam di Radat SemarangJawa Pos. Buku ini dicetak
sebanvak 1.000 eksemplat dan telah didistribusikan
kepada sebagian hakim-hakim PA diJawa Tengah,
pengurus LPI(BHI, pelpustakaan, para dosen dan
mahasisvra-
h- Pelatihan Kuasa Hukum
Pelatihan kuasa hukum ini dimaksudkan untuk
memberikan bekal tentaog kepengacataan kepada
mahasiswa, khususnya Fakultas Syari'ah. Kegiatan
pelatihan kuasa hukum ini dilaksanakan secala tu-
tin setiap ahun beke{asama dengan Hl4 AS dan
diikuti oleh mahasiswa jurusan AS Fakultas Syatiah.
i. Mengadakan Itsbat Nikah Massd
Menurut daa PA Semarang, di Kecamatan Miien
pasangan suami isteri yang tidak mempunyai akta
. nikah mencapai j.umlah terbesar di Kota Semarang.
Hal inilah yang mendotong LPKBHI mengadakan
itbat dkah. Kegjatan ini bekeriasama dengan IllA
Jawa Tengah, PA, Depag Kota Semarang,
Kecamatan dan KUA Kecamatan Mijen.
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Kegiatan sudah berhasil mela-kukan pendataan
fumlah pasangan yang akan itsbat nikah. Namun,
pelaksanaan itsbat nikab tersebut terhrnda kateoa
bersamaan dengan Pilkada. Dan pr oyek irtbat flikah
tersebut sekarang tengah dikerjakan kembali
bekerjasama dengan tim KKN UNDIP dan
diharapkao pada bulan Matet 2006 persidangan
istbat dkah massal dapat dilaksanakan.j. Bekeriasama dengan Fakultas Syari'ah IAIN
!flalisongo, setiap semester LPKBHI menjadi
tempat KKL dan PPL mahasiswa Jurusan Ahwal
al-Syakhsilyah. Materi yang dialarkan meliputi;
keadvokatan, kemahitan litigasi dan non litigasi.
k. Sebagai narasumber dalam penrmusan program
advokasi hukum di wilayahJawa Tengah.
Di forum kaiian anggarao Pemerinah PropinsiJawa
Tengah di Bapeda, LPKBHI dalam kegiatan ini
ditunjuk oleh Bio Hukum Pemerintah PtopinsiJawa
Tengah lebagai satu-satwlya LBH yang mewakili
sekian banyak LBH yang ada diJawa Tengah.
g66indek sebagai narasumber d,l,m acara tetsebut
adalah Direktur LPKBHI Drs. H. Eman Sulaeman,
MH.
l. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan '?erumusan
Usaha-Usaha Penegakan Hukum diJawa Tengah"
yang diselenggarakan oleh Biro Hukum pemerintah
Jawa Tengah di Ungaran padz tzrggil 20-22
Desember 2005. Pesertanya adalah instznsi-intansi
penegak hukum di Jawa Tengah, dan LPKBHI
tetcatat sebagai salah satu dari 2 LBH.1'ang mewakili
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LBH Perguruan Tinggi yang ada di Jawa Tengah.
Utusan dad LPI(BHI adalah Drs. Maksun, M.Ag.
Berperan aktif dalam seminar tentang 'anembaca
Realitas dan Dugaan Korupsi di DPRD Jarva
Tengah" Acata diselenggankan oleh IRCOS
bertempat di Hotel Santika pada tahun 2004.
Menghadiri acara ini Atief Budiman, M.Ag
Seminar '?embahasan RUU Anti Terotisme ditiniau
dari Aspek Budaya, Sosiologis dan Yuridis" dengan
pembicata: Ptof. Dr. Barda Navrarvi Arief, Prof.
Satlipto Rahardjo, Darmanto Jatman, dan Eri
Harjapamekas @omnas HA$. Acam diadakan di
Graha Santika Hotel pada bulan desember 2004.
Menghadiri acara ini Moh Arifin, S.Ag. N{.Hum.
4. SOP Penanganan Perkara LPKBHI
a. Penetapan SOP penaoganan perkara di LPKBHI
diharapkan dapat memfungsikan peran organisasi
sebagai pusat kegiaan. Di samping itu dengan SOP
dihatapkan terdapat standarisasi yang sama dalam
setiap penarganan perkara, yang meliputi pelayanan,
hak, maupun kewaiiban baik klien maupuo lembaga.
b. Penanganan per*2ra oleh LPKBHI dilakukan melalui
mekanisme orgaoisasi di bawah ini:
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E. S si(sis G. C€galI t
F. Feqre le5aii 11 furkara H. Ljplya Hukrm
Keterangan:
a. Adanya laporan/peogaduan perkara daii klien
b. Pendaftaran: semua laporan atau pengaduan petkara
yang masuli LPKBHI didaftarkan terlebih dahulu di
sekertariat LPKBHI
c Penuniukan advokat untuk menangani lapomn atau
pengaduan dilakukan oleh ketua pimpioaa LPKBHI
d. Penanganan perkara: bagi advokat yang telah dituoj uk
oleh lembaga diharap &pat mendampingi/mewzkili
klien dalam penanganan perkara
e. Sukses: Jika perkata sukses maka tahap selanjumya
adalah penyelesaian petkara
f. Penyelesaian perkara- berarti perkara telah selesai untuk
diangam
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g. Gagal Jika perkara gagal maka langkah selanjumya
adalah upava hukum
h. Upaya Hukum: upaya hukum dilakukan dengan cara
melaporkan kembali petkata tetsebut di sekertariat.
5. Pedoman Umum (AD) LPKBHI
PEDOMANUMUM
LEMBAGA PEI\TYTJLUHAN KONSULTASI DAN
BANTUAN HUKUM ISI-AM (LPKBHD
FAIruLTAS SYARI'AH IAIN WALISONGO
SEMARANG
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Mukadimah
Lembaga Bantuan Hukum (I-BFI) men:pakan salah
satu instinrsi penting dalam rangka menegakkan supremasi
hukum di Iodonesia- Katenanva, kehadiran LBH di tengah-
tengah masyarakat menjadi sangat relevan dan menempati
posisi yang saflgat strat€gis, di samping institusi-institusi
seienis yang tetgabung dalam catut wangsa penegak hukum.
Institut Agama Islam Negeri (IAII{) Walisongo sebagai
salah satu lembaga pendidikan tinggi, memiliki tugas
pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai
perwuiudan dari Tti Dharma Perguruan Tinggi. Atas dasar
pemikiran tenebut, maka Fakultas Svari'ah IAIN Walisongo
Sernarang membentuk sebuah lembaga bantuan hukum png
dibeti nama Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan
Hukumlslam (LPKBHD.
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BAB I
NAMAs TEMPAT KEDUDUKAN DAN PENDIRI
Pasal 1
Badan ini bemama kmbaga Penirrluhan Konsultasi
dan Bantuan Hukum Islam, disingkat LPKBHI.
Pasal2
Lembaga ini berkedudukan hukum di Fakultas
Syari'ah IAIN 'Walisongo Semarang sebagai lembaga non
organik.
Pasal3
I*mbaga ini dididkafl oleh Fakultas Syari'ah dan
pengurus Alumni Fakultas Syati'ah IAIN Walisongo
Semaraog.




Lembaga ini betdasatkan pada:
1. Prinsip-prinsip alaran Islam;
2. Pancasila dan UUD 1945
3. UU No. 18 Tahuo 2003 tentang Undang-Undang
Advokat
4. Kode Etik Advokat Indonesia;
5. Tri Dharma Petguruan Tinggi, khususnya dharma
pcogabdian kepada masyarakag
6. Sutat Keputusan tektor IAIN Walisoogo No. IN/12/
R/I1L04/0413/1999 tanggrJ 3 Maret 1999 tentang
Pengangkatan Pengurus LPKBHI IAIN Walisongo
Semarang;
I-.em b aga P e la ks a n a l-ayx an P O S B.AKU h[
7. Petianjian Kerjasama (trIol) Rektot IAIN Walisongo
Semarang dengan Ketua Pengadilan TinggiJarm Tengah
dan Ketua Pengadilzn Thggi AgamaJawa Tengah tanggal
2 September 1999 tentang Pengembangan Tri Dharma




Lembaga ini bertujuan untuk menegakkan
kebenaran dan keadilan dalam rangka mewujudkan
suptemasi hukum di Indonesia.
Pasal6
Lembaga ini berfungsi sebagai:
1. Vadah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk
peny:luhan, konsulasi, dao bantuan hukurn, khususnya
hukum Islam;




LFKBHI dikelola oleh peqgurus yang disahkan oleh
Rektor IAIN Walisongo Semarang.
Pasal S
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5. Wakil Sekretaris
6. Bendahara
7. Divisi Bantuan Hukum
8. Divisi Penyrluhan dan Konsultasi Hukum




1. Pedomafl Umum ini bedaku sejak ditetapkan;
2. Hal-hal fain yang belum diatur dalam Aoggaran Dasar
ini akao diatur lebih laniut dalam Pedoman Operasiona[
3. Perubahan tethadap Pedoman Umum ini hanya bisa
dilakukan oleh rapat pengurus yaog sekutang-kuraogaya
dihadid oleh dua pertiga dari penguus.
B. Lembaga Bantuan Flukum (LBH) Brebes
1. Seiarah Berdiri
Lembaga bantuan Hukum (LBFI) Brebes berdid
pada tahun 1999. Bermula dari diskusidiskusi yang
berlangsung dalam wadah BLC (Brebu I-.aa1er Ckb),
maka muncul gagasan untuk mendirikan lembaga yang




Keuangan Lembaga ini diperoleh dari :
1. IAIN lVdisongo Semarang
2. APBDJawaTengah
3. Sumber-sumber lain yang halal
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mern il<t concen dalam membantu para pencari keadilan
yang kurang rnampu. Dengan visi membantu para
pencari keadilan kurang mampu inilah maka kmbaga
Bantuan Hukum didirikan melalui akte y^y^s^n yzrr,g
terdaftat pada Departemen Hukum dan perundang-
undangan.
Meskipun berdasarkan visi lembaga LBH Brebes
adalah memberi layanan bantuzn hukum pada para
pencari keadilan yang tidak mampu, bukan bemtti
LBH Brebes tidak betsedia memberi layanan poda
meteka yang mampu. Pata pencad keadilan yang
memfiki kemampuan secara ekonomis iuga tedavani
oleh mereka dengan menerapkan model subsidi silang,
yakni mereka yang mampu membayar iasa lzyanan
bantuan hukum yang kemudian bisa mensubsidi biava
lavanan iast bantuan hukum bagi mereka yang tidak
mamPu.
Semula lembaga ini memiliki 23 aktiEs berlatar
belakang pendidikan hukum dari berbagai Perguruan
Tinggi, namun sekarang ini tinggal 13 orang yang akrif
menielankan toda lembaga dan melakukan fungsi
pemberian bantuan hukum kepada masl'atakat.
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi kmbaga Bantuan Hukum
(I-B}I) Brebes cukup simpel, yakni terdfti dari Dewan
Pembina yang diketuai oleh H. Suwardi Wiraatmafa,
SH., sesepuh Brebes, dan Dervan Penga'*'as yang
diketuai oleh Fakhtuddin Abdul Kafi, SH. Struktur
betikumya addah Pengurus Harian yang tetditi dati
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Ketua, wakil Ketu4 Sekretariq Bendahata dan Bidang-
bidang. Adapun struktur lengkapnya adalah sebagai
berikut:
Dewan Pembina : H. Susratdi Wiraatmaja, SH
(IGt"r)
Dewan Pengavras : Fakhruddin Abdul KaE SH.
PENGURUSHARIAN:
Ketua : Hascaryo lfimbq SH.
Vabl Ketua : Edi Satrici SH.
Sekretaris I Slamet Sutaotq SH.
Bendahara : Nur Eli Eliah, SH.
Bidang Perdaa : Edi Satriq SH.
BidangPidana : Sholeh, SH.
BidargPTLrl.{ : Hascaryo Wimbq SH.
Meskipun bemama LBH (rmb4ga Bantuan
Hukum), LBH Brebes tidak memiliki hubuogan
organisatoiis dengan LBH-LBH 'lainnya di bawah
Yayasan Bantuan Hukum Indonesia, meskipun secara
firngsionaf lembaga irri memiliki concen y^ng sun^
dengan YI-BHI dan LBH-LBH lainnyal, yakni dalam
hal turut membantu pa:,'a pencari keadilan yang kuang
t YLBHI semula adalah Lcmbaga Baotuan Hukum (BtI) yaog didiikan
aas gagasao dalan kongtes Pcrsatuaa Advokast Indonesia (Peradin) ke III
tahuo 1969 yaog kemudian meodapat petsetujuan dati Dewan Pimpioan
Pusat Peradio rnclalui Surat Keputusan Nomor. 001/Kcp/10/1970
anggal 26 Oktobct 1970 yang isi peoctaPan pendidan l-embaga Bantuan
Hukum,/kmbaga Pembela Umum yaog mulai bedaku aoggal 28 Oktober
1970. Ketue Delrzn Pembinanya seiek 25 Apdl2007 adalah Tocti Heraty
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mampu supa)'a meteka memiliki akses dan kesempatan
untuk memperoleh keadilan. Gagasan pendirian
lembaga ini sebagaimana dituturkan oleh Hascaryo
Wimbo2 untuk memberikan bantuan hukum bagi or-
ang-orang yang tidak mampu memperjuangkan hak-
haknya, terutama rakyat miskin yang digusur,
dipinggirkan, di PHI! dan keseharian pelanggaran atas
hak-hak asasi meteka.
LBH ini berorientasi menjadi salah satu
subyek kunci bagi perlawanan terhadap ketidakadilan
dan diskriminasi dan menjadi simpul penting bagi
getakan pto-demokasi. Prinsip-prinsip bagi penega-
kan demokiasi, hak asasi manusia dan keadilan mem-
bawa LBH ke tengah lapangan petlawanan atas
ketidakadilan struktutal 1'ang teriadi di Brebes dan
sekitarnla. LBH Brebes fuga memilih untuk berada di
sisi pergetakan kaum buruh, petani, mahasisw4 kaum
miskin koa, dan semua kekuatan yang memperiuang-
kan demokrasi.
Roosseno yang tetpilih meogganti-kan A&an Buyrog Nasutioc Pada akhir
masa baktinya, Toeti digantikan untuk sementara oleh Todung Mulya Lubis
dan secara defnitifpa& akhit 201 1 dijabat oleh Abdul Rachman Sa.lch, mantan
Hakim Aguog yang kemudian dipilih oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono meniadiJaksa Agung Setelah bcroperasi sclama satu &sawarsa,
pada 13 Maret 1980 status hukum LBH ditingkatkao menjadi Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 28 Oktober tetap
dijadiLm sebag'ai Had UlangTahun YLBHI. LBH sekarang ini bcrkcmbang
menjadi Yayasao I-embaga Bantuaa Hukum Indonesia (IIBHI) yang kini
memiliki 15 kaotor cabang dan 7 pos yang tcrscbar dari Banda
Aceh hingga Papua. Daa diadaptasi dan bttp:/ / id.tikipedia.otg/ wiki/
Yaynt-I-a aga_Batua4Hrktn- Ido*tia drzks* tzrrggal Z4Ianvzti 2.A11.
2 Vawancara anggal 25Jaman 2O12.
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3. Kiprahlembaga
Selama lebih dari 11 ahun berdirinya.,l*mbag*
Bantuan Hukum (I-BI{) Brebes telah menuniukkan
banyak kiprahnya. Meskipun tidak terkenal sepert-i
LBH-LBH di daerah lain, tetapi LBH Brebes telah
terlibat dalam banyak penanganan perkara yang
melibatkan berbagai kalangan, sepeni tokoh publit
pencari keadilan yang tidak mampu, pemberian
bantuan hukum bagi para Kades dan Sekdes yang
msangkut kasus hukum, serta kasus-kasus lainnya yang
sangat beragam.
Selain membrikan bantuan hukunq LBH Brebes
iuga membuka layanan konsultasi hukum gratis kepada
masyarakat luas, terutama yang terlviit dengan hukum
keluarga NTCR OJikah, Talak, Cerai dan Ruiuk) serta
masalah-masalah kewarisan.
I-BH Brebes juga aktif melaksanakan kegiatan-
kegiatan peny:luhan hukum bekerfasama dengan
Pemerintah' Kabupaten Brebes, menyangkut NTCR,
perlindungan anak, penlnrluhan hukum mengenai
KDRT (Gkerasan dalam Rumah Tangga). Peny:luhan
hukum Iainrrya adalah mengenai Ranham (Rencana Aksi
Hak Asasi manusie) dan penyuluhan hukum terkait
deogan cukai rokok. LBH Btebes l'''g, pemah tedibat
dalam memfasi[tasi Pendidikan Advokasi dalam
kerangka program PNPIII di Brebes.
Hascaryo \Vimbq Ketua Harian LBH Brebes
menuturkan bahwa salah satu tantangan lembaganya
terkait dengan lembaga petkawinan adalah makin
banyaknya kasus perceraian yang melibatkan keluarga
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Tk t. Sekarang ini di Btebes sedang terladrtrund,weorta
yang pulang kerja dari luar neged meniadi TKW
kemudian mengaiukan gugatan cerai. Hal ini barangkali
disebabkan posisi. tawar meteka secara ekonomi dan
sosial meniadi lebih tinggi dari posisi awar suami. Ada
kesan semakin memudamya lembaga perkawinan di
rvilayah tersebut.
Selain percetaian yang terkait dengan TKI, pola
perceraian di Brebes iuga bisa dilihat melalui musim.
Pada musim paceklik, baik paceklik tari maupun
paceklik nelayan statistik perceraian hampit dapat
dipastikan meningkat. Paceklik nelayan terjadi pada
musim rendlteng(mtsim hujan angin) sehingga mereka
tidak betani melaut atau kalaupun berani melaut
tangkapan mereka sangat betkutang karena ombak laut
yang besar Sedangkan paceklik tani teriadi setelah
musim tanam usai.
Menghadapi ini, IBH Btebes menggulirkan
gagasan untuk mengoranisasi program-program
penguatan lembaga perkawinan agat masyarakat tidak
dengan mudah melakukan kavrh cerai atau mengajukan
gugatan petceraian di pengadilan.
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DiJawa Tengah terdapat 36 Kota/Kabupaten.
Secara y,uridis di setiap Kota/Kabupaten tetdapat satu
lembaga Peradilan Agama. POSBAKUM di
Pengadilan Agama se Jawa Tengah pada tahun 2011
baru ada di 4 tempat, yaitu Pengadilan Agama
Semarang Pengadilan Agama Brebes, Purwodadi, dan
Wonosobo. Pengadilan tetsebut mendapat DIPA tahun
201 1 untuk pelakaruan POSBAKUM bagi masyarakat
yang tidak mampu.
1. PengadilanAgamaSemarang
Pengadilan Agama Semarang berada di Jl.
Ronggolawe Nomor 6 Semarang Telp (024)7 6067 41,,
Fax (024)7 622887. Unnrk melengkapi pelayanan kepada
masayata k^ t, PA Sematang menyediakan email dan
websitg y atrro E;ma:J: p as e n ara ng@1t a h o o. co. i d V eb site:
alt1lpaJemarang.r,et'
PA Semaraog dibentuk pada masa pemerinahan
Hindia Belanda berdasarkan perafluall-peraturan
sebagai berikuu
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a. Surat Keputusan Nomor 24 tangal 79 Jan:uzri, 1882
Tenang Pembentukan Peogadilan Agama di Jawa
dan Madura yang dimuat dalam Saadblad Nomot
152 ahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan
Agama diJawa dan Madura-
b. Peneapan Pemerintah Nomor 5/SD tzngal 26
Marct 1946 Tertang Penyetahan Mahkamah Islam
Tinggi dad Kementerian Kehakiman kepada
Kementerian Agama-
c. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
Tentang Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan
Desa-
d. Undang-undang Nomot 14 Tahun 1970 Tenang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
2004 Tenang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
undang Nomot 48 Tahun 2009.
e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Pemdilanfuama png telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2009.
f. Undang-undang Nomot 50 Tahun 2009.
Menyimak seiarah PA Semarang tidak dapat
dilepaskan dari sef arah berdirinya Kota Semarang dan
perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah
Syari'ah di seluuh Indonesia pada umumnya atau di
Jtwz dan Madura pada khususnya. Sejarah Kota
Semarang diarvali dengan kedatangan Pangetan Made
90 S tldi E,)al,tatif Pelalesanaan POSBAKUM
Pmf I P e kks a n aan Jas a l-ay w n P O S BARU M
Prof I Pelaksattaatt Jasa l-alanar POSBAKIJM
Pandan beserta puteranya yang bemama Raden Pandan
Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang
disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan
mendirikan pesantren di &erah tersebut sebagai sarana
menyiarLan agama Islam. Daerah yang subut itu tampak
disana sini pohon asarn yaog iarang. Dalam bahasa jawa
disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan
selaniumya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II
(wafat 1553) putr2 d, ri pendiri Desa yang bergelar Kyai
Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang
meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang
kemudian dinobatkan menjadi Bupati Sematang pada
tanggal 1.2 Rabiul awal 954 H. bertepatan dengan
anggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut
dijadikan sebagai Hari Jadi I(oa Semanng. Dalam
bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang
dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Surambi telah
ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di
Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di
negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama
Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama
Islam di Kota Sematang. Disebut Pengadilan Sutambi
katena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil
tempat di surambi masiid. Tata cara keislaman, baik
dalam kehidupan betmasyarakat maupun dalam
peribadatan, secata mudah dapat ditetima sebagai
pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahk sebagai
kebutuhan hidup masyatakat muslim seialan dengan
betdidnya kerajaao-ketaiaan Islam sejak dati Samudera
Pasai Aceh, Demak Matztzm,Jepara, Tuban, Gresik,
Ampel Banten dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya-
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Kemudian, di dalam perkembangannya
Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga hukum
mengalami proses perrumbuhan yang begitu paniang
dan berliku mengikrti nada dan irama politik hukum
dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan ketikil
taiam serta rongrongan dari berbagai pihak yang
muncul sebagai kendala i/ang tidak henti-hentiya ,
mencoba untuk menghadang langkah dan
memadamkan sinamya. Kedatangan kaum penjajah
Belanda di bumi pertirvi ini menyebabkan jatuhnya
ken'1mn Islam satu petsatu. Sementara itu di sisi lain,
peniajah Belan& daang dengan sistem dan peradilarurya
sendid yang dibarengi dengan pblitik amputasi secara
berangsur-angsur mengurangi kewenanga[ Petadilan
Agama. Padz mulanya pendapat yang kuat di kalangan
pakar hukum Belanda tenang hukum 1,ang berlaku di
Indonesia adalah Hukum Islam yang meniadi dasar,
sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun
dibedakukan peraturan-peraturan yang diambil dati
syati'at Islam r:ntuk orang Islam. Di antara pakar hukum
tenebut adalah Mr Scholten Van Oud Haadem, Ketua
Komisi Penyesuaian Undang-undangBelanda dengan
keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah
nota kepada pemednta Beland4 yang isinya adalah,
bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak
menyenangkarl mungkin iuga pedawanan, iika diadakan
pelanggatan tethadap agama orang Bumi Puter4 maka
harus diikhtiarkan sedapat-dapatny^ 
^g^t 
mereka iru
teap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat
merek2.
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Pakar hukum kebangsaan Belaoda yang lain,
Prof. Mr. Lodewl,k Willem Cristian Van Den Berg
(1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di
Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi
dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan Teori
Receptio in Complexu. Teori ini mengajarkan bahv/a
hukum itu mengikuti 
^g 
aD yar,.g dianut seseorang,
sehingga orang Islam Iodooesia telah dianggap
melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya
dan sebagai suatu kesatuan.
Pendapat di ataslah yang akhirnya mendotong
pemerintah Belanda mengeluarkan Surat I(eputusan
Nomor 24 Tanggal 1 9 Januari 1 882 yang dimuat dalam
Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang
Pembentukan Pengadilan Agama diJawa dan Maduta.
Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan
Agama Semarang telah ada sebelum penjaiah Belanda
mengin)akkao kakinya di bumi Indonesi4 namun dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahm
1,882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan
Staatblad Nomot 152 Tahun 1 882, inilah yang meniadi
tonggak seiarah mulai diakuinla secataJuridis Formal
kebetadan Pera.l.il an Agama di Jawa dao Madura pada
umurnnya dao Pengadilan Agama Semarang pada
khususnya. Sebagaimina telah disebutkan di atas bahwa
pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar
hukum Belanda tefltang hukum yang betlaku di
Indonesia adalah Hukum Isiam yang menjadi dasar,
sehingga penelapan hukum dalam peradilanpun
dibetlakukan petaturan-peratw^n y^ng diambil dati
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syari'et Islam untuk orang Islam. Namun kemudian
terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah
Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis
Belanda Comelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang
memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan Cristian
Snouck Hutgtonye ('I9 57 -1936) ymgmempetkenalkan
Teod Receptie yang menga.iarkan bahwa lang bedaku
di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru
&pat mempunyai kekuaan untuk diberlakukan apabila
sudah diresepsi oleh hukum adag dan lahirlah ia keluar
sebagai hukum adag bukan sebagai hukum Islam.
Perubahan politik hukum yang meniurus pada
politik hukum adat ini ielas mempunyai tuiuan untuk
mendesak hukum Islam dengan dalih untuk
mempertahankafl kemurnian maslarakat adat. Politik
hukum adat yang dianamkan oleh pemednuh kolonial
Belan& ini mempunyai pengaruh yang sangt kuat pada
sebagian besat Sarjana Hukum Indonesia sehingga
setelah Indonesia metdekapun teori tersebut masih
dianggap seb4gai yang paling benat Usaha penghapusan
kmbaga Petadilan Agama tersebut hampir bethasil
ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan
Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan I(ejaksaan,
ya[g memasukkan Petadilan Agama ke dalam Petadilan
Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan
Agama yang berdiri seodid telah dihapuskan. Tetapi
beruntunglah Allah S$flT masih meLindungi, Undang-
undang tetsebut tidak petnah dinyatakan berlaku.
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Kembali ke seiarah Pengadilan Agama
Sematang, agak sulit untuk mendapatl<an bukti-bukti
peninggalan sejarah atau atsip-arsip kuno Pengadilan
Agama Semarang, kareoa arsip-atsip tersebut telah
rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama
Semarang tertena banjir Yang paling besar adalah baniir
pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang
pelaku seiarah yang masih hidup yang dapat dimintai
infotmasi tentang ped<embangafl Pengadilan Agama
yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidak-
tidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya
menelusuri perialanan sejarah Pengadilan Agama
Semarang. Ber&satkan kesaksian Bp. Basl,iron, seorang
Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling
senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan
Pengadilan Agama Sematang Tahun 1828 Tentang
Pembagian Warisan yang masih menggunakan tr:Iisan
tangan dengao huruf dan bahasa Jawa. I(etetangan
tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak
Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama
Semarang yang sebeiumnya pemah meniadi pegawai
padaJawatan Peradilan Agama- Ini menuoiutkan bahwa
Pengadilao Agama Semarang memang telah ada lauh
sebelum dikeluarkan Staatblaad Tahun 1882.
Kaator Pettgadilan Agarrra Semarang padz avtal
berditinya berkanror di Serambi Masiid Agung
Semarang yang dikenal dengan Masiid Besar Kauman
yang tedetak diJalan Ahrn-Alun Barat dekat pasarJohat
Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar
dahulunya adalah AIun-AIun Kota Semarang. Setelah
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beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid,
Kemudian menempati sebuah bangunah yang terletak
di samping sebelah selatan Masiid. Bangunan tersebut
kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman.
Selanjutnya pada masa rWali Koa Sematang diiabat oleh
Bapak Hadiiantq berdasarkan Surat Walikota teranggal
28 J,rll 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan
sebidang tanah seluas .|. 4000 M2 png terletak diJalan
Ronggolawe Sematang untuk dibangun Gedung
Pengadilan Agama Sematang. Gedung Pengadilan
Agama Sematang yang tedetak di Jalan Ronggolawe
Nomor 6 Sematang dengan bangunan seluas 499 M2
diresmikan penggunaannya pada anggal 19 September
1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama
Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai
sekatang masih ditempati.
lYilayh lddiksi Pengadikn Agana S emaang
terlihat dahn peta kota Senarangubagi beriktt:
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Berdasar peta Kola Semarang di atas, menz[tkkan
babwa ytidiksi Pengadihr Agama Semarang sama furgan
wilalab Kota Semarang terdii 16 kccamatan dan uaring-
masing kuattatan neniliki beber@a kelwahatt, bbibjehsrya
dapat dilibat ftbagai knkrt:
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- Lamper Lor
- Lamper Tengah



























T Kecamatan Gajahmungkut, terdiri dari 8
Kelurahao:
- Sampangan
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- Gayamsari






















Berdasar hal di atzs Pengadilan Agama kelas IA
Kota Semarang mempunyai yuridiksi hukum di 16
kecamztan dan 174 kelurahan.
Pada tahun 201 1 PA Semarang mendapat DIPA
tahun 2011 untuk pekerjaan iasa pelayanan Bantuan
Hukum atau Pos Bantuan Hukum yang diperuntukkan
bagi masyarakat yang tidak mampu untuk membayar
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iasa advokat. Untuk melaksanakan program tersebut
Pengadilan Agama Semarang membutuhkan rekanan
dari suatu LBH/IJM/Kantor Advokat.
Hasil seleksi dari beberapa LBH/LSM/IGntor
advokat yang mengaiukan rekanan pelaksana peke{aan
pernbedan fasa pelayanan bannran hukum di Pengadilan
Agama Semarang, ditetapkan bahrva yang memenuhi
persyaratan melaksanakan pekeriaan tersebut adalah
LPKBHI (I-embaga Penyuluhan Konsultasi dan
Bantuan Hukum Islam) Fakultas Syatiah IAIN
Walisongo Sematang. Sebagaimana didasatkan atas
perjaniian keriasama @{ot) yang ditandatangani pada
had Selasa, tangga.I 22 bulan Maret tahun 2011
bettempat di Pengadilan Agama Kelas I A Kota
SemarangJl. Ronggolawe No. 6 Semarang 50149 oleh
DRS. JASIRUDDTN, SH, M.SI, NIp.19570208
198503 1 003, Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PENGADII-AN
AGAMA Kelas I A I(ota Sematang ,ang berkedudukan
di Jl. Ronggolawe No. 6 Sematang 50149 dan DRS.H. MUSAHADI, M.Ag, Direktur Lembaga
Penprluhan Konsultasi dan Banoran Hukum Islam
(I-PKBHD flrmbaga Penyedia Layanan), dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama LPKBHI, yang
berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III
Ng"liyrn Telp/Fak 02+ 7 601291., 7 624697 (bnrnn!
Sematang 50185.
kmbaga Penyuluhan KonSultasi dan Bantuan
Hukum Islam (I-PI(BHD didirikan pada angal 3
Maret 1 999 dengan ditetbitkan Surat Keputusan Rekor
IAIN Vdisongo No: IN/12IR /HK04/0413/1999
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tentang Pengangkatan Pengurus LPKBHI IAIN
Walisongo. Dengan usianya yang memasuki 12 tahun,
LPKBHI sudah banyak pengalaman dalam
membetikan bantuan hukurn Irrnbaga Bantuan Hukum
(LBFI) merupakan salah satu institusi penting dalam
rangka menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
Kateranya, kehadiran LBH di tengah-tengah
masyatakat menjadi sangat relevan dan menempati
posisi strategis. Sesuai dengan hasil rapat pengurus
tanggal 13 Maret 201 1 diputuskan, bahwa mereka yang
n m nye- tersebut dibawah ini diberi tugas untuk
memberikan jasa bantuan hukum di Pengadilan Agama
Semarang mulai bulan April s/d Nopember 2011,
meteka adalah:
1. N am a : Drs, Taufik MH.
TTL :Pemzlang 25 Januari 1965Pekeriaan : Advokat dan Dosen
Pendidikan : - S.1 Fakulas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang
- 52 Fakulas Hukum UII
Yogyakarta
2. N a m a : Drs. ff. Nur l0roidn YD, M.Ag.
TTL :Jepar4 01 Agustus 1963
Pekerjaan : Advokat dan Dosen
Pendidikan : - S.1 Fakultas Syari'ah IAIN
W"lisongo Semarang
- 52 IAIN Ar-Ranid Banda Aceh
- S.3 (ftndidat Doktor IAIN
Walisongo)
Karir/RiwayatJabatan -DosenIAINWalisongo
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- Advokat
- Direktur LPKBHI IAIN
- Sekjeo DPP APSI
- Wakil Sekien DPP KAI
-POSBAKIIM
: Drs. H. Eman Sulaeman, Mff.
: Citebon,05Juni 1965
: Dosen/Advokat
: - 51 Fakultas Syari'ah IAIN
W'alisongo










: Moh, Arifin, SAg, M.Hum.
: Lamongan, 12 Oktobet 1971
: Dosen/ Konsultan Hukum
: - S.1 Fakulas Syari'ah IAIN
Walisongo
- S.2Ilmu Hukum Universitas
Gadiah Mada
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Ketir/RiwayatJabaan:
- Dosen IAIN Valisongo
- Advokat
- DirekturLPKBHI2 Pedode (2004 -2006,2006-200 8)
- Ketua DPP APSI (Asosiasi Pengacara Syari'ah
Indonesia).
- Vakil Bendahara DPP KAI (Konggtes A&okat
Indonesia)
-POSBAKUM
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TTL : Brebes,25 Oktober 1982
Peke{aan : Dosen/Konsultan Hukum
Pendidikan :-S.1 FakultasSyari'ahlAlN'{7s
- S.2 Hukum Islam IAINN(S
Karir/Riwayat Jabatan:
- Dosen Fakultas Syati'ah IAIN









: - S.1 Fakulas Syari'ah IAIN
\i7alisongo Semarang





- Anggota APSI 2007 hingga Sekatang
- Anggota LPKBHI 2007 hingga Sekaang
-POSBAKUM
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8.Nama : Novita Devri Masyithoh, SH. MH.
TTL :Semarang,22 Oktober 1979
Pekeriaan : Dosen/Konsultan hukum LPKBHI
Pendidikan : - S.1 IImu Hukum Undip
- S.2 Ilmu Hukum Undip
Kadr,/RiwaYat Jabatan:




9.Nama : Agus Salim Ridwan, SHI.
TTL : Purworeio, 22 Agustus 1985
Peketiaan : Konsultan Hukum
Pendidikao : - 51 Syari'ah IAIN r07alisongo
Semarang
KarirlRiwayat J abatat POSBAKUM
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7.Nama : As'adulYtsro, S.HI.
TTL : Serang 29 Maret 1980
Pekerjaan :
- Konsultan Hukum
- Konsultan Ma&asah Education Depelopment Proiect
Pendidiken :
- S.1 Fakultas Syari'ah IAIN Valisongo Semarang
- Pendidikan Khusus Ptofesi Advokat
Karir/Riwayat Jabatan:
-KonsulanHukum
- Konsultan Madrasah Education Depelopment Project
- AnggoaLPKBHI
- POSBAKUM
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Berdasar data di atas menunjukkan bahwa yang
memberikan Pos Bantuan hukum di Pengadilan Agama
Semarang tahun 201 1 sebanyak 9 orang. Secara y'uridis
ke sembilan orang tetsebut telah memiliki keablian
dibidang hukum. Keahlian tersebut didasarkan pada
pendidikan formal mereka semuanya sariana hukum,
baik sarjana hukum Islam maupun sarnana hukum
umum. Ada 8 orang sa{ana hukum Islam dan 1 orang
sarjana hukum umum. Dari sembilan orang tersebut ada
4 orang sudah lulus program magister ilrnu hukum dan
2 orung lulusan magister hukum Islam, dan seolang
sedang menempuh program doktor, sedangkan yang 3
orang disamping secaa formal baru lulusan s.1, tetapi
meteka telah mengikuti pelatihan-pelatihan/pendidikan
tentang keahlian profesi advokat dan sudah biasa
memberikan bantuan hukum sebelum di POSBAKUM
Pengadilan Agama Semarang. Dengan demikian dapat
dikatakan bahrva sumber daya manusia yang bem.rgas
telah terpenuhi.
2. Pengadilan Agama Brebes
Pengadilan Agama Brebes bemlamat diJl Yos
Sudatso No. 6 Brebes Jawa Tengah, Telp/Fax (0283)
67 1 442'W eb site: wa w.p a- b r e b a go. i d.
Keberadaan PA Brebes dikarenakan komunitas-
komunitas masyarakat Islam, yang menuntut adanya
lembaga peradilan yang memuns petkata berdasarkan
hukum Islam. Hal ini nampak jelas dari proses
pembentukan lembaga peradilan yang betdasarkan
hukum Islam tersebut yakni; 1) Periode Tabkin,
2)Taz@ab ohb Atl al-Hal! wa al-Aqd,3) Taillah Inanalt.
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Pengadilan Agama di masa keraiaan Islam
diselenggarakan oleh pata penghulu, lzitu pejabat
administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang
Pengadilan Agama pada masa itu betlangsung di
serambi mas jr{ sehingga Pengadilan Agama sering pula
disebut'?engadilan Serambi". Demikian juga di Brebes,
"kantor" pertama Pengadilan Agama Brebes berada di
Masjid Agung Btebes, kemudian pindah ke gedung/
ruangan yaog jtga sebagai Aula Masjid Agung,
selanjumla menempati gedung yang ber&i di aas tanah
milik BKM @adan I(eseiahtetaan Masiid) yang terleak
di belakang Maslid Agung Baru pada tahun 1977 dibeli
sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso yang kemudian
menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama
Btebes yang sampai sekarang masih ditempati.
Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153
m2 dimulai tahun 1979 dengan menggunakan dana DIP
TA 1.978/1979 dengan biaya sebesar Rp. 7.929.000
(tujuh iuta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah). Kemudian pada TA. 1982/1983 diadakan
perluasan gedung seluas 700 m'z tahap pertama dengan
dana Rp. 9.568.000,- (sembilan iuta lima ratus enam
puluh delapan dbu rupiah). Selanjumya pada ahun 1989
dilakukan perluasan gedung seluas 77 m2 dengan
menggunakan DIP T A 1998 / 1999 yang menghabiskan
biaya sejumlah Rp. 23.207.250,- (dua puluh tiga dua
ratus tujuh ribu dua ran:s lima puluh rupiaQ. Pada 1993
PA Btebes membangun mushalla seluas 75 m2 dengan
biaya sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas iuta rupiah).
Seiak pembangunan mushrlla tersebut PA Brcbes belum
memiliki proyek atau belanja modal untuk memperluas
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bangunan gedung Pengadilan Agama Brebes. Baru
kemudian pada ahun 2010 dengan biaya Rp. :mo< (roo<
milyar) dibangun gedung baru diJl. Ahmad Yani dan
Insya Allah tzhur 2012 sudah bisa ditempati sebagai
kantor yang lebih representatif.
PA Brebes mempunyai tugas pokok sesuai
dengan keteotuan Pasal 2 io. Pasal 49 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1 989 Tenang Petadilan Agama
adalah memeriksa, memutus, dao menyelesaikan
perkara terteotu antara orang-orang yang betagama
Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasieg d.
hibah, e. wakaf, f. zakat, g.Infaq, h. shadaqah; dan i.
ekonomi syari'ah.
Di samping tugas pokok dimaksud di atas,
Pengadilan Agama Brebes mempunyai fungsi, antara
lain sebagai berikut:
1. Fungsi mengadili (jdicial powfi
Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan petkata-petkata yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat
. pertama (vide: Pasal49 Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006).
2. Fr:ngsi pembinaan
Yakni memberikan pengatahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada peiabat struktural dan fungsional
di bawah iaf arannya baik menyangkut teknis yudisiat
administtasi petadilarl maupun administrasi umum/
pedengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
pembangunao. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-
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und,ng Nomor No 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor
KMA/080/Urr/2000.
3. Fuogsi pengawasan
yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Paniter4
Sekreariq Panitera Penggand danJurusia/Jurusia
Pengganti di bawah jajarer,lt:rya agat peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
(vide: Pasal 53 ayzt (7) dan (2) Undang-undang
Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap
pelalcanaan adminisftasi umum kesekreatiatan sera
pembangunan. (vide KMA Nomor KMA/080/
vfi/200q.
4. Fungsinasehat
Yakni membetikan pettimbangan dan nasehat
tenrang Hukum Islam kepada instansi pemerinah
di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal
52 ayar (1) Undang-undang Nomor No 3 Tahun
2006).
5. Fungsi ailninistratif
Yakni menyelenggarakan adminisrasi peadilan
(teknis dan persidangan), dan admirisrasi umum
ftepega\r/aiar\ keuangar\ dan umum/pedengakapan)
(vide: KMA Nomor KMA/080 / YIII/2006).
6. FungsiLainnya:
- Melakukan kootdioasi dalam pelaksanaan tugas
hisab dan rukyat dengan instansi Iain yang terkaiq
sepeni DEPAQ MUI, Ormas Islam dan lain-lain :
(vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomot 3
Tahun 2006).
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- Pelayanan pen),uluhao hukum, pelayanan riset/
penelitian dan sebagainya serta membeti akses
yang seluas-luasnya bagr masyarakat dalam era
keterbukaan dan transparansi informasi peradilarl
sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 1<NIA/144/SK/
I[Ill/ 2007 tentang Ketetbukaan Informasi di
Pengadilan.
Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kelas IA
Brebes nampak dalam peta sebagai berikuc
PA Btebes secara ,rrridis memiliki kompetensi
r:ntuk memeriksa, memutuq dan menyelesaikan perkara
tertentu arfiat orulg-orang yang beragama Islam di
Wilayah I(abupaten 
.Btebes, yang tetbagi d,^lurL 17
kecamatan, yang terclii atas 292 desa dan 5 kelurahan.
Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten
Brebes, yaitu:
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PA Kabupaten Btebes tahun 2011 iuga
mendapat DIPA pekerjaan pembetian jasa pelayanan
Bantuan Hukum. Ketua PA Btebes Dn. H. Masykudn
Hamid, SH, M.Si. memberikan pekeriaan pelalanan
iasa bantuan hukum itu kepada l-embaga Bantuan
Hukum G.BFD Brebes yangberalamat diJl. Diponegoto
No. 234 Btebes Telp. (0283) 673402 setelah
melaksanakan serangkaian kegiatan tahap-tahap
penetimaan rekanan, dengan Surat Perintah Kerja
(SPI! nomor W | 1 -A2 / 7 35 a / KlJ.01 / II7 / 201 1 tangzl
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Lembagr Bantuan Hukum (LBH) Brebes
didirikan pada tahun 1999, selama 10 bulan, seiak bulan
Maret s/d Desember 2011 menjalankan pekerjaan
layanrn jasa POSBAKUM bagi masyarakat yang tidak
mampu membayar iasa advokar
Tenaga yang disiapkan Hascaryo Wimbq SH.
selaku I(etua Lembaga Bantuan Hukum (-BFI) untuk
melaksanaan pekeriaan tersebut sebanyak 6 orang.
Meteka semuanya sarjana hukum dan sekaligus sebagai
advokag yaitu Nut Eli Eliyah, SH., Soleh, SH., Abdul
Basir, SH., Slamet Sutantq SH., Hascaryo lWimbq SH.,
Edi Satriq SH.t. Tidak a& seotangpuo deri tenaga yang
disiapkan untuk POSBAKUM yaog bedatar-belakang
pendidikan sarjana syariah2.
,A. Potsi dan Cakupan Layanan POSBAKUM
Sesuai dengan kompeteosi absolut Pengadilao
Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU Nomor
7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah
dengao UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Petubahan
atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Petadilan Agama, berbunyi: Pengadilan Agama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkari di tingkat pertz.ma antara orang-
orang yang betagama Islam di bidang
I Hasil wa*encala dengan bapak Meheodra, SH. Pensck Pengadilan
Agama Brebes, anggal 28 Desember20l 1,
2 Hasil vzwaocare dengzn Solch, salah satu orang yang membedkan jasa
Posbakum di PA BrebesJara Tengeh.
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Dalam penielasan Pasal49 huruf a UU Nomor
7 ahun 1989 tentang Pendilan Agama yang diubah
dengan UU Nomor 3 ahun 2006 tenang Perubahan
atas Undang-undang Nomor'7 tahuo 1989 tenr4ng
Peradilan Agama, ditegaskan bahwa yang dimaksud
dengan "perkaruinan" adalah hal-hal yang diatur dalam
^t^v ya:ng berdasarkan undang-undang mengenaiperkar inan yang bedaku yang dilakukan menurut
syari'ah, anara lain:
1. Iiin beristri lebih dad seorang;
2. Iiin melangsungkan perkarrinan bagi orang yeng
belum berusia 21 (dv puluh satu) ahuq dalam




5. Peoolakan perkawinan oleh Peg'awai Pencatat Nikalu
6. Pembatalan perkavzinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewaiiban suami istri;
8. Perceraiankarqetalzk;
9. Gugaan perceraian;
10. Penyelesaian hara betsama;
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11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan den
pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya
bertanggung jawab tidak memenuhinya;
12. Penentuan kewaiiban memberi biaya penghidupan
oleh suami kepada bekas isui atau penentuao suaru
kewajiban bagi bekas istri;
1 3 , Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
1 4. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tu4
15. Pencabutan kekuasaan wali;
16. Penunjukan onng lain sebagai wzli oleh pengadilan
dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
17. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak
yang belum cukup umut 18 tahun yang ditlnggal
kedua orang tuanya;
18. Pembebanan kewaiiban ganti kerugian atas hartz
benda anak yang ada dibawah keku^saaftnyz;
19. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapao
penagangkatao anak berdasarkan hukum Islam;
20. Putusan tentang hal penolakan pembetian ketenngan
untuk melakr:kan perkawinan campuran;
21. Pernyztazn tentang sahnya perkawinan yang terjadi
sebelum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
tentaog Perkawinan dan dilalankan menurut
peraturan yang lain.
Yang dimaksud dengan huru i "ekonomi slariah"
arlalah perbuatan ztaukeg1ztzn usaha yang dilalsanakan
menuut prinsip-prinsip syri'ah, antara lain meliputi:
1. Bank syari'ah;
2. Irmbaga keuangan mikro syari'ah;
3. Asuransi syati'ah;
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4. Reasuransisyati'ah;
5. Reksa dana syari'ah;





10. Dana pension lembaga keuangan syari'ah; dan
11. Bisnis syari'ah.3
Selain pasal 49 UU No. 3 ahun 2006, PA juga
mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara
sebagaimana di atur dalam pasal 50 dan 52..\ yainr:
Pasal 50
1) Ddam hal teriadi sengketa hak milik aau sengketa
lain dalam petkata sebagaimana dimaksud dalam
pasal49, khusus mengenahi obiek sengketa tersebut
harus diputus tedebih dahulu oleh pengdilan dalam
Iingkungan peradilan umum;
2) Apabila tetiadi sengketa hak milik sebagaimana
dimalcud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara
orang-orang yaog beragama Islam, obiek sengkea
tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-





"Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan
I Pciclasan tIU No 3 tahun 2006 tentaog ftrubahar atas Undang-tmdang
Nomor 7 ahua 1989 tcntang Peradilao Agama Pasal49;
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Agama unnrk sekaligus memutuskan sengketa milik atau
keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa
yang diatur dalam pasal 49 zpabila subiek sengketa
^rrtat 
orang-orang yang beragama Islam.
Hal ini menghindari upaya memperlambat atau
mengulur waktu penyelesaian sengketa katena alasan
adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut
sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan
adanya gugatan di Pengadilan Agama.
Sebaliknya apabila subiek yang mengaiukan
sengketa hak mi.lik atau kepet&taan lain tersebut bukan
yang meniadi subiek betsengketa di Pengadilan Agam4
sengketa di Pengadilan Agama ditunda r:nnrk menurggu
putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan
dilingkungan Peradilm Umum.
Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika
pihak yang keberatan telah mengaiukan bukti ke
Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di
pengadilan negri tethadap objek sengketa yang sama
dengan sengketa di Pengadilan Agama.
Dalam hat objek sengketa Iebih dari satu obiek
dan yang tidak tetkait {engan objek sengketa yang
diaiukan keberatanny4 Pengadilan Agama tidak pedu
menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa
yang tidak terkait dimaksud.a
Melihat pasal 49 dan 50 di atas, Pengadilan
seharusnya menyediakan layanan hukum terhadap
perkara-perkaa sebagaimana dimaksud dalam pasal
tersebut.
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Berdasar pada perjanjian keriasama antara
Pengadilan Agama kelas IA Kota Semarang dengan
I*mbaga Penyrluhan Konsulasi Dan Bantuan Hukum
Islam (I-PKBHI) tentang Rnyediaan Pembeti Bantuan
Hukum di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama
Kelas IA Kota Semarang, yang ditandatangani Pada
hari ini Selasa, tznggoJ 22 bulan Maret tahun 2011
bertempat di Pengadilan Agama Kelas I A Kota
SematangJl. Ronggolawe No. 6 Sematang 50149, oleh
DRS. JASTRUDDIN, SH, M.SI, NIp.19570208
198503 1 003, Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN
AGAMA lGlas I A Koa Semarang yang berkedudukan
di JI. Ronggolawe No. 6 semarang 50149 dan DRS.H. MUSAHADI, M.Ag, Direktur Lembaga
Penyuluhan Konsulasi dan Bantuan Hukum Islam
(LPI(BHD (rmb4ga Penyedia Layanan), dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama LPKBHI, yang
berkedudukan di JI. Prof. Dt Hamka Kampus III
Ngrliyr" Telp/Fak 02+ 7 601291., 7 624697 (hannn!
Semarang 50185. Dan perjaniian antara Ketua
Pengadilan Agama Btebes dengan Ketua LBH Brcbes
tertangal 4 Maret 201 1 Pada BAB III Pasal 3 disebutkan
bahwa:
1. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di ruang
Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama.
2. Pelayaoan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan
Agama sebagaimana yang dirriaksud dalam pasal (1)
adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi
Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian
fotmulir permohonan bantuan hukum, baotuan
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pembuatan suat gugatzn/permohonan, pembedan
Advis dan konsultasi hukum.
3. Pengaturan &n daftar pemberian Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud pzda zyat (2) a'dalah
sebagaimaoa yang disusun dalam perianiian
keriasama ini.
Dengan demikian layanan yang dibetikan kepada
masyatakat betkisar pada pelayanan bantuan pengisian
formulir permohonan bantuan hukum, bantuao
pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian
Advis dan konsultasi hukum.
POSBAKUM LPKBHI dalam memberikan iasa
lzyanan di Pengadilan Agama Sematang selama 8
(delapan) bulan mulai bulan April s/d Nopember 2011
adalah sebagai berikut:
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Berdasar tabel B.1 di atas menunlukkan bahvra
animo masyaakat terhadap layanan bantuan hukum
sangat tinggi untuk melihat frekwensi masing-masing
dapat dilihat dalam table bulaoan sebagai berikut:
5 Daa betsr.rmbet darilaporan pclaksanaan Pos Banhr.rr Hukum LPKBHI
bulan Nopembcr 2011.
Bulan Jenis Jasa Hukum Jrnlh
Informasi Konsultasi advis Pembuatan
surat gugatan/
permohon
April 128 80 18 184 410
Mei 112 69 26 158
Juni 2 172 174
J"li 8 4 153 168
Ag"t 18 21 7 78 124
Sept 30 29 10 183
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Tabel B.1
! J*is LalananJasa Bantuan Hukum





P rof I Pe h fu a ruan J as a L-ayr n P O S BAKU lvt
TabdB.2
Jenis IayaoanJasa Bantuan Hukum
Di PA Semarang Bulan April Tahun 201 16
TabelB.3
Jenis LayananJasa Bantuan Hukum
Di PA SemrangBulan MeiTahun2011?
No Jenis bantuan J,,-ral Frekwensi
1
158 43.290
2 Pemberian Advis 26 7.12%
3 Pemberian konsultasi 69 78.900
4 Pembedan informasi 1,12 30.68yo
Jurnlah 365 700,k
6 Daa bersumbet dari laporan pclaksarual Pos Bantuen Hukum LPKBHI
bulan Apdl 201 1 .
7 Daa benumbet datilaponn pclalsaruan Pos Bantuan Hukrm LPKBHI
bulan Mei 201 1-
No Jenis bantuan Jumlah Frekwensi
1
184 44.88'k
2 Pembedan Advis 18 4.39Yo
J Pemberian konsultasi 80 1,9.510k
4 128 37.Z2Yo
Jurnlah 410 100%
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Tabel B.4
Jenis I-ayananJasa Bantuan Hukum
Di PA Semarang Bulan Juni Tahun 20118
TabdB.5
Jenis LayananJasa Bantuan Hukum
Di PA Semarang BulanJuli Tahun 2011e
No Jenis banruan Jumlah Frekwensi
I
172 98.85%
2 Pe mberian Adyis 0
3 Pemberian konsu.ltasi 0
4 Pemberian infotmasi 2 '1.1,50
'174 1000k
Jenis banruan Ftekwensi
1 Pembuaan sutat permohonan
dan surat gugatan 153 91.07%
2 3 7.79%
3 4 2.380h
4 Pembe rian informasi 8 4.760h
Jumlah 168 7000




3 Dea bersumbet dati laporan pelaksaoaan Pos Bantuan Hukum LPKBHI
bulanJuni 2011.
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TabelB.T
Jenis l,ayananJasa Bantuan Hukum
Di PA Sematang Bulan September Tahun 201111
No Jenis bantuan Jumlah Ftekwensi
1 Pembuaan sutat permohonan
dan sutat gugatan 183 72.620h
2 Pemberian Advis 10 3.96"h
3 Pemberian konsu.ltasi 17.510h
4 Pembe rian informasi 30 '11,.904/0
Jurnlah 252 700,.4
t0 Data bersumber dari laporan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
LPKBHI bulan Agrstus 201 1 .
rr Data bersumber dari laporan pelaksanaan Pos Baotuan Hukutn
LPKBHI bula Seprcmbet 2011.
No Jenis bantuan Frekwensi
1 Pembuaan surat permohonan
dan surat gugatan 78 62.900A
2 Pemberian Advis 7 5.65%
3 Pemberian konsultasi 21 't6.93%
4 Pemberian hformasi 1,4.51,o/o
Jumlah 124
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'Tabel8.6
Jenis LayananJasa Bantuan Hukum





Prof I Pekksa naan Jasa l-alanan POS BAKUMI
TabelB.9
Jenis LayananJasa Bantuan Hukum
Di PA Semamng Bulan NopembetTahun 201113
No Jenis bantuan Jumlah Frelovensi
1 Pembuatan surat permohonan
dan surat gugatan 1,82 79.820
2 Pemberian Advis 5 2.1,90h
3 Pemberian konsultasi 25 1,0.96%
4 Pemberian informasi 16 7.020
Jumlah 228 100%
No Jenis bantuan Jumlah Frekwensi
1 Pembuatan surat permohonan
dan surat gugatan 186
2 Pemberian Advis 3 1.480
3 Pemberian konsultasi 8 3.97%
4 Pemberian informasi 7 3.470
Jumtah 202 1000k
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TabelB.8
Jenis I-ayanan Jasa Bantuan Hukum
Di PA Semarang Bulan OktobetTahun2)77l2
92.08%
12 Data bersumbcr dati laporao pclaksanaan Pos Banturn Hukum
LPKBHI bulan Okobct 201l.
It Daa bersumbcr dari laporao pelaksanean Pos Bantuan Hukum
LPI(BHI bulan Nopember 2011.
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Berdasar pada tabel B.2 s/d B 9 di atas menun-
iukkan bahwa masyatakat kota Semarang sangat
membutuhkan layanan bantuan hukum. Layzr.zr,
pembuatan swat gugaan/permohonan menempati
urutan pertama iumlahnya dari bulan ke bulan
berikutnya, tabel 8.2 mencapai 184 (44.88), B.3
mencapai 158 (43.29),8.4 mencapai 172 (98.85), 85.
Mencapai 153 (91.07), 8.6 mencapai 78 (62.90),8.7
mencapai 183 Q2,68), B.8 mencapai 182 Q9.82), dalr
8.9 mencapai 186 (92.08).
Menempati urutan kedua animo masyarakat
kebutuhan akao informasi tentang persayaraan dan cara
mengajukan gugatan/petmohonan di Pengadilan
Agama, sebagaimana tedihat dari tabel B.2 mencapai
1,28 Ql,.22),8.3 mencapai 112 (30.68), B.4 mencapai 2
(1.15), B5. Mencryar8 $.7 60/o),8.6 Menempati urutan
kedua adalah konsultasi masalah yang sedang mereka
hadapi dan bagaimana cara penyelesaiannya Mencapai
21 (1 6.9 3n, B.7 mencapai 30 (1 1.90), B. 8 Menempati
urutan kedua adalah konsultasi mencapai 25 (10,96),
B.9 Menempati uruan kedua adalah konsultasi mencapai
8 (3,9f . Menempati urutan ketiga adalah jasa konsultasi
kemudan terakhir bidang advis.
Untuk melihat peran Pos Bantuan Hukum terha-
dap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama
kota Semarang dapat di lihat dalam tabel berikut ini:
Sudi Euhatif Pelaksanaan POSBAKUM 1,27
Prof I Pelafuanaatt Jasa L4yanan POSBAKUM
TabelB.10
Laporan Perkara
Pengadilan Agama Semarang Tahun 201 1 ra
Berdasar pada table B.10 khususnya perkara
masuk di Pengedilan Agama Semarang dikaitkan dengan
jumlah perkata yang dilayani Pos Bantuan Hukum
LPI(BHI di Pengadilan fuama Semarang dapat tedihaq
bahwa andil Pos Bantuan Hukum sangat besar. Untuk
mdihat lebih mudah andil itu akan disampaikan dalam
bentuk tabel sebagai berikut:
t'Data diambil dad lapomn ahunan Pcngadilan Agema Semarang tahun
2011






1 Jm 638 25s 180
2 Pebt 713 243 208 748
3 Maret 748 zo+ 247 765
4 April 765 240 763
.) Mei 763 238 240 763
6 Jud 763 237 231 769
7 Juni 769 213 271. 709
I 8 Agu 709 1,20 198 631,
9 Sept 631 281, 203 709
10 Okt 709 293 236 764
11 Nop 764 174 245 793
1.2 Des 793 212 256 749
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Tabel8.11
Perbandingan perkata mzsuk di Pengadilan Agama
dengan yang dilayani POSBAKUM tahun 2011
Berdasar pada tabel B.11 tedihat bahwa jasa
layanan POSBAKUM memiliki andil yang sangat
besar. Dati bulan April s/d Nopember 2011
penyelenggaraao POSBAKUM setiap bulannya lebih
d^tr 65'/0 perkao yattg masuk di Pengadilan Agama
Sematang, pembuatan surat gugatan cerai gugat, dan
permohonan iiin ikrar t l,lr, hadhanah, isbat nikah,
pembetulan nama dalam akta nikah, wali adhal,
dispensasi nikah, penetaan atrli waris, poligami melalui
iasa POSBAKUM, dan bahkan pada bulan Nopember
mencapai 1,06.24% dari perkara yang dilayani
POSBAKUM.
Menurut Ashari, S.Ag bahwa masyatakat sangat
membutuhkan kehadiran POSBAKUM, tata-raa setiap
hadnya lebih dart 25 orarg yang datang ke POSBA-





1 Ap.iI 238 184 77 .31o/o
2 N{ei 238 66.390k
3 Ju.i 237 172 72.570h
4 Juni 213 153 77.83'
5 Agrt 120 78 65"h
6 Sept 281 183 65.120h
7 Okt 293 62.72%
8 NoP 174 186 06.890k
Jumlah 1794 1296 72.2404
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KUM di Pengadilan Agama Semarang, seringkali
mereka harus menunda unnrk esok hariny4 katena
keterbaasan tenaga dan waktu yahg tersedia- Setiap hari
kerja Hari Senin s/d Kamis dalam jadwal pelayanan
diberikan mulai iam 08.00 s/d jam 13.00 !WIB. Namun
karena banyaknya permintaan pelayanan, sehingga
petugas POSBAKUM datang lebih awal yaitu lam
07.00 s/d iam 15.00 WIB.'5
Masyarakat diberikan keleluasaan unruk
66ldapatkan jasa layanan secara gratis di POSBAKUM
Pengadilan Agama Semarang. Unnrk konsultasi dan
advis meteka anpa membawa persyaratan apapun tetap
dilayani, namun unhrk membuat sutat gugatan dan atau
surat permohonan diharuskan mengisi formulir yang
telah disediakan yaitu:
1. Fotmulir bedsi/perihal permohonan pelayanan
POSBAKUM yang ditujukan kepada I(etua
Pengedilan Agama Semarang. Dengan dilengkapai
foto kopi KTP dan akta nikah
2. Mengisi formulir surat pemyaaan tidak mampu dan
menandatanganinya-
Lebih lanjut Ashari, S.Ag. mengemukakan
bahwa masyarakat pengguna iasa POSBAKUM, baik
dari kdangan tidak mampu atau mereka yang metasa
tidak mampu sarna-sarna mengunakan jasa POSBA-
KUM. Petugas tidak dapat membatasi mereka,
15 Wawancata dengan Ashati, SAg salah satu Pctuges Posbakum dati
LPKBHI Ek. Syati'ah IAIN Walisongo Semarang di Pengadi.lan Agama
Scmaaag pada tanggd 8 Descmbcr 2011
I
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walaupun sudah a& ketentuan bahwa POSBAKUM ini
hanya diperuntukan bagi orang-orang yang tidak
mampu membayar iasa zdvokt. Ada masyarakat yang
bekerja sebagai pegawai BUMN, PNS dan pengusaha,
namun mereka menginginkan jasa POSBAKUM dan
bersedia mengisi dan menandatangani surat pemyataan
tidak mampu, sehingga petugas POSBAKUM tidak
&pat menolak mereka.16
Lryanzn POSBAKUM ridak hanya bagi
masyarakat yang tidak mampu dibidang hukum, tetapi
a& advokat yang katena belum menguasai pembuatan
gugatan tertentu meminta bantuan kepada
POSBAKUM, dengan modus memerintahkan kepada
seseorang untuk datang ke POSBAKUI\I, namuo katena
tidak membawa persyaratan sehingga ditunda,
kemudian karena ditunda advokat yang bersangkutan
datang sendiri ke POSBAKUM.IT
Untuk Pelayanan POSBAKUM di PA Btebes
berjalan selama 10 buian aau selama 208 hari. Untuk
melihat iurnlah perkata yang dilayani POSBAKUM PA
Brebes dapat dilihat secara sampling selama tiga bulan
terakir, yaitu bulan Septembet, Oktober dan Desember
2011 sebagai berikut:
16 Ibid
r' !0auancara dcngen Novita Dewi Masyitho, SH, MH, pctugas
POSBAKUM IIKBHI fek. Syadah IAIN Walisoogo Scmaang di Kaotor
pada taoggel 2 Descmber 201 1 .
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Tabel B.12
Jenis LayananJasa Bantuan Hukum
Di PA Btebes Bulan SeptemberTahun 201118
Berdasar data di atas menuniukkan bahwa
POSBAKUM di PA Btebes dalam bulan Septembet
membedkan pelayanar sebanyak 64 petkaa, yang
terditi dari 15 (23,44%) petkata permohonan
perceraian yang diajukan oleh pihak suami, 38 S9.37Yo)
petkara gugatan petceraian yang diajukan oleh pihak
istri, 6 (9.367Q perkara konsultasi tentang pengu.nrsan
petmohonan cerai talak, dar' 5 Q .81Yo) perkara
konsulasi gugatan perceraian dan yang mengajukan
permohonan cetai talak secara cuma-cu ma, (prodeo)
sebanyak 4 perkara Q6,67oQ.
'8 Daa bersumber dari laporan registcr Pos bantuan Hukum Bulan Sep.
tcmber 201 1, tetanggal 30 Septembet 201 1 .
I
I
No Jenis bantuan Jurnlah Frekwensi Prodeo Frekwensi
1 Permohonan
cerai tdak 15 23A4% 4 26,67%
2 Gugatan cerai 38 59.37o/n
3 Konsultasi
Ceai Talak 6 9.360h
4 Konsulasi
Gugat Cerai 5 7.81o/o
Jumlah 64 6,zyo
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TabelB.13
Jenis LayananJasa Bantuan Hukum
Di PA Brebes Bulan Oktobet Tahun 201 l te
Berdasar pada data di atas menunjukkan bahwa
POSBAKUM dalam bulan Oktober 2011 memberikan
pelayanan sebanyak 35 perkera., yang terdiri dad 12
(34.29'/r) perkara permohonan perceraian yang
diajukan oleh pihak suami, 1 0 (28. 57o/o) perk'zta gtgztart
petceraian yang diajukao oleh pihak istti, 5 (1,4.2904
perkara konsultasi tentang pengurusan petmohonan
cetai talak, dm 3 (8.57Y1 petkata konsultasi gugatan
perceaian, konsultasi hadbanab 1 Q.86oA perkara,
re Daa bcrsumber dati laporao registet Pos bantuan Hukum Bulan
Oktober2011, tertalggd 31 Oktober 2011.
t
No Jenis bantuan Jumlah Frekwensi Prodio Frekwensi
1 Permohonan
cerai talak 12 34.290k 3 25%
2 Gugatao cerai 10 28.570k 6 600/0
3 Konsulasi
Cerai Tdak 5 14.290k 3 60h
Konsultasi




nafkah anak 1 2.860h
7 Konsultasi
isbat nikah 3 8.57Yo
Junrlah 35 100l]h l5 42.860A
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konsultasi nafkah anak badbarah 7 Q.86%o) petkara
konsulasi permohonan isbat nikah 3 (8.57Yo) daayang
mengajukan permohonan ceni talak secara cuma-cuma
(pn de o) seb any ak 1 5 (A.86% ) perkara.
TabelB.1.4
Jenis LayananJasa Bantuan Hukum
Di PA Brebes Bulan Desember Tah un 2011n
Betdasat pada data di atas menunjukkan bahwa
POSBAKUM dalam bulan Desember 2011
memberikan pelayanan sebanyak 42 perkxa, yang
tetdiri dari 10 (23.81%) perkara petmohonan
perceraian yang diaiukan oleh pihak suarrr,l9 (45.24o/o)
perkara gugatan perceraian yang diaiukan oleh pihak
istt,4 (9 .52o/Q perkara konsultasi tentang pengurusan
permohonao cerai tzlak, dan 8 (19.05%) perkara
' 
Data bcrsumbcr &d lapoan rcgister Pos bantuao Hukum Bulao
Descmber 201 1, terunggal 30 Dcsembet 201 1 .
No Jenis bantuao Jumlah Frelrrvensi Prodio Frekwensi
1 Permohonan
cerai talak 10 23.810 3 31%
2 Gugatan cerai 1,9 45.240h 6 320h
Konsultasi
Cerai Talak 4 9.52% 3 75%
Konsultasi
Gugat Cerai 8 1,9.050h 3 37'
5 Konsultasi
hadhanah ,| 2.380h
Jumlah 42 1000h 15 35,7%
1.34 S trdi EtalraiiJ Pelaksanaar POSBAKIM
3
4
Prof I Pelak-sanaan Jav l-qtarun POSBAKLIIvT
konsultasi gugatan percetaian, konsultasi wali hakim
Q.86o/o) perkxa dan yang mengaiukan permohooan
cerai talak secara Cuma-Cuma (prodio) sebanyak 15
(35.7%) petkara.
Secara umum jar,t Leyenan POSBAKUM di
Pengadilan Agama Brebes dilayani setelah teqpenuhi
persyaratan sebagai bedkuc
1. Surat ketetangan tidak mampu dari Kepala Desa
2. Membuat surat perrlyataan yang betisi tentang i
ketidak- mampuan membuat surat gugatn/ p
permohonan dao juga tidak mampu membayar
advokat Oleh katena itu mohon kepa& Pos Bantuan
hukum I'ang bettempat di Kantot Pengadilan
Agama dapat membuatkan surat gugatatf
permohonan dimaksud.
3. Membuat Surat Pernyataan tidak mampu untuk
membayat jasa bantuan hukum, sehubungan dengan
permohonan/gugatan cerai di PA Brebes, surat ini
ditao&targani oleh yang betsangkutan dan dikeahui
oleh Ketua PA Brebes
4. Membuat surat petrnohonan yang dituj'''Lan L.O^6.
IGtua PA Brebeq yang isinya pengajuan permohonan
untuk mendapatkan layanat iasz bantuan hukum
yang berada POSBAKUM Pengadilan Agama
Brebes, dengan melampirkan foto kopi KTP, akta
Nitah dan Kamr Keluarga.
Untuk melakianakan tugas yaog demikian maka
POSBAKUM bekeria berdasar atas ketentuan sebagai
bedkut:
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a. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari
dan jam kerla yang telah ditentukan.
b. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum
untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan
sesuai dengan jam kerja.
c. Menentukan furnlah pemberi bantuan hukum yang
akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
d. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum
dan sistem pengaturan roasi para petugas pemberi
bantuan hukum, serta mengajukan ke Ketua
Pengadilan Agam a.
e. Berhak mendapatkan sarana prasarana serta imbalan
jast
f. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas
pelayanan hukum dan meiapotkannya kepada Ketua
Pengadilan Agam 
^.g. Menyiaplan berbagai sarana p€ndukung pelalsanaan
tugas
B. Sebaran Petkara LayananJasa POSBAKUM
Jasa layanan POSBAKUM di Pengadilan
Agama Sematang dan Pengadilan Agama Brebes
didominasi perkara percetaian. Percetaian dibedakan
zntata cera talak dan cerai gugat. Cetai talak lazim
disebut iuga sebagai permohonan ijin ikrar talak yang
diaiukan oleh suami, sedangkan cerai gugat diajukan
oleh pihak istri.
Adapun langkahJangkah pengaiuan cetai talak
yang dilakukan Pemohon (Suami) adalah sebagai
berikut:
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1. Mengalukan permohonan secan tern:lis atau lisan
kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
@asal 118 HI& 142 R.Bg jo Pasal 66 UU No. 7
Tahun 1989);
2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petuniuk
kepada Pengadilan Agama tentang tzt^ c^ra
membuat surat permohonan @asal 119 HIR" 143
R.Bg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjaog tidak
merubah posita dan petitum.Jika Termohon telah
men jawab surat permohonan ternyata ada
perubahan, maka perubahan tersebut harus atas
persetuiuan Termohon.
4. Petmohonan tersebut diaiukan kepada Pengadilan
Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat
kediaman Termohon @asal 66 ayat (2) UU No. 7
Tahun 1989);
5. BilaTetmohon meninggalkan tempat kediarnan yang
telah disepakati betsama tanpa izin Pemohon, maka
permohonan hatus diajukan kepada Pengadilan
Agama 1'ang daetah hukumnya meliputi tempat
kediaman Pemohbn @asal 66 ayat (2) UU No. 7
Tahun 1989);
6. Bila Termohon berkediaman di Iuar negeri, maka
permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
Pemohon @asal 66 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989);
7. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman
di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada
Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi
temPat dilangsungkannya petkawinan atau kepada
Studi E,4httif Pehksanaan POSBAKLIM 't37
Prof I Pela/uaman Jasa L-aynat POSBAKIJM
Pengadilan Agama Jakarta Pusat Qasal 66 ayat (4)
UU No. TTahun 1989).
Sedangkan angkah-langkah peogafuan cerai
gqat 
,%ng harus dilakukan Penggugat (stri) adalah
sebagai berikut
1. Mengajukan gugatan secara tertulis aau lisan kepada
Pengadilan Agama/Mahkamah Spfiyah @asal 1 18
HI& 142RBs)
2. Gugatan tersebut diafukan kepada Pengadilan
Agama Brebes:
a- Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat
diaiukan kepada Pengadilan Agama yang daerah
hukumnya meliputi tempat leak benda tersebut
Bila benda teap tersebut terleak dalam wilayah
beberapa pengadilan egama,, makz gugatan
dapat diajukan kepada salah satu Pengzdilan
Agama yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 1 18
HI& 142RBg).
b. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat
kediaman di luar negeri, maka gugatan diaiukan
kepada Pengadilan Agama yang daerah hukum-
nya meliputi tempat petkawinan dilangsungkan
atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat
@asal 73 ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
3. Membayar biaya petkara @asal 121 ayat (4) HIR,
145 apt (4) RBg. jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989),
bagi y""g tidak mampu dapat berpetkara secala
cama-cuma (prodeo) Qzsal237 HI& 273 RBg).
4. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri
sidang pemeriksaan berdasatkan panggilan
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Pengadilan Agama Brebes Qasal 1,21 , 1.24, dan 1.25
HI& 145 RBs).
Adapun proses penyelesaian petkara
meliputi:
1. Penggugat atau kuasaoya mendaftarkan gugatan ke
Pengadilan Agama Brebes.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilao
Agama Btebes untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapanpersidangan:
a. Padt pemeriksaan sidang pettama, hakim
berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewaiibkan
kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh
mediasi (?ERMA No 2 Tahun 2003);
c. ApabiJa mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan
petkara dilaniutkan dengan membacakan surat
gugatzrq fawabarl jawab meniawa\ pembuktian
dan kesimpulan. Dalam ahap iawab menjawab
(sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengaiu-
kan gugatan tekonvensi (gugat balik) Qzszl132
Hi& 1s8RBs).
Langkah-langkah yang harus dilakukan
Penggugat (Istrf atau kuasanya:
1. Mengaiukan gugatan secara ternrlis atau lisan
kepada:
- Pengadilan Agama (?asal 118 HI& 142 R.Bg jo
Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989);
- Penggugat dianjrukan untuk memiota petuoiuk
kepada Pengadilan Agama tentang tat^ c r^
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membuat surat gugaan (Pasal I 1 8 HIR, 1 42 RBg
io. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989);
- Surat gugatan dapat dirubah sepaniang ridak
merubah posirz dan petitum.Jika Tergugat telah
meniawab surat gugaan temyaa ada perubahan,
maka perubahan tersebut harus atas persetuiuan
Tergugat.
2. G,tgatan tersebut diaiukan kepada Pengadilan
Agama Brebes:
- Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman
yang telah disepakati benama anpa izin Tetgugag
maka gugaan diajukan kepada Pengadilan Agama
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman
Tergugat (Pasal73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989
io Pasd 32 ayat Q) IfU No. 1 Tahun 1974);
- Bila Penggugat bertempat kediaman di luat neged,
make gugaan diajukan kepada Pengadilan Agama
yarg daemh hukumnya meliputi tempat kediaman
Teryugt @asal73 ayat (2) UU No.TTahun 1989);
- Bila Penggugt danTergqlt bertempat kediamao
di luar negeri, maka gtgatzn diaiukan kepada
Pengadilan Agzmz yzng daetah hukumnya
meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau
kepada Pengadilan AgamaJakata Pusat (Pasal 73
ayat (3) UU No.7 Tahun 1989).
3. Petmohonan tersebut memuat:
a. Nama, umut, pekeriaafi, 
^g m^ dan tempatkediamao Pemohon dan Termohon;
b. Posita (faka kejadian dan faka hukum);
c Petitum (trd-hal png dituntut berrdasarkan posia).
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4. Gugaan soal penguasan anak , ofikah atak, nafkah
istri dan harta bersama dapat diaiukan bersama-sama
dengan gugatan perceraian atau sesudah Putusan
perceraian memperoleh kekuaan hukum tetap @asal
86 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
5. Membayar biaya petkara (?asal 121 ayat (4) HIR,
145 ayat (4) RBg.Jo Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989),
brgr y^g tidak mampu dapat belperkata secara
curta-cnma (prodeo) Qasal237 HIR" 273 R.Bg).
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri
persidangan betdasarkan panggilan Pengadilan
Agama/Malrkamah Syarlah @asal 121, , 124, dan 1,25
HIR, 145 R.Bg).
Sebagaimana telah disebutkan dalam
pembahasan sebelumnya bahwa Perkara Petceraian
mondominasi layananJxa POSBAI(UM di Pengadilan
Agama Semarang dan Btebes. Untuk sebaran perkara
di PA Brebes tedihat dalam table 8.12,13 dan 14 di
atas, sedangkan untuk di Pengadilao Agama Semarang
pada pembahasan sebelumnya sudah disampaikan
secara runum, untuk lebih terperincinya disalikan atau
diuraikan sebagai berikut.
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Tabel C.1
Sebatan perkaraJasa POSBAKUM
Pengadilan Agama Semarang bula nMd 201721
Berdasar pada abel C.1 menuniukkan bahwa
POSBAKUM LPKBHI Fakultas Syatia'h IAIN
lTalisongo Sematang dalam bulan Mei 2011
memberikan pelayanan perkara yang didominasi oleh
perkara petceraian 153 (41.92n, yang terdiri dari
permohonan ceru u,lak 56 (1*4n petkata, petkata
ceta gogat9T Q6.5870), disusul jasa layanan informasi
112 Q0.68o4, kemudian urutan ketiga ditempati iasa
layanan konsultasi 69 (18.8070), kemudian advis 26
01204, iiin poligami sebanyak 2 (0.55oh), d.an
2r Data diperoleh dad buku registcr perdafuren layaneo POSBAKLIM
LPI(BHI di PA Scmareng.
No Jenis bantuan Jumlah Frek.vensi
1 Permohonan cerai tdak 56 5.340
97 6.58o/o
3 Permohonan Perubahan nama 1 0.27o/o
4 Ijirt Poligami 2
5 Dispensasi nikah
6 Hadhanah 1 0.270
7 Informasi 112 0.680
8 Konsulasi 69 8.900
9 Advis 26 7 .7?0h
Jumlah 365 100%
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pembuatan surat Permohonan Perubahan nama,




Pengadilan Agama Semarang bulan Juru 20112
Berdasar pada tabel C.2 dapat dikemukakan
bahwa selama bulari Jvri. 20ll ixalayananPOSBAKUM
di PA Semarang menempati angka tettinggi masih jasa
masalah perceraian, cerai gugat seb arryzk125 (60.970/o),
kemudian petkara cerai talzk 52 (2*60A perkara,
disusul petmohonan konsultasi 20 (9.767"), disusul
Permohonan Perubahan nama 4 (1.9570), ijin poligami
2 (0.970/o) dan terakliir dispensasi nikah dan wali adhol
masing-masing 1 (0.49o/o) petkan.
2 Data dipcrolch dari buku registet pctdaftaao layanaa POSBAKUM
LPKBHI di PA Semarang
No Jenis bantuaa Jumlah Frekrvensi
Permohonan cerai talak 25.36yo
2 Gugatan cerai r25
I Permohonal Perubahan nama 4 1.95"A
4 Ijin Poligami 2 0.970h
) Dispensasi nikah 0.487'/o
6 Konsultasi 20 9.760h
7 V'ali Adhal 1
205 100%
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Berdasat pada tabel C.3 dapat dikemukakan
bahwa selama bulan Oktobet 2077 ja.sa layxnn
POSBAKUM di PA Semarang, menempati angka
tertinggi masih iasa masalah perceraian, cerai gugat
sebanyak 108 (47 37oA, kemudian petkara cetai talak
71 (31.14%) perkara, kemudian pcrmohonan
konsulasi 25 (10.9670), disusul InformasiT6 Q.02o/o),
kemudian adis 5 Q.19Yo), dan terakhir Dispensasi
ntk^h 3 (l.32Yl perkara-
Jenis bantuan Jumlah Frekwensi
1 Permohonan cerai talak 71 31.14%
2 Gugatan cerai 108 47.370h
3 Informasi 16 7.02.h
4 Konsultzsi 25 10.960
5 Dispensasi nikah 1.320A
6 5 2.19yo
J"",l"h 228 100%
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Tabel C.3
Sebaran perkaraJasa POSBAKUM
Pengadilan Agama Semarang bulan Oktober 201 1u
a Daa diperoleh dad buku register pcrdaftaur layaaan POSBAKUM
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hukum setiap orang ditzoggtp sana (eq*iy befon the law),
sehingga setiap orarg berhak mendap adanlayoaztyang
sama dihadapan hukum. Untuk itu betdasarkan SK
KMA-RI No. 1-144IKMA/SK/I/2011 tanggal 05
Januari 201 1, disebutkan bahwa para pencari keadilan
memiliki beberapa hak yang sama sebagai berikut:
a. Tata czte *au prosedur beracara di pengadilan dan
upaya hukum atas putusan pengadilan.
b. Besarnya biaya proses beqperkara di pengadilan.
c. JadrvalPersidangan pengadilan.
d. Perkembangao keadaao perkara-
e, Tata cattberacaa secaruprodeo (cuma-cuma).
f. Mendapatkan Bantuan Hukum.
g. Memperoleh salinan putusan pengadilan.
b- Mengalukan keberatan atas peleyanao informasi
pengadilan.
i. Pengumuman pengadaan barang dan jasa di
pengadilan.
i. Prosedur peringetan dini dan prosedur evakuasi
keadaan darurat di pengadilan.
k. Pengumuman penerimaan calon pqawai baru di
Iingkungan Mahkamah fu ung RI.l. Petaturan perundang-undangan produk Mahkarnah
AgungRI.
m. Informasi tentang data kepegawaian pegawai
peogadilan.
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Untuk mendapatJ<an hak mereka, para pencari
keadilan dibenturkan dengan beberapa faktor, faktot
ketidaktahuan meteka kepada siapa mereka harus
bertanya, dimana tempat mereka bertanya, faktor
Enansial, faktot keterjangkauan lvaktu dan tenaga, dan
lain sebagainya-
Keterbatasan SDM di Pengadilan Agama
menjadi problem bzgi paru pencati keadilan yang
menginginkan mendapatkan hak sebagaimana diatur
dalam SEMA di atas, sehingga untuk pata pencari
keadilan sedngkali tidak tuntas dalam.mendapatkan
layanan.
Kehadiran POSBAKUM sangat membanru
proses pengadilan dalam menyelesaikan perkata yang
dihadapi oleh para pencari keadilan,.mengingat tugas
yang selama ini diemban oleh pengadilan dapat diambil
alih oleh POSBAI(UIv! utamanya dalam hal pembuatan
surat gugatan, surat permohonan dan konsultasi serta
advis.
2. Masyarakat
Bagi masyarakat kehaditan POSBAKUM
bagaikan angin segar, masyatakat sangat mendukung
keberadaan POSBAI(UM, utamanp bagi masydrakat
yang tidak mampu membayat jasa advokat dan atau
biaya perkara-
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n Informasi tentang agenda keria pimpinan
pengadilan.





Hak atas bantuan hukum sesungguhnya telah
diterima secara univetsal yang dijamin dalam Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dao Politik
(Intenatimal Cotmart or Ciyil ail Pobtical &g/r (ICCPR) .
Dalam Pasel 16 dan Pasal 26 ICCPR dinyatakan bahwa
semua orang berhak memperoleh pedinduogan hukum
serta harus dihindatkan dari segala bentuk diskdminasi.
Sedangkan Pasal 1 4 ayat (3) ICCP\ membetikan syarat
tetkait bantuan hukum yaitu: 1) kepeotingan-
kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar
Advokat.
Dalam ketentuan Pasal 1 zyat (3) Uodang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahuo 1945
ditegaskan bahwa 'Negata Indonesia adalah negara
hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan
melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu
termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggxa n
pemberian bantuan hukum kepada watg reg t^
merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus
sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan
melindungi serta meniamin hak asasi warga negara akan
kebutuhan akses tethadap keadilan (access tojustin) dan
kesamaan di had zpanhvktrn (equlig before the lat) .
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Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum
mendapatkan perhatian secara memadai. Padahal
idealnya negara harus memiliki ketentuan normatif
penyelenggaraan Bantuan Hukum yang bisa menjadi
dasar bagi negara untuk menjamin warg negarz
khususnya bagi orang aau kelompok orang miskin
untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di
hadapan hukum.
Selama ini, pemberian bantuan hukum yang
dilakukan belum banyak menyentuh orang atau
kelompok orang miskin, sehingga mereka kesu.litan
untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh
ketidakmampuan meteka untuk mewujudkan hak-hak
konstitusional mereka. Keberadaan Pos Bantuan
Hukum (POSBAKUI\,D di Pengadilan Agama dalam
hal ini menjadi sangat strategis sebagai instrumen untuk
peniaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau
kelompok orang miskin dalam mencari keadilan.
Meskipun demikian, sebagai produk baru Pos
Bantuan Hukum Pengadilan Agama di Jawa Tengah
masih menghadapi berbagai ptoblem, baik menyangkut
ptoblem non iudisial maupun ptoblem judisial.
Problem-problem tersebut dapat disimak dalam uaian
berikut ini:
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A- Problem NonJudisial
1. Fasilitas
Progtam Pos Bantuan Hukum atau sering
disebut dengan POSBAKLIM merupakan hal png baru
dan yang pertama pada tahun 201 1, sehingga dari segi
kesiapan sarana-prasarana masih sangat kutang dati
P ro bh mPc laks anaan POS L4KUM
sempuma. Pengadilan sudah berusaha secata maksimal
untuk menyiapkan tempat yang rePresentatii tetaPi
mengingat terbatas ruang yang ada dan dana yang tidak
teralokasikan sehingga Pengadilan Agam a memznfaat-
kan ruangan yang sudah ada.
. Di Pengadilan Agama Sematang ruang yang
digunakan untuk POSBAKUM adalah ruaog tunggu.
Ruangan ini meniadi satu dengan ruangan yang
digunakan unnrk ruang tunggu pendafaran perkara.
Dalam ruangan ini tersedia tiga meja dan enam kutsi,
tiga kursi untuk pemberi iasa bantuan hukum dan tiga
kursi yang lain digunakan untuk mereka yang
menginginkan iasa POSBAKUM. Bagi yang menunggu
giliran harus anui duduk benama-sama dengao mereka
yang hendak mendaftar perkara dan atau layanan lain
dari Pengadilan Agama.
Melihat keberadaan ruangan yang dapat
dikatakan bersifat umum dan tetbuka, sehingga
seringkali masyatakat merasa kutang tenang dan tidak
bisa menyampaikan petsoalan perkatanya 5s6ar2 dgtail,
karena mereka merasa malu atau tidak nyaman apabila
perkaranya diketahui orang lain.
Ruangan yang berukuan kurang lebih 4x5 m2
digunakan untuk kegiatan POSBAKUM dan layanan
umum Pengadilan Agama Sematang, seperti
pendaftaran perkara, pendaftatan surat kuasa,
pengambilan putusan, pengambilao sisa perkata,
penambahan biaya paniat perkara dan konsultasi tenang
persidangan dan lain-Iain. Juga pendaftann perkara di
PA Semaang harus antd, sehingga menjadikan ruangan
penuh orang setiap harinya.
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Adapun ruang POSBAKUM di Pengadilan
Agama Brebes diberikan nrangan khusus berukuran
kuang lebih 3x3 m2, dida.lamnya ada 2 meja dan 4 kursi
dan peralatan kantor komputer, printer dan lainnya.
Masyarakat yang membutuhlan iasa POSBAKUM
tidak tedalu banyak sehingga ruangafl tenebut masih
mencukupi, dan terkesan longgat
2. \faktu
Pelayanan POSBAKUM di Pengadilan Agama
Semarang diberikan pada hari ketia, mulai hari Senin
hiryz hari Kamis Untuk hariJumat tidak ada pelayanan
iasa POSBAKUM. Pelayanan POSBAKUM pada
&samya diberikan sesuai iam kerja, namun kenyataan-
nya seringkali diberikan mulai iam 07.00 s/d 15.00
WIB. Hal itu dimaksudkan kzten* para pencari jasa
layanan sudah antri sejak pagi, sehingga petugas
POSBAKIJM harus memberikan lasa pelalanan sampai
semua yang membutuhkan tedayani semuanya-
Adapun yang bettugas membetikan iasa
POSBAKUM setiap harinya beriumlah 3 omng mereka
bernrgas secara bergantian. Hari Senio yang bem:gs
Drs. Taufik CH.MH., As'adul Yusrq SHI. dan Agus
Salim Ridwan, SHI. Hati Selasa Dts. H. Eman
Sulaeman, MH., Iman Fadhilah, SHI.,M.S.L dan Agus
Salim Ridwan, SHI. Hari Rabu Moh. Ari6n, S.Ag.,
M.Hum., Ashari, S.Ag. dan Agus Salim Ridwan, SHL,
Hati Kamis Drs. H. Nur Khoirin, MAg., Novita Dewi
Masyithoh, SH.,IvIH. dan Agus Salim Ridwan, SHI.
Untuk waktu pelaksanaan POSBAKUM di
Pengadilan Agama Brebes dilakukan setiap hari ketja,
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mulai hari Senin hingga hariJumaq iam 09.00 s/d 14.00
'0718
Berdasar padz daftar hadir LBH Brebes di
POSBAI{UM Pengadilan Agama Brebeq bahwa setiap
harinya mereka yang berqgas memberikan iasalayanaa
sebanyak 4 (empat) orang secara bergantiarq dengan
j adwal sebagaimana terlampir
3. Sosialisasi
Keberadaan Pos Bantuan Hukum sangat
membantu bagi masyatakat yang kurang mampu
dibidang finansial dan atau yang tidak tahu tentang
hukum. POSBAKUM sebagai program baru belum
banyak diketahui oleh masyztakag sehingga masyarakat
belum banyak memanfaatkan POSBAKUM dalam
proses penyelesaian petkara mereka.
Menurut sebagian besat masyarakat yang dataog
di Pos Bantuan Hukum mengatakan bahwa mereka
pada mulanya tidak mengeahui Pos Bantuan Hukum
sebelum datang ke Pengadilan Agama. Irbih dati itu
meteka juga tidak tahu apa itu POSBAKUM, jasa apa
yang akan diberikan POSBAKUM kepada mereka-
Setelah berfalannya waktu, banyak masyarakat
yang mengeahui POSBAKUM melalui informasi yang
diberikan oleh para pengguna POSBAKUM
sebelumnya, sehingga informasi itu sangat efektif.
Mereka banyak yaog niengetahui layanan POSBAKUM
melalui mekanis me "getbok t llaf' .
Bapak Mahendra, SH. mengatakan bahwa
sebelum POSBAKUM dilaksanakan telah diadakan
sosialisasi POSBAI{LIM dengan cara mengundang pata
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Kepala Desa di Pengadilan Agama Brebes. Dengan
sosialisasi tersebut dihatapkan Kepala Desa sebagai
ujung tombak penyelesaian petkara di tingkat desa
mampu memberikan informasi kepada masyarakatny4
bahwa apabila petkara sudah tidak dapat diselesaikan
secara kekeluargaan dapat diselesaikan di pengadilan
dengan dibantu oleh POSBAKUM seca'ra cuma-cuma
bagi mereka yang tidak dapat membayar iasa advokar
B. ProblemJudisial
1. Penentuan kategori masyarakat miskin
Bantuan hukum adalah media bagi warga negara
yang tidak mampu untuk dapat mengakses terhadap
keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara
konstitusional. Masalah bantuan hukum meliputi
masalah hak warga negara secara konstitusional yang
tidak mampu, masalah pemberdayaan warga negara
yang tidak mampu dalam akses tethadap keadilan, dan
masalah hukum faktual yang dialami warga negara yang
tidak mampu menghadapi kekuatan neg r^ secat^
struktural
Disamping itu, pemberian bantuan hukum iuga
harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari
kewaiiban warga negara lain yang mempunyai kemam-
puan dan kompetensi dalam memberikan bantuan
hukum bagi warga negara yang tidak mampu Pembedan
bantuan hukum, mempunyai manfa.at besar bagi
perkembangan pendidikan penyadaran hak-hak watga
negata yang tidak mampu khususnya secara ekonomi,
dalam akses terhadap keadilan, seta perubahan sosial
masyarakat ke atah peningkatan kesejahteraan hidup
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dalam semua bidang kehidupan berdasarkan keadilan
sosial bagi seluruh ralryat Indonesia.
Pada asasnya mencari keadilan di pengadiJan
dibutuhkan biaya, sehingga seringkali masyarakat yang
tidak mampu secata ekonomi mengalami kendala uotuk
mendapatkan keadilan, belum lagi jika dihadapkan
dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar
iasa advokat, sehingga nyaris mereka tidak dapat
mendapatkan keadilan dalam persoalan yang mereka
hadapi.
Pos Bantuan Hukum adalah ruang yang
disediakan oleh dan pada Pengadilan Agama bagi
pembed bantuan hukum dalam memberikan layanan
bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum
dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum,
pembuatan surat gugatan dan permohonan.
Pemohon bantuzn hukum adalah pencari
keadilan yang terdiri dari otang perseorangan atau
sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu
membayar jasa advokat dan atau tidak mampu
membayat biaya pe*ara sebagaimana diatut dalam
Lampiran B SEMA No.10/2010 tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Hukum, yang memedukao bantuan
untuk menangani dan menyelesai La n perkara hukum di
Pengadilan Agama.
Untuk itu POSBAKUM ddam menjalankan
pemberian pelayanan didasarkan pada prinsip keadilan,
non diskriminasi, ketetb.kaan, akunabilitas, kepekaan
geoder, perlindungan bagi masyatakat miskin dan
terpinggirkan, dan perlindungan khusus bagi kelompok
penyandang disabilitas, dan pedindungan analc
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Sedangkan prosedur pelayanan yang dilakukan
setelah formulir diisi pemohon bantuan hukum dengan
melampirkan:
a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKT@ yang
dikeluarkan oleh Lurah aau kepala Desa; aau
b. Sutat Keterangan Tuniangan Sosial lainya seperti
Kattu Keluarga Miskin (I(KI!, Kattu Jaminan
Kesehatan Masyatakat famkesmas), Kartu Prognm
Keluarga Hatapan ("KII), dan Kartu Bantuan
Langsung Tunai @tI); aau-
c. Surat pernyataan tidak mampu membayar iasa
advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh
pemohon banruan hukum dan diketahui oleh Ketua
Peogadilan Agama.
Betdasar hal tersebut betarti, masyarakat yang
dapat mengakses jasa POSBAKUM hanyalah mereka
yang tidak mampu, baik yang tidak mampu membayar
biaya perkata dan atau yang tidak mampu membayar
jasa advokat.
Dalam prakteknya petugas POSBAKUM
kesulitan menolak masyarakat yang sebenarnya secara
finansial mampu membayar jasa advokag sepeni mereka
yang bekeria sebagai pegawai BUMN, PNS, pegawai
lank, peiabat pemetintah dan pengusaha, namun karena
mereka mau mengisi dan menandatangani surat
pemyataan tidak mampu membayar iasa advokat dan
diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama, sehingga
mereka juga teap dilayani oleh POSBAKUM.I
I Wawancara deogao Iman Fadhilah, S.H.I., NI.S.I. petugas posbakum
I-PKBHI IAIN lfalisongo Semanng, pada anggd 1 t Nopembcr 2011
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Hal senada telah dikonfumasikan dengan bapak
salah seorang dari Pengadilan Agama, orang tenebut
mengatakan selama pencari bantuan POSBAKUM mau
mengisi dan menandatangani pemyaaan tidak mampu,
maka ia akan dilayani. Dengan demikian secara legal
formal persyatatan tersebut mudah dipenuhi oleh
siapapun, baik yang mampu secara finansial mauPun
yang tidak memiliki kemampuan, katena persyatatan
tersebut formulirnya sudah disiapkan, hanya dengan
mengisinya kemudian dikumpulkan dan yang
memintakan tandatangan persetuiuan dari ketuan
Pengadilan Agama adalah petugas POSBAKUI\I A.kan
meniadi lain cetitanya apabila petsetujuan dari Ketua
Pengadilan Agama yang meminta adalah penguna iasa
POSBAKUM secara langsung. Tentunya meteka yang
metasa ditinya mampu membayar iasa advokat akan
enggan, meminta tanda tangan persetuiuan dari ketua
Pengadilan Agama.
2. Perkarz-perkata yang komplek
Menurut Novita Dewi Masyithoh perkara yang
dikonsultasikan, dan dimintakan bantuan pembuatan
gugatan dan atau permohonan sifatnya masih
sedethana, petsoalan yang sedng diaiukan betkisar pada
persoalan pembuatzn gqatan/Permohonan perceraian,
hadhanah, dispensasi nikah, poLigami, wali adhal,
pembenrlan nama dalam surat nikah, pengangkatan
anak, hak asuh, dan adopsi.
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Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh
As'adul Yusro S.HI,'z sehingga hampir tidak ada kendala
yang dihadapai oleh petugas Pos Bantuan Hukum.
Dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh
pemberi jasa POSBAKUM maka tidak ada kendala
aPaPun.
2 Wavancara dengan Imaa Fadhilah-, M.S.I, pctugas POSBAKUM
LPKBHI IAIN Wdisoogo Sonarang pada taoggal 1 1 Nopember 201 1 .




Kesimpulan penelitian mengenai Studi Evaluatif
Pelaksanaan POSBAKUM ini adalah sebagai berikut:
1. Meskipun POSBAKUM merupakan ptogram baru
dari Mahkamah Agang yzrrg dtla u t c h i ng pertzmzkak
pada ahun 201 1, namun secara runum pelaksanaan-
nya di Pengadilan Agama diJawa Tengah sangat baik
Hal ini setidaknya bisa dilihat melalui indikator-
indikator sebagai berikut 1) Sumber Daya Manusia
(SDI\! yang menangani layanan POSBAKUM di
Pengadilan Agama di Jawa Tengah adalah otang-
orang yang memiliki kompetensi akademik dan
kompetensi ptofessional di bidang praktek hukum.
Meskipun untuk POSBAKUM di PengadilrnAgama
Brebes, seluruh petugasnya berlatar-belakang
pendidikan hukum, dan tidak satupun yang bedatar
belakang pendidikan slati'ah, 2) Potsi, cakupan dan
sebaran perkara layanan POSBAKUM di Pengadilan
Agama di Jawz'Teogah yang sangat besar dan
betagam mencakup hampit semua perkata yang
meniadi kompetensi Peradilan Agama
2. Layznan POSBAKUM di Pengadilan Agama diJawa
Tengah terladap pembangunan hukum sangat besaq
terutama bagi masyarakat pencari keadilan yang
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tidak mampu. POSBAKUM ini disamping berkon-
tribusi dalam layanan hukum juga berkonttibusi
dalam pendidikan hukum dan pemberdal'aan masya-
rakat. Bag! lembaga Pengadilan, layanan POSBA-
KUM ini sangat membantu percepatan proses
penanganan perkara, mengingat layanan ini sebelum-
nya dilakukan oleh SDM yang sangat terbatas.
3. Problem-ptoblem yang muncul dalam layanan
POSBAKIIM di Pengadilan Agama diJawa Tengah
mencakup dua kategori yakni problem non iudisial
dao problem iudisial. Problem non iudisial paling
uama addah tetbaasnya fasilias layanar\ temtama
tempat yang kurang layak untuk pemberian layanan
POSBAKUM. Sedangkan ptoblem judisial yang
dihadapi menyangkut penentuan kztegori miskin dan
bantuan hukum untuk perkata-perkaru, y^ng
kompleks.
B. Rekomendasi
Berdasarkan temuan penelitian, maka beberapa
hal yang bisa dkekomendasikan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk bisa menyelami tehnis hukum yang menjadi
kompetensi Peradilan Agama, maka Lembaga yang
diamanati untuk melaksanakao layanan POSBA-
KLIM di Pengadilan Agama supaya menyediakan
petugas yang berlatar-belakang pendidikan syari'ah,
bukan semata-mata sarjana hukum umum.
2. Masyxakat yang datang ke POSBAKUM pada
umumnya adalah meteka yaog membawa masalah,
konflik atupun
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Sengketa. Pada tingkat tertentu mereka seringkali
memiliki hambatan psikologis untuk mengutarakan
masalah yang mereka ha&pi. Mereka membunrlrkan
suasana yang nyarnan untuk mengutarakao problern,
konflik maupun sengketa yang mereka hadapi. Untuk
kepentiogan ini, maka Pengadilan Agama perlu
menyediakan tempat yang representatif untuk proses
konsultasi dan pembedan jasa Iayanan POSBAKUM
lainnya.
3. OIeh karena sebaran perkata layar.al: sebagian
besarnya menyangkut lembaga perkawinan, maka
petugas POSBAKUM periu untuk menyisipkan
pesan-pesan moral penguatan lembaga perkawinan
dalam proses pemberian layanan POSBAKUI{. Hal
ini dirasa penting untuk menumbuhkan kesadaran
akan pentingnya lembaga perkawinan dan penguatan
rumah tangga.
4. Uotuk efektifitas POSBAKUM, Pengadilan Agama
dan Lembaga Pelaksana POSBAKUM perlu
meninjau ulang iurnlah petugas lal,anan POSBA-
KUM agat sebanding dengan besatnya iumlah
masyatakat pengguna layanan iasa POSBAKUM.
Rasio yang ideal mengenai hal ini akan sangat
berdampak pada efektifitas dan kenyamanan serta
kualitas layanao POSBAKLAn.
5. Oleh karena masih banyaknya masyarakat yang
belum mengetahui dan memahami POSBAKIIM,
maka pengadilan Agama Perlu meningkatkan
sosialisasi mengenai layanan POSBAKUM id, baik
melalui media cetak maupun elekttonik sera media-
media lain yang relevan.
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Kebijakan negara datam pembangunan hukum memberi
penekanan pada semakin pentingnya akses ke pengaditan bagi
masyarakat miskin dan termarjinatkan. Negara juga semakin
mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi
pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.
Concern pembangunan hukum yang berorientasi pada
pemerataan keaditan tersebut ditegaskan oteh Undang-Undang
Dasar 1945 pasat 28 D (1) yang menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian
hukum yang adit serta pertakuan yang sama di hadapan hukum.
Jaminan negara ini kemudian dijabarkan datam berbagai UU dan
peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap
hukum dan keadilan.
Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam
mengajukan perkaranya ke pengaditan sering kati dihadapkan pada
aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan
prosedurat. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi
semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri
atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan
ditotak pengaditan padahaI bisa jadi hanya karena tidak memenuhi
aspek prosedural hukum,
o
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